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RINGKASAN

Noermayanti, 2013, Efektivitas Penerapan Sistem PPOB (Payment Point
Online Bank) di PT PLN. (Studi Kasus Pada PT PLN Area Madiun),
Hermawan, Dr.S.IP.,M.SI, Mohammad Nuh, S.IP, M .SI

Daam mewujudkan pelaksanaan pelayanan publik tentunya tidak bisa
hanya dengan mengandai-andai tanpa melakukan suatu perbuatan konkrit. Harus
ada perubahan dalam melaksanakan pelayanan publik, yang nantinya akan
merubah sistem pelayanan publik di Indonesia. Salah satu upayanya adalah
dengan memperbaiki sistem dan prosedur layanan melalui program-program
inovatif yang berorientas pada kebutuhan dan kepuasan penerima pelayanan atau
pelanggan. Sehingga nantinya dengan melakukan hal tersebut diharapkan bisa
memangkas praktik bad governance dalam pel aksanaan pelayanan publik. Banyak
organisas publik yang melakukan berbaga macam inovas melalui program-
program andalannya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satunya
adalah PT PLN, dimana telah menerapkan terobasan baru yakni penerapan sistem
Payment Poin Online Bank (PPOB).

PPOB adalah satu kesatuan sistem hardware dan sistem software aplikasi,
jaringan komunikas data dan rekonsiliasi data. Dapat berfungsi sebagai media
interaksi sistem pembayaran tagihan apapun secara online dengan pihak bank
sebagai penyelenggara sekaligus penampung dana pelanggan untuk diteruskan
kepada mitra kerjanya. Pencapaian tujuan dari suatu kegiatan organisasi yang
dilaksanakan perlu adanya efektivitas pelayanan dimana efektivitas merupakan
alat ukur tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam pencapaian hasil. Sehingga
bila dikaitkan dengan sistem PPOB maka keberhasilan sistem ini dapat diukur
sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai atau ditetapkan.

Penelitian dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan
pendekatan kualitatif ini, bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis



efektivitas sistem PPOB pada PT PLN Area Madiun dan untuk menganalisis
kekurangan dan kelebihan sistem PPOB yang diterapkan PT PLN Area Madiun.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan Sistem
PPOB harus memenuhi beberapa point yaitu adanya dasar hukum yang mendasari
penerapan PPOB, adanya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan
PPOB, dan waktu penyelesaian pelayanan yang nantinya akan menjadi tolak ukur
keberhasilan dari PPOB. Kesemuanya itu merupakan hal yang harus dipenuhi
guna memperlancar mekanisme pelayanan PPOB. Daam pelaksanaan PPOB
masih terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat. Baik faktor pendukung
dan penghambat secara teknis dan non teknis yang masih perlu perhatian khusus
yang perlu pembenahan secara berkelanjutan agar pencapaian tujuan mengenai
sistem PPOB tersebut dapat digunakan oleh masyarakat dengan baik. Sedangkan
upaya yang dilakukan oleh PT PLN Area Madiun sudah dilaksanakan dengan baik
yaitu dengan cara, melakukan sosialisasi melalui pemberian brosur, spanduk,
leaflet, siaran Radio. Kemudian upaya lainnya dengan cara menggunakan website
sebagal sarana sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang PPOB dan
pentingnyatertib pembayaran rekening tagihan listrik.



SUMMARY

Noer mayanti, 2013. The Effectiveness of The Application of PPOB
(Payment Point Online Bank) System at PT PLN (A Case Study at PT PLN of
Madiun Area). Advisors. Hermawan, Dr. S.IP., M.SI and Mohammad Nuh,
SIP.,M.Sl

Public service was realized not only by imaginatist also through a
concrete action. It was indeed stated that pulgiigise system in Indonesia. One
effort to produce this change was by improving fiystem and procedure of
public service through innovative programs thatenariented toward the demand
and satisfaction of service acceptor or communityis effort was expected to
eliminate bad governance practices in the public service. Many public
organizations had planned for various innovationgieparing superior programs
to meet people demand. One of such organizatiorss & PLN which had
implemented a new breakthrough, that is wReyment Point Online Bank
(PPOB).

PPOB was an integrated system consisting of haselaad software for
application, network, data communication and datzomciliation. This system
could be functioned also as the interactive medimonline bill collection. Even
the bank was finding this system as useful to amgaand to accommodate the
customers’ fund. The achievement of certain orgaiwnal activity could not
escape from the effectiveness. Indeed, effectivemes a measuring tool for the
success of organization in the achievement of teRelated to PPOB, the success
of this system was measured based on the objedinatsvere expected to be

achieved.

Research type was descriptive with qualitativereagh. The objectives of
research were to describe and to analyze the e#eess of PPOB system at PT

Vi



PLN of Madiun Area, and also to analyze the stieragid weakness of PPOB
system applied at PT PLN of Madiun Area.

Result of research indicated that the implememtatf PPOB System
mechanism had reached some points. These points Wer presence of legal
base for the application of PPOB, the presencdrottsire and infrastructure to
support PPOB implementation, and the service sdbeds the yard stick of
PPOB success. All these points must be met to erteer smoothness of PPOB
service mechanism. There were factors supporting eonstraining PPOB
implementation. Both factors might be technical amh-technical and these
factors should be attended for sustainable comecin order to achieve the
objective of PPOB and to produce a better usageRPIEN of Madiun Area must
socialize this information through brochure, posteaflet, and radio broadcast.
Website could be useful as socialization and edutanedium for community

about PPOB and about the importance of payingretdatl regularly.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyediaan pelayanan yang berkualitas, dapat mepoéensi sosial ekonomi
masyarakat yang merupakan bagian dari demokratslasnomi. Penyedian
pelayanan publik yang bermutu merupakan salahaatwntuk mengembalikan
kepercayaan masyarakat kepada sistem pelayanamsagjebaik swasta, maupun
pemerintah. Hal tersebut menjadikan pemberian peky publik yang
berkualitas kepada masyarakat menjadi faktor pemdplahirnya terobasan atau
inovasi baru dalam sistem pelayanan.

Globalisasi yang terjadi sekarang ini menyebalgersaingan yang semakin
ketat antara institusi penyedia jasa. Persaingay ye&tat ini juga disebabkan
karena pelanggan pada saat ini cenderung berskip Kkritis dan dihadapi pada
banyak pilihan, oleh karena itu tuntutannya lelahyak terhadap kondisi kualitas
produk, harga, dan pelayanaliinstein 1998).

Kualitas layanan dimulai dari kebutuhan pelanggam dberakhir pada
persepsi pelanggaidtler danKeller, 2006). Hal ini berarti bahwa citra kualitas
yang baik bukanlah berdasar pada sudut pandangpataepsi pihak penyedia
jasa melainkan berdasar persepsi pihak pelangggpuasan pelanggan menurut
(kotler, 2000) adalah

“satisfaction is a person’s feeling of pleasure disappointment resulting

from comparing a productperceived in relations to his or her expectations”.

Kepuasan pelanggan adalah perasiating yang dirasakan pembeli dari
kinerja perusahaan yang memenuhi harapan mereklangganlah yang
mengkonsumsi dan menikmati jasa perusahaan, sehimggrekalah yang

seharusnya menentukan kualitas jasa.



Perceived qualityadalah penilaian konsumen akan entitas kesempudsan
superioritas jasa. Semakin tinggi tingkat kualjges yang dipersepsikan, semakin
besar kepuasan konsumedervice qualitysebagai sebuah perbandingan antara
harapan pelanggan dengan persepsi layanan akngldyrima. Konsegervice
quality terdiri dari lima dimensi, yaitu

1. bukti langsungéngibles)adalah fasilitas fisik, peralatan,dan penampilan
dari pegawai.

2. keandalafreliability),adalah kemampuan untuk melakukan layanan
yangdijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan

3. daya tanggdpesponsiveness)dalanh  kesediaan  untukmembantu
konsumen dan memberikan layanan dengantanggap.

4. jaminan (assurancegdalah pengetahuan,perilaku karyawan, dan
kemampuan untukmenginspirasikan kepercayaan dakikey.

5. empatiempathyadalah kemudahan melakukanhubungan, komunikasi
yang baik, perhatian individudari perusahaan kepaelanggannya dan
memahamikebutuhan para konsumen.(Parasuratralnl 988).

Saat ini, para pemasar di industri pelayanan jugaudaha memberikan
experience pada pelanggan. Sebab, jantung dari produk layaadalah
pengalaman yang didapat oleh konsumen yang tesgirareal time (bateson
1995 bermar& Evans 2004; Haecel et.Al 2003). Pengalaman tersebut biasanya
merupakan proses interaktif yang menghasilkan naéanfang diinginkan oleh
konsumen. Oleh karena itu, mendesain proses layamanpakan kunci untuk
setiap desain produk yang ditawarkan oleh perusgjasa.

Menurut Haeckelet al. 2003), ada tiga prinsip dasar yang harlakukan
untuk menghasilkardistinctive customer valuenelalui experience,yaitu fuse
experiential breadth and depth, use mechanics amdamics to improve function,

connect emotionally.

Luasnya experiential mengacu pada urutan experienceyang dialami
konsumen ketika berinteraksi dengan perusahaamtRigimpulkan bahwa dari

para pengguna layanan yaitu pelanggan memiliki plangan yang berbeda-beda



dalam penilainnya terhadap layanan yang diterineairtgga keberhasilan dalam
memberikan sistem layanan dapat diukur melalui kilas pelanggan dan human

untuk meningkatkan fungsi layanan.

Oleh karena itu dalam menghadapi era globalisagy yenuh tantangan dan
peluang, aparatur negara dalam hal ini ditittk tlena kepada aparatur
pemerintah hendaknya memberikan pelayananan yangaikdeaiknya,
berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan penegfagapan, sehingga dapat
meningkatkan daya saing dalam pemberian pelayaasnd dan jasa. Seperti
halnya disebutkan dalam Keputusan Menteri Negara@®@gunaan Aparatur
Negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang pelayanadibsebagai berikut :

Segala kegiatan pelayanan yang dilakasanakan obslyelenggara
pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutyeerima

pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturanndpeg-

undangan, yang dimaksud dengan penyelenggara palaypublik

tersebut adalah instansi pemerintah. Instansi petabradalah sebutan
kolektif meliputi satuan kerja atau satuan orgasijs&ementrian,

departemen, lembaga pemerintahan non departemesekietariatan
lembaga tertinggi dan tinggi negara dan instansigrgtahan lainnya
baik pusat maupun daerah termasuk badan usaha meijara, badan
hukum milik negara, dan badan usaha milik daerah.

Dalam mewujudkan hal diatas tentunya tidak bisayaamengan
mengandai-andai tanpa melakukan suatu perbuatdaikdfarus ada perubahan
dalam melaksanakan pelayanan publik, yang nantikga merubah sistem. Salah
satu upayanya adalah dengan memperbaiki sistenprdaedur layanan melalui
program-program inovatif yang berorientasi pada ukefftan dan kepuasan
penerima pelayanan atau masyarakat.

Salah satu institusi atau organisasi yang termafalam BUMN dan
cukup krusial dalam hal pelayanan kepada masyamadaiah PT PLN Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu lpelkegiatan ekonomi
dalam perekonomian nasional guna mewujudkan keseggn masyarakat,
karena itu untuk mengoptimalkan peran BUMN, pengamnudan pengawasannya

harus dilakukan secara professional dan memenuhsipprinsip pelayanan



publik. Konsekuensi terhadap prinsip-prinsip Petaya Publik dan Standar
Pelayanan Minimal oleh organisasi pemerintah seB&MN harus mempunyai

komitmen untuk menghargai hak-hak masyarakat sebkgnsumen, yaitu

mendapatkan pelayanan secara transparan, efisreaddenya jaminan kepastian
pelayanan. Perilaku organisasi yang memiliki etikecermin pada sikap yang
sopan dan keramahan dalam menghadapi masyarakggymen jasa. Aparat

birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada puSlikiah sepantasnya tidak
melakukan berbagai bentuk tindakan diskriminatrigy@isa merugikan pengguna
jasa yang lain.

Banyak organisasi publik yang melakukan berbag@cam inovasi
melalui program-program andalannya dalam memenahutkihan masyarakat,
salah satunya adalah PT PLN, dimana telah menamajgtobasan baru yakni
penerapan sisteRayment Poin Onlindank (PPOB). Keputusan Direksi PLN
No. 021.K/0599/DIR/1995 tgl 23 Mei 1995 tentang &®dn dan Petunjuk Tata
Usaha Pelanggan, dan Edaran Direksi PT. PLN (RgrseNo.
010.E/012/DIR/2002 tanggal 29 Juni 1984 tentang@kemggaraan bank dan PT.
Pos Indonesia diberikan kewenangan utuk memebejdésa dalam lalu lintas
Pembayarahayment Point Online Bardtau disingkat PPOB, yang artinya adalah
layanan pembayaran rekening listrik pelanggan Bebara online melalui jasa
bank. PLN dengan beberapa kali kebijakan telahpagau memperbaiki sistem
pembayaran rekening listrik pelanggannya mulai daanual,offline kemudian
sekarang menuju kenline

Pencapaian tujuan dari suatu kegiatan organyseng dilaksanakan perlu
adanya efektivitas pelayanan dimana efektivitasupadtan alat ukur tingkat
keberhasilan suatu organisasi dalam pencapaiah &#diingga bila dikaitkan
dengan sistem PPOB maka keberhasilan sistem iratdipkur sesuai dengan
tujuan yang ingin dicapai atau ditetapkan. Bahweagat dua faktor terpenting
dari pendapat Street yakni faktor intern dan ekster

Faktor intern ini erat kaitannya dengan efeldivitdalam organisasi
penyelenggara pelayanan itu sendiri, sedangkarorfaékstern disini adalah

faktor-faktor yang berada diluar organisasi tetagangat mempengaruhi



pelaksanaan dan efektivitas kegiatan pelayanan sgadiri yakni faktor
lingkungan, situasi dan kondisi yang melingkupi denada disekitar organisasi,
yang didalamnya terdapat masyarakat atau masyasakaigai pihak penerima
dalam pelaksanaan proses kegiatan pelayanan.

Pelayanan pembayaran melalui PPOB bertujuan untukasditasi
pembayaran tagihan secavaling realtimg sehingga tidak ada kemungkinan
terjadinya Double Payment.Memberikan banyak manfaat bagi konsumen,
misalnya para pelanggan dapat membayar listrik alergppat di seluruh loket
yang tersedia, transaksi dapat dilakukan denganamuténgan menunjukkan
rekening terakhir dan keamanan uang konsumerklidéi transaksi pembayaran
rekening dapat terjamin.

Tujuan lain dari pelaksanaan sistem PPOB ini uyaierciptanya
peluangbisnis jasa pelayanan pembayarame tercipta sinergi antara penyedia
jasa layanan, instansi terkait dan perbankan, swEtéan tercipta transparansi
sebagai cermin daiGood Corporate GovernancéValaupun kebijakan untuk
menerapkan sistemPPOB bertujuan untuk memberikaggrean yang lebih baik,
cepat, baru,murah, dan sederhana, namun pelaksaiséam ini masih memiliki
kekurangan atau permasalahan dalam penarapan SiSt&m.

Berdasarkan hasil prasurvey,seperti diungkaphsa&u “Pejabat PLN
Madiun”yaitu terletak pada masalah teknis yang xeegjadi pada sistem PPOB,
dimana pada waktu pembayaran proses pembayaranalaemdrouble atau
offline jaringan seluller. Sehingga proses transaksi mengalami kegagalan maka
loket tidak dapat melakukan transaksi. Terlepas mtar dan kontra yang terjadi
dengan adanya PPOB, selama semua dapat dikomiaikagian tidak ada
informasi yang ditutup-tutupi, sebagai pelanggatrik akan menerima selama itu
juga meningkatkan mutu layanan PLN pada saat fdraabel, pemadaman serta
troubleshootindainnya.

Dengan adanya permasalahan yang kerap terjadi, mped@uk yang
diluncurkan diharapkan mampu meningkatkan kinetjdl Becara nyata. PPOB
menggunakan jasa Bank sebagai lembaga keuangdmade®witchingsebagai

gatewaylalu lintas data, plus Data Center PLN sebagaygdia data. Dan yang



terakhir adalah outlet-outlet yang bisa berupa gaibberikut:ATM Teller, Auto
Debet, SMS Banking, Phone Banking, Internet Banki8&T, KUD, EDC,
Wartel, Yayasan, Kelurahan, Pesantren, Kantor [Aobjl Pos.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikamtds, maka penulis
tertarik untuk mengambil judul tentarigefektivitas penerapan sistem PPOB
(Payment point online bank) pada PT PLN. (Studi pada PT PLN Area
Madiun)

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, penulis meruamuglermasalahan
sebagai berikut:
1. Bagaimanakah Efektivitas penerapan Sistem PPC@Brdaieningkatkan
kualitas pelayanan terhadap pelanggan di PT PLBa Madiun?
2. Faktor-faktor apa sajakah sebagai pendukung daghpembat dalam
penerapan sistem pelayanan PPOB di PT PLN Areauviadi

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitianaidalah sebagai
berikut:
1. Untuk Mendeskripsikan Dan Menganalisis Efektivigastem Pelayanan
PPOB (Payment Point Online Bank) pada PT PLN Arealiih.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kekurangam kelebihan
sistem Payment Point Online Bank (PPOB) yang diteaa PT PLN

Area Madiun terhadap tingkat kepuasan pelanggan.

D. Kontribusi Peneliltian
Hasil dari penelitian ini diharapkan akan membarilsuatu kontribusi
bagi beberapa pihak antara lain :

1. Kontribusi Teoritis



a. Sebagai salah satu bahan kajian dalam studi AdirasisPublik
terutama dalam pengembangan manajemen pelayanki giudaerah
sebagai bagian dari lImu Administrasi Publik.

b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi refsiedan memberikan
informasi bagi peneliti berikutnya.

2. Kontribusi Praktis

a. Bagi peneliti sebagai wahana dalam peningkatan giehgan dan
kreatifitas berpikir dalam menganalisa keadaan agiahgan yang
disesuaikan dengan teori-teori yang telah ditertaa dipelajari pada
perkuliahan

b. Bagi PT PLN Area Madiun : memberikan sumbanganrmési dan

pemikiran dalam meningkatakan efektifitas sistetaysnan.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini dimaksudkanagar sesuahg yibahas dalam
penulisan ini dapat diketahui dan dimengerti sefes dari masing-masing bab.
Secara garis besar penulisan ini dibagi dalam lbab, dan disusun sebagai
berikut:

BAB| : Pendahuluan
Dalam bab ini diawali dengan latar belakang yamaldmnya
mengenai konsep administrasi publik, pengertiarayaglan,
ruang lingkup BUMN, mengenai penerapan sistem PBE&E
permasalahan yang disajikan secara umum.Perumussalah
yaitu menentukan rumusan masalah yang akan ditglin
penelitian yaitu menentukan tujuan atau sasarag ye@mdak
diteliti.Kontribusi penelitian yaitu mencakup behea antara
lain kontribusi teoritis (salah satu bahan kajidm dstudi),
kontribusi praktis (bagi peneliti sebagai wahanalama

meningkatkan kreatifitas berfikir dalam menganaksadaan



BAB Il

BAB Il :

BAB IV :

dilapangan yang disesuaikan dengan teori-teori).Belvagai

penutupnya yaitu menguraikan tentang sistematislizam ini.

Kajian Pustaka

Pada bab ini memuat tentang teori-teori, yang digan dalam
disiplin ilmu administrasi publik dalam kosentrasiministrasi
pemerintahan daerah yang dalam hal ini berkaitamgate
materi kordinasi dalam suatu organisasi. Organisasig
dimaksud merupakan badan atau dinas yang meme piuigyzei
dan peran dalam pelaksanaan koordinasi pada peatem
Dalam hal ini PT PLN sebagai perpanjangan tangamg ya
diserahi sejumlah wewenang untuk mengkordinasikan

pelaksanaan pelayanan jasa secara vertikal maupizoihtal.

Metode Penelitian

Bab ini merupakan penjelasan mengenai metode faneli
yang digunakan dalam penulisan skripsi. Metode yang
digunakan adalah metode penelitian dieskriptif @®ng
pendekatan kualitatif maka diuraikan dalam bab fokus
penelitian, teknik pengumpulan data serta jenidisssayang

digunakan.

Hasil penelitian dan Pembahasan

Bab ini merupakan hasil penelitian yang akan meaigan
tentang gambaran umum obyek penelitian serta andali
interpretasi data yang telah diperoleh sehinggatdagnjawab
permasalahan penelitian. Penelitian ini mengenkikpanaan
peran BUMN khususnya PT PLN dalam memberikan
pelayanan jasa. Andlisis dan interprestasi datag yakan
dilakukan yaitu pelaksanaan koordinasi dan fakemdokung



BABV :

dan penghambat dan fungsi PT PLN dalam memberikan

pelayanan jasa.

Penutup

Dalam bab ini bagian terakhir dari penulisan skrigari
kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan diuraikangememn
hal-hal penting secara garis besar dan umum. Skdartalam
saran berisikan tentang masukan-masukan mengergkala-
langkah yang dapat dilakukan PT PLN Madiun dalam
meningkatkan efektivitas pelayanan pelanggan yéitkus
analisis peran PT PLN atau BUMN.



BAB ||
KAJIAN PUSTAKA

A. Efektivitas
1. Pengertian efektivitas

Prinsip efektivitas merupakan hal terpenting didetaencapai tujuan dari
suatu kegiatan yang dilaksanakan karena efektivitexzipakan alat ukur tingkat
keberhasilan seseorang atau organisasi dalam nent¢ajpan yang telah
ditetapkan. (Westra Cs dalam Ensiklopedi Adming{rd989:72) memberikan
pengertian Efektivitas yakni:

“efektivitas berasal dari kata efektif, yang bdartatjadi efek atau akibat
yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiaprjgak yang efisien
berarti efektive karena dilihat dari segi hasiuan yang hendak dicapai
atau yang dikehendaki dengan perbuatan itu telaagai dan bahkan
secara maksimal (mutu dan jumlah). Sebaliknya alildtari hasil usaha
efek yang diharapkan juga berhasil dicapai bahlemgan unsur-unsur
secara maksimal. Setiap hasil yang efektif beluntutefisien, karena
hasilnya mungkin dapat dicapai tetapi dengan pdragy@n materiil

berupa pikiran, tenaga, waktu dan benda.”

Senada dengan itu (Ya'qub, 1984 : 27) mengatdlanwa efektivitas
adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat katén kegiatan
manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapterlebih dahulu.
Menurut pusat pembinaan dan pengembangan bahasdeteen pendidikan dan
kebudayaan bahwa kata efektivitas yang berasal kdaa efektif mengandung
pengertian ketetapan dan memperoleh hasil karenggneakan cara yang tepat.
(Depdikbud, 1982:166). Pengertian efektivitas man(irhe Liang Gie, 2000 :
324), adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenadinya
suatu efek akibat yang dikehendakJadi apabila seseorang melakukan suatu
perbuatan dengan maksud tertentu maka akan disetaktivitas apabila
menimbulkan suatu akibat sebagaimana yang dikekeridalam kamus-kamus

ilmu-ilmu social Hugo F. Reading mengartikarEféktivitas adalah derajat

10
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dimana kelompok mencapai tujuafReading, 1996 : 56). Menurut (Soewarno
Hadiningrat, 1982) secara lebih konsepsional mekamypengertian efektivitas
adalah “suatu tujuan atau sasaran yang telah tErc@gsuai dengan rencana
adalah efektif, tetapi belum tentu efisien”. Supékerjaan pemerintah sekalipun
tidak efisien dalam arti input dan output tetapicépainya tujuan itu adalah
efektif sebab mempunyai efek atau pengaruh yangrkeshadap kepentingan
masyarakat. Sedangkan menurut (Koentjaraningrai®4:32) mengartikan
efektifitas sebagai berikut :

“Suatu keadaan yang mengandung pengertian mengeradinya suatu
efektivitas atau akibat yang dikehendaki. Kalaueeemng dalam arti
melakukan perbuatan dengan maksud tertentu yangangedikehendakinya
maka orang tersebut dikatakan efektif, kalau menlk#@n akibatyang
mempunyai maksud sebagaimana yang tidak dikehewotitkiorang tersebut
maka dikatakan tidak efektif”.

Dari beberapa pendapat diatas terlihat bahwa ieifieist lebih menekankan
pada aspek tujuan dari suatu organisasi, jika soapanisasi telah berhasil
mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka dapatatan telah mencapai
efektivitas. Bahwa efektivitas merupakan suatu kpnpenting karena mampu
memberikan gambaran mengenai keberhasilan suaamieagi dalam mencapai
sasarannya atau dapat dikatakan bahwa efektivitaupakan tingkat
ketercapaian tujuan dari aktivitas-aktivitas yaelgh dilaksanakan dibandingkan
dengan target yang telah ditetapkan sebelum. Sghimga dikaitkan dengan
pelayanan sistem PPOBdyment Point Online Bahlang dilaksanakan oleh PT
PLN Area Madiun dan pihak-pihak yang bekerjasanma pémbayaran rekening
listrik maka efektivitas pelayanan disini dapat wegai tingkat keberhasilan,
yang sesuai dengan tujuan. Karena sistem ini mkampsistem yang digunakan

untuk proses transaksi melalui online dalam pemtaayeekening listrik.

Mengungkapkan juga Pendekatan dalam efektivitganisasi menurut
(Gibson1984:38yaitu:
1. Pendekatan Tujuan. Pendekatan tujuan untuk memglkéin dan

mengevaluasi efektivitas merupakan pendekatanatetéun paling luas
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digunakan. Menurut pendekatan ini, keberadaan @gsindimaksudkan
untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pendekataartunenekankan
peranan sentral dari pencapaian tujuan sebagariritintuk menilai
efektivitas serta mempunyai pengaruh yang kuat pgasgembangan
teori dan praktek manajemen dan perilaku organisestapi sulit
memahami bagaimana melakukannya. Alternatif tenhao@ndekatan
tujuan ini adalah pendekatan teori sistem.

Pendekatan Teori Sistem. Teori sistem menekankaa p&rtahanan
elemen dasar masukan proses pengeluaran dan mptagadarhadap
lingkungan yang lebih luas yang menopang organis@sori ini
menggambarkan hubungan organisasi terhadap sisteg lgbih besar,
diman organisasi menjadi bagiannya. Konsep orgsingsbagian suatu
sistem yang berkaitan dengan sistem yang lebihr leeaperkenalkan
pentingnya umpan balik yang ditujukan sebagai m#msi mencerminkan
hasil dari suatu tindakan atau serangkaian tindakiah seseorang,
kelompok atau organisasi. Teori sistem juga menekarpentingnya
umpan balik informasi. Teori sistem dapat disimpntk (pertama)
Kriteria efektivitas harus mencerminkan siklus nk@suproseskeluaran,
bukan keluaran yang sederhana, dan (kedua) Kriedaktivitas harus
mencerminkan hubungan antar organisasi dan lingkyagg lebih besar
dimana organisasai itu berada. Jadi: Efektivitamoisasi adalah konsep
dengan cakupan luas termasuk sejumlah konsep kwmpdgkeempat)
Tugas manajerial adalah menjaga keseimbangan dptiamdara
komponen dan bagiannya.

PendekatanMultiple Constituency Pendekatan ini adalah perspepktif
yang menekankan pentingnya hubungan relatif dirank&pentingan
kelompok dan individual dalam hubungan relatif tkaa kepentingan
kelompok dan individual dalam suatu organisasi. ga@npendekatan ini
memungkinkan pentingnya hubungan relatif dianta@pektingan
kelompok dan individual dalam suatu organisasi. ga@npendekatan ini
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memungkinkan mengkombinasikan tujuan dan pendeksitiem guna

memperoleh pendekatan yang lebih tepat bagi efeddiorganisasi.

Senada dengan pendapat diatas, untuk mengetatefekigvan kegiatan
organisasi layanan publik dikenal beberapa pendakatenurut (Mc Callum,
1984) antara lain:

1. Pendekatan sasaramo@l approach, yang memusatkan perhatian
dalam mengukur efektivitas dengan mengukur kebgamasrganisasi
publik dalam mencapai tingkat output yang direnkana

2. Pendekatan sumbesigtem Resource Approgcimengukur efektivitas
dari sisi input, yaitu keberhasilan organisasi ehlanendapatkan
sumber-sumber yang dibutuhkan untuk mencapai pedsiryang baik.
Indikatornya adalah kemampuan memanfaatkan lingkong
menginterprestasikan sifat lingkungan, kemampuanmelibara
kegiatan organisasi dan kemampuan untuk bereaksim#ayesuaikan
diri dengan lingkungan.

3. Pendekatan proses, yang menekankan pada aspekainbeganisasi
publik seperti misalnya iklim organisasi. Indikatga adalah
komunikasi, perhatian, kerjasama, loyalitas, deagsasi.

4. Pendekatan integrative, yang menggabungkan dagak@endekatan
diatas, yang menggabungkan dari ketiga pendekatatasd yang
membedakan atas pendekatanstituencyyang memusatkan perhatian
padaconstituencyorganisasi seperti karyawan, pemilik, konsumen dan
pendekatan bidang sasaran yang mengukur infornmganisasi pada
setiap bidang sasaran dengan memperhitungkantpsiaetiap bidang
tersebut bagi organisasi.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diketahui balewdekatan tujuan
didasarkan pada pandangan organisasi diciptakaamgaellat untuk mencapai
tujuan. Dalam teori sistem, organisasi dipandangaga& suatu unsur dari

sejumlah unsur yang saling berhubungan antaradssigan yang lain. Sedangkan
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pendekataMultiple Constituencynerupakan pendekatan yang menggabungkan
pendekatan tujuan dengan pendekatan sistem sehiligg@leh satu pendekatan
yang lebih tepat bagi tercapainya efektifitas org@si. Sedangkan untuk
pendekatan nilai-nilai bersaing merupakan pendekg#ag menyatukan ketiga
pendekatan yang telah dikemukakan di atas yanguhigean dengan nilai suatu
kelompok.

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas.

Berdasarkan pendekatan-pendekatan dalam efektorgasisasi yang
telah dikemukakan sebelumnya maka dapat dikatakdmvd factor-faktor
yang mempengaruhi efektivitas organisasi adalahgaetberikut:

a. Adanya tujuan yang jelas,

b. Struktur organisasi.

c. Adanya dukungan atau partisipasi masyarakat.

d. Adanya sistem nilai yang dianut.

Di bawah ini penulis menguraikan empat faktor yamgmpengaruhi

efektivitas, yang dikemukakan oleh (Richard M Sie&885:8):

1. Karakteristik Organisasi adalah hubungan yang reitatrelatif tetap
seperti susunan sumber daya manusia yang terdalaah erganisasi.
Struktur merupakan cara yang unik menempatkan nandalam
rangka menciptakan sebuah organisasi. Dalam strukhanusia
ditempatkan sebagai bagian dari suatu hubungan rngdettdf tetap yang
akan menentukan pola interaksi dan tingkah laky yaarorientasi pada
tugas.

2. Karakteristik Lingkungan, mencakup dua aspek. Agpaitama adalah
lingkungan ekstern vyaitu lingkungan yang berada lufir batas
organisasi dan sangat berpengaruh terhadap organesaitama dalam
pembuatan keputusan dan pengambilan tindakan. Alspaika adalah
lingkungan intern yang dikenal sebagai iklim orgasi vyaitu
lingkungan yang secara keseluruhan dalam lingkunggenisasi.

3. Karakteristik Pekerja merupakan faktor yang palibgrpengaruh
terhadap efektivitas. Di dalam diri setiap individkan ditemukan
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banyak perbedaan, akan tetapi kesadaran individa pkrbedaan itu
sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organidadi apabila
suatu rganisasi menginginkan keberhasilan, orgsinteasebut harus
dapat mengintegrasikan tujuan individu dengan tuprganisasi.

4. Karakteristik Manajemen adalah strategi dan mekamigerja yang
dirancang untuk mengkondisikan semua hal yang @dindarganisasi
sehingga efektivitas tercapai. Kebijakan dan pikakmmanajemen
merupakan alat bagi pimpinan untuk mengarahkaas&ggiatan guna
mencapai tujuan organisasi. Dalam melaksanakanjakebi dan
praktek manajemen harus memperhatikan manusiak titenya
mementingkan strategi dan mekanisme Kkerja saja.aMske ini
meliputi penyusunan tujuan strategis, pencarian giEmanfaatan atas
sumber daya, penciptaan lingkungan prestasi, pré®gsunikasi,
kepemimpinan dan pengambilan keputusan, serta asiamgrhadap
perubahan lingkungan inovasi organisasi.

Menurut pendapat di atas penulis mengambil kesiampuidahwa:
pertama organisasi terdiri atas berbagai unsur \Eatigg berkaitan, jika
salah satu unsur memiliki kinerja yang buruk, makan mempengaruhi
kinerja organisasi secara keseluruhan; kedua Kekfiekmembutuhkan
kesadaran dan interaksi yang baik dengan lingkuynkgtiga kelangsungan
hidup organsiasi membutuhkan pergantian sumber dsg@ara terus
menerus. Suatu perusahaan tidak memperhatikan rf@kior yang
mempengaruhi efektivitas organisasi, akan mengalkesulitan dalam
mencapai tujuannya tetapi apabila suatu perusamaamperhatikan faktor-
faktor tersebut maka tujuan yang ingin dicapai tagaih mudah tercapai
hal itu dikarenakan efektivitas akan selalu dipealgiaoleh faktor-faktor

tersebut.
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2. Tolak ukur efektifitas

Pelayanan sistem PPOB merupakan salah satu beatugelayanan
publik. Untuk itu tolak ukur dari efektivitas pekyan sistem PPOB adalah
tolak ukur dari efektivitas pelayanan publik itindei. Efektivitas pelayanan
publik dengan berbagai tolak ukur sebagaimana yamggkapkan (Richard
M. Steers, 1990:209), yang menyatakan sebagaiuierik

“Selain berkaitan dengan aspek intern organisag joerhubungan
yaitu kemampuan untuk menyesuaikan dari tuntutarubadan keadaan
sekeliling. Selanjutnya baik aspek intern dalanupahan tersebut haruslah

berkaitan dengan hubungan antara personel susgmssgcara keseluruhan”.

Dari pendapat Steers diatas dapat disimpulkan, daevdapat dua
faktor penting dalam mengukur efektivitas pelayamablik yakni faktor
intern dan ekstern organisasi publik sebagai piekyelenggara pelayanan
publik. Faktor intern ini erat kaitannya dengankéfetas dalam organisasi
penyelenggara pelayanan publik itu sendiri, sedamdlktor ekstern disini
adalah faktor-faktor yang berada, diluar organisdstapi sangat
mempengaruhi pelaksanaan dan efektivitas kegiatdaygnan public itu
sendiri yakni faktor lingkungan, situasi dan komdiang melengkupi dan
berada di sekitar organisasi, yang didalamnya pertdanasyarakat atau
masyarakat sebagai pihak penerima dalam pelaksapesses kegiatan
pelayanan publik.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas guna mendaptilok ukur
yang sesuai dalam efektivitas pelayanan publik,lupeliketahui pula
efektivitas dari organisasi publik dalam pelayapablik dan tolak ukur dari
masyarakat sendiri sebagai penerima pelayanankpubélam mengukur
efektivitas, kiranya dapat menggambarkan beberaparwyang biasa terdapat
dalam kehidupan organisasi. Seperti yang diunglssmdang P. Siagian,
1995 : 94), bahwa efektivitas dapat diukur melalui:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai.
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Kejelasan strategi pencapaian tujuan.

Proses analisa dan perumusan kebijaksanaan yarighman
Perencanaan yang matang.

Penyusunan program yang tepat.

Persediaan sarana dan prasarana kerja.

Pelaksanaan efektiv dan efisien

D N T Ul ™ W N

Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifatidile

Jadi menurut S.P Siagian diantara tolak ukur efgés diantaranya

apakah organisasi tersebut mampu menjalankan rarsitagasnya dengan
baik.

Berkaitan dengan tolak ukur efektivitas kegiatamtguorganisasi

(Anaf S Bagindo dan M. Ridwan, 1990 : 205), ber@grad sebagai berikut:

1.

Mutu pekerjaan, adalah kebaikan pekerjaan yandn tdilakukan oleh
pegawai dengan menimbang faktor-faktor seperti labaa-kesalahan

yang menyangkut kualitas pekerjaan.

. Ketepatan waktu atau volume pekerjaan adalah sebaga kecepatan

kerja dengan bagaimana tepat waktu, kecepatan ipeliltera dan
hendaknya dipertimbangkan. Dalam volume pekerjaamnmiengandung
adanya unsur waktu yang berfungsi sebagai pempatagsuaian suatu

pekerjaan.

. Pengetahuan dan inisiatif pegawai mengenai pekerjaalalah

kesanggupan pegawai memikul tanggungjawab dan naensdrta
melaksanakan hal-hal tanpa instruksi terperinciateg bagaimana cara

mengambil tiap langkah.

. Sikap kerja adalah sampai sejauh mana pegawabtegrseenaruh minat

dalam pekerjaannya. Bila dalam keadaan daruratidize usaha yang
lebih besar dari yang biasanya apakah ia dengée merta menghadapi

tugas ini dengan antusiasme.

. Sikap terhadap orang lain adalah bila kepada peagdiw@nta untuk

melakukan sikap menyimpang dari pekerjaannya, bazmgaa sikap

mereka melakukannya.
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Dalam kaitannya dengan pelayanan publik, efekBvitaganisasi
merupakan kemampuan pelaksanaan pelayanan pubbjanenemanfaatkan
sarana yang ada untuk menghasilkan produk ataputitang sesuai dengan
stadar kualitas maupun kuantitas dana sesuai devajen yang ditetapkan.

Sedangkan untuk mendapatkan tolak ukur efektivi@syanan
publik dalam masyarakat yakni melalui tanggapan piamdapat masyarakat
terhadap proses pelayanan publik yang diterimaatganisasi tersebut. Hal
ini menyangkut kualitas dari pelayanan yang dkaeriorganisasi kepada
masyarakat. Untuk itu diperlukan suatu metode umigagukur dan disini
yang berperan adalah publik sebagai pelanggandiegnani.

Menurut (David Osbone dan Peter Pastrick, 20005),1f&rdapat 6
pemastian mutu pelanggan yang dijadikan saranaupsagyaitu antara lain:

1. Standar pelayanan pelanggan adalah mutu yang itek@aitmen
organisasi pemerintah dari mempublikasikan.

2. Pengembalian pelanggan yakni member bentuk komgierkegpada
pelanggan ketika organisasi gagal memenuhi stanuElayanan
pelanggan.

3. Jaminan mutu yakni komitmen organisasi untuk mergdikan seluruh
uang yang dikeluarkan pelanggan atau memberikaygedn pengganti
gratis jika pelanggan tidak pungut terhadap pelaggmang diterima.

4. Inspeksi mutu yakni biasanya bekerja dalam tim yangncakup
profesional dan non professional, menginpeksi @&lag pemerintah
dari menilai mutunya.

5. Sistem keluhan pelanggan yakni menelusuri dari reweaigsis keluhan
pelanggan, memastikan respon segera dan menciptagimae dimana
organisasi bisa belajar dari kesalahan tersebutikumbemperbaiki
pelayanan mereka.

6. Ombusdsmen yakni membantu pelanggan untuk memecahkan
permasalahan untuk persengketaan dan mendapatkayamen atau
informasi yang mereka butuhkan ketika mereka tigaias dengan

sistem penangan keluhan.
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Husainai yang dikutip (Zauhar, 2001:8), mengemuRkagalayanan
yang unggul (excellent service) yakni suatu sikegu &ara karyawan dalam
melayani para pelanggan secara memuaskan. Sasamamahfaat dari itu
semua secara garis besarnya terdapat empat unsok paitu: kecepatan,
ketepatan, keramahan dan kenyamanan. Keempat kemponmerupakan
satu kesatuan pelayanan yang terintegrasi, makaugdelyanan atau jasa,
tidak menjadi excellence bila ada komponen yan@rkgr Untuk mencapai
tingkat tersebut, setiap karyawan harus memenulark@ilan tersebut,
diantaranya berpenampilan menarik dan rapi, bgygidaah memperlihatkan
gairah kerja dan sikap selalu siap melayani, tematgm bekerja, tidak tinggi
hati karena merasa dibutuhkan, menguasai pekegaahaik tugas yang
berkaitan pada bagian atau departemennya maupuanbiagnya, mampu
berkomunikasi dengan baik, bisa memahami bahasaaispelanggan dan

memiliki kemampuan menangani keluhan pelangganagrafessional.

Strategi pengukuran efektivitas.

Didasari atas beberapa pendapat tokoh diatas dartderi yang ada
selanjutnya dalam tulisan ini akan disimpulkan negrag strategi dalam
mengukur efektivitas pelayanan publik dan hal gamg menjadi batasan
penelitian ini bagi pengukuran tingkat efektivitpslayanan sistem PPOB
meliputi Kriteria:

a. Kesesuaian antara prosedur yang ada dengan pedaksasistem
pelayanan PPOB yang berarti kesesuaian antarajpletoglaksanaan
dengan praktek pelaksanaannya sendiri meliputnigiiepan petunjuk
prosedur pelayanan, waktu efisien dan biaya yaranakis serta
proses pelayanan yang sederhana.

b. Terpenuhinya kualifikasi para penjabat pimpinaggveai baik secara
kualitas (meliputi tingkat pendidikan formal, petayaan kerja, diklat

yang ada) maupun kualitasmeliputi jumlah pegawan dasio
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perbandingan antara jumlah pegawai dengan volurkerjpen dalam
satu hari dalam penyelenggaraan sistem PPOB padBLRTArea
Madiun dan mitrgpayment poin{KUD).

c. Tersedianya sarana penunjang maupun fasilitasygea publik
(meliputi kondisi fasilitas, alat kelengkapan gegluan tata ruang)
dalam pelaksanaan sistem PPOB yang dapat digunaikdimk
mencapai tujuan yang diharapkan.

d. Tanggapan masyarakat mengenai pelayanan pembayakaning
listrik yang diterima dari PT PLN Area Madiun dantna payment
point (KUD), Memperoleh tanggapan yang baik oleh madgra

terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan sistem p&@@Bliterima.

Dengan strategi pengukuran ini nantinya peneligalanendapatkan
suatu pedoman dalam menilai efektivitas pelayameingga baik buruknya
pelayanan dapat diukur. Agar pelayanan publik ydibgrikan oleh PT PLN
Area Madiun dan mitra payment point (KUD). Madiurséb memuaskan
masyarakat maka sudah seyogyanya menerapkan ppmsggp pelayanan
publik yang telah disebutkan diatas karena dengguasan dari masyarakat
maka PT PLN Area Madiun dan mitra payment point Q§U

C. Penerapan
1. Pengertian penerapan

Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, ppaera
adalah hal, cara atau hasil (badudu & Zain, 199 L4Adapun menurut
Lukman Ali, penerapan adalah mempraktekkan, meng&san (Ali,
1995:1044). Berdasarkan pengertian tersebut dapemmulkan bahwa
penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakblegin secara
individu maupun kelompok dengan maksud untuk tujyang telah
dirumuskan. Adapun unsure-unsur penerapan meliputi:

1. Adanya program yang dilaksanakan
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2. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang nugisgsaran dan
diharapkan akan menerima manfaat dari programbetse
3. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangamng
bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaanpuna
pengawasan dari proses penerapan tersebut. (WEdBM45)
Konseptual sistem PPOB (Payment Point Online Bank).
1. Pengertian

PPOB Payment Point Online Bahkadalah satu kesatuan sistem
hardware dan sistemsoftware aplikasi, jaringan komunikasi data dan
rekonsiliasi data sehigg dapat berfungsi sebagai media interaksi sistem
pembayaran tagihan apapun secaomline dengan pihak bank sebagai
penyelenggara sekaligus penampung dana pelangg@ak diteruskan
kepada mitra kerjanyaPayment pointadalah tempat atau loket yang
menerima pembayaran pelanggan yang dikelola oledrgegan, atau badan
usaha yang telah bermitra kerja dengaltecting agent.

Jasa Layanan PPOB adalah jasa penerimaan setaiaantadari
pelanggan sebuah perusahaan yang telah ikut jadi dalam sistem PPOB
tersebut, seperti pelayanan pembayaran tagihankL@dan tagihan telpon.
Switching compangdalah perusahaan yang telah bekerjasama dengdn pih
perbankan yang bertugas sebagai penghubung datea gatingan pihak
perusahan yang bermitra PPOB dengan pihak perbaSikastem payment
point online bank merupakan layanan yang diguna&kelh lembaga
keuangan, dalam hal ini adalah bank.

2. Dasar Hukum PPOB

Adanya payung hukum (peraturan) yang memadai skeftijakan
dianggap legal (resmi) apabila memiliki peraturabagyai payung hukum
yang jelas.Tanpa adanyapayung hukum yang jelagakehi tidak dapat
berjalan dengan baik karena tidak memiliki arah tignan yang jelas.
Dalam pelaksanaan PPOB ini sudah jelas payung hylamgm menaunginya
yaitu
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1. UU Nomor 10 Tahun 1998 Jo No7 Tahun 1998 Tentang
Perbankan (pasal 1 butir 2)

2. Keputusan Direksi PLN No0.021.K/0599/DIR/1995 Tarigga
Mei 1995 tentang Pedoman dan Petunjuk Tata Usdhad®gan.
Fungsi penagihan: “dalam melaksanakan pelayanagripgaman
pembayaran yang berorientasi pada pelanggan, iuat
rencana kerjasma dengan pihak lain dalam hal pesgaor
penerimaan pembayaran piutang pelanggan”.

3. Edaran Direksi PT PLN (Persero) No0.010.E/012/DIR20
Tanggal 28 Juni 2002 Tentang Mekanisme Arus DareeiRe
“untuk mewujudkan peningkatan pelayanan pelanggan d
sekaligus mempercepat aliran masuknya dana hasaggean,
membuka sarana pembayaran rekening listrik secat@meo
bekerjasama dengan pihak Bank-Bank Mitra Kerja”.

3. Tujuan PPOB :
1. Mengamankan arus kas pendapatan

2. Menyederhanakan proses bisnis, efisiensi

3. Meningkatkan pelayanan kepada pelanggan.
4. Strategi Promosi PPOB

1.
2.

Menggunakan strategi pelayanan kolektif jemput bola

Strategi mendesain tempat tunggu pelanggan yang daranyaman
dalam melakukan transaksi.

Menggunakan strategi pelayanan 3 S (Salam, SerjamS$apa)
dalam menghadapi pelanggan

4. Memberikan service yang baik yaitu Cepat, Mudah, dgaman

5. Dapat berpromosi melalui internet dan pamphlet

6. Menggunakan metode promosi melalui media getok y@ag biasa

dilakukan masyarakat desa.

Disamping mendirikan tempat/ruang tunggu PPOB yayagnan juga
bisa diberikan fasilitas yang berteknologi tinggnctafe kecil, contoh
area hotspot free dan penjualan jajanan/makangarriserta

minuman soft drink, dan juga toilet.
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8. Sosialisasi untuk hemat energi sebagai salah satgsi ke

masyarakat dan pemuda karang taruna

9. Bisnis ini dapat disandingi dengan bisnis lain yaragih sejenis atau

bisnis yang berbadan hukum, misalnya: koperasiimgamternet,
warung telkom, rental komputer, cafe, toko alat-Bd&rik dan

elektronik, tempat penerimaan jasalain.

5. Kelebihan dan Kelemahan menggunakan jaringan PPQEamd

melakukan pembayaran tagihan pelanggan.

Kelebihan:

1.

Pembayaran secara online dapat dilakukan dimaaaasgl masih
bisa dijangkau oleh jaringan selullar.

Pelayanan untuk pembayaran tagihan dilakukan seaoéree 24 jam
tiap harinya.

Memudahkan para pelanggan untuk membayar tagilr@en&a
rutinitas kesibukan tiap harinya

Pelanggan dapat mengetahui tagihannya terlebihssldalum
melakukan pelunasan.

Sebagai usaha sampingan yang menjanjikan untuk degpsen.

6. Pelanggan tidak perlu jauh-jauh untuk membayar&giinannya

Membantu sosialisasi rencana pemerintah yang meimgganti
sistem langganan listrik pascabayar menjadi prabaya

Segmen pasar di tujukan ke semua pelanggan lddnkelepon di
kota maupun di desa.

Keuntungan fee bisa langsung dapat dihitung pemammya sesuai

jumlah transaksi loket.

10. Transaksi PPOB dibuat jalur jaringan khusus yalaiteekerja

sama dengan masing-masing provider selullar, jddk takan bisa

dibobol oleh seorang cracker sekalipun.

Kekurangan:
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1. Apabila terjadi offline jaringan selullar maka lakelak bisa
melakukan transaksi pembayaran.

Butuh dana besar untuk deposit apabila transakgiuggabesar.

3. Pendirian PPOB harus sesuai kriteria tempat yategagikan oleh
pihak bank.

4. PPOB belum bisa masuk ke pelosok desa karena rhgaalagan
dan transfer dana deposit PPOB ke banknya.

5. Apabila kehabisan dana deposit maka loket tidak mmslakukan
transaksi pelanggan.

6. Terdapat beban biaya administrasi tambahan yamdpditkan
kepada setiap pelanggan.

7. Kegagalan transaksi kemungkinan bisa terjadi laitd mnelakukan
pembayaran jaringan tersebut tiba-tiba troublekasau lampu mati
secara tiba-tiba.

Persaingan yang ketat antar loket competitor darkkain.

Persaingan pembagian fee dan fasilitas antar penkm@nan

PPOB.

6. Prosedur pembayaran sistem PPOB vyaitu:
1. Pelanggan datang ke Bank.
2. Pelanggan datang ke mitra payment point (KUD)
3. Pelanggan datang ke ATM.

Dalam paparan diatas dimaksudkan bahwa dalam pelaysistem
PPOB memiliki beberapa faktor-faktor serta prosedalam pelaksanaan
pelayanan dimana dapat menunjang keberhasilan gaglaln pelayanan
dalam sistem tersebut. Dan mengoptimalkan pelaytsrdadap pelanggan
sehingga tujuan yang akan dicapai dapat berhasil.

E. Pelanggan.
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1. Pengertian Pelanggan

Dalam pengertian sehari-hari pelanggan adalah eveangy yang
kegiatannya membeli dan menggunakan suatu produlk,barang maupun
jasa, secara terus menerus. Pelanggan atau peswaitai produk adalah
orang-orang yang berhubungan secara langsung matigain langsung
dengan perusahaan-perusahaan bisnis. Adapun pimak-p yang
berhubungan dan bernegosiasi dengan perusahasapaan bisnis

sebelum tahap menghasilkan produk dinamakan pemasok

Dilihat dari segi perbaikan kualitas, Definisi paj@an adalah setiap
orang yang menuntut pemberian jasa (perusahaaok mm¢menuhi suatu
standar kualitas pelayanan tertentu, sehingga aapatberi pengaruh pada
performansi (performance) pemberi jasa (perusahaasgbut. Dengan kata
lain, pelanggan adalah orang-orang atau pembeyj fidak tergantung pada
suatu produk, tetapi produk yang tergantung padagptersebut.

Menurut (Dharmmesta dan handoko, 1997:12) pelanggan
mempunyai definisi sebagai berikut Individu-indiwridyang melakukan
pembelian untuk memenuhi kebutuhan pribadinya &@usumsi rumah
tangga. Seiring dengan pernyataan (Pamitra, 20pDbahwa pelanggan
adalah individu pembuatan keputusan yang menyebab&seorang harus
terlibat atau tidak dalam pembelian suatu produk.

Menurut Gasperz dalam (Nasution, 2004:101) pelamgadalah
semua orang yang menuntut perusahaan untuk memeoahi standar
kualitas tertentu yang akan memberikan pengaruha ppdrformansi
perusahaan dan manajemen perusahaan.

Dari semua pendapat para ahli diatas disimpulkémvagelanggan
adalah individu yang melakukan pembelian kebutwerg bisa membuat
puas dengan membandingkan beberapa aspek sepgdj s@mndar kualitas
barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhbadprdan rumah

tangga.
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Oleh karena pelanggan ini pembeli atau penggun&u spduk
maka harus diberi kepuasan.Secara garis besarmglap& tiga jenis
pelanggan, yaitu pelanggan internal, pelangganngea dan pelanggan
eksternal. Ketiga jenis pelanggan tersebut dapaailian sebagai berikut.
1. Pelanggan internalPelanggan internal (internalurnet), adalah orang-

orang atau pengguna produk yang berada di dalansgeaan dab
memiliki pengaruh terhadap maju mundurnya perusaRatanggan
internal (internal costumer), adalah orang-orary gtengguna produk
yang berada di dalam perusahaan memiliki pengtetiadap maju
mundurnya perusahaan.Berdasarkan keanggotaanny&nggan

internal ada dua macam, yaitu pelanggan internghrosasi dan
pelanggan internal pemerintah.Pelanggan internghrosasi adalah
setiap orang yang terkena dampak produk dan meanpakggoata dari
organisasi yang menghasilkan produk tersebut.Pgéanginternal

pemerintah adalah setiap orang yang terkena daprpdkik dan bukan
anggota organisasi penghasil produk, tetapi maaland lingkungan
atau instansi pemerintah.

2. Pelanggan perantara Pelanggan perantara (intet@ediastumer)
adalah setiap orang yang berperan sebagai pergmtadgak, bukan
sebagai pemakai. Komponen distributor, seperti -agem Koran yang
memasarkan Koran, atau toko-toko buku merupakatobgmelanggan
perantara.Misalnya Penerbit Armico Bandung memepesanan buku
dari toko buku untuk dijual kepada siswa SMK malgacdh hal ini
Penerbit Armikco bertindak sebagai pemasok, tok&ubsebagai
pelanggan perantara, dan siswa SMK sebagai pelangiiair atau
pelanggan nyata (real costumer).

3. Pelanggan eksternalPelanggan ekstereatefnal costumey adalah
setiap orang atau kelompok orang pengguna suatlulpr@arang/jasa)
yang dihasilkan oleh perusahaan bisnis. Pelanggstaraal inilah yang
berperan sebagai pelanggan nyata atau pelangganPakdyanan

Pelanggan Qustomer Service Orientatipnadalah keinginan untuk
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membantu atau melayani orang lain untuk memenuldutikan
mereka. Artinya berusaha untuk mengetahui dan memédm=butuhan
pelanggan. (Pelanggan diartikan secara luas, yadiputi pelanggan

internal dan eksternal).

2. Kepuasan pelanggan

Adanya tuntutan terhadap BUMN untuk dapat memberikganan
yang sebaik-baiknya disamping mencari keuntungamyebabkan BUMN
harus berusaha keras untuk terus mengembangkartakugelayanan
terhadap pelanggan. Dengan adanya kualitas pelayang dapat
memberikan kepuasan kepada pelanggan akan dapaipta&an loyalitas
pelanggan kepada perusahaan. Maslah kualitas nkamgalah satu bagisn
penting dan sangat perlu mendapatkan perhatian ysemus bagi
setiapperusahaan untuk tetap bisa bertahan. (2006:135) menyatakan
bahwa:

Keputusan-keputusan seseorang pelanggan untukkomesumsi
suatu barang atau jasa dipengaruhi beberapa fakttara lain adalah
persepsinya terhadap kualitas pelayanan persedanggan terhadap
pelayanan yang diberikan oleh suatu pelayanan dkalai baik atau tidak
tergantung kepada apakah tinggkat layanan yangalgheya sesuai atau
melebihi harapannya.

(Kotler dan Keller, 2006) mendefinisikan kepuasabagai perasaan suka
atau kecewa seseorang sebagai hasil dari perbamdargara persepsi atas
kinerja produk dengan harapanya. Definisi ini mewigag pengertian
bahwa kepuasan merupakan fungsi kinerja yang dipsiisan dengan
harapan. Banyak perusahaan memfokuskan pada keputieggi karena
para konsumen yang kepuasannya hanya terbatas muoulghberubah.
(Spreng, Mackenzie, dan Olshvskhy, 1996) kepuasslanggan adalah
perilaku setelah pembelian akan menimbulkan sikags patau tidak puas
pada konsumen, maka kepuasan konsumen merupakgsi tlari harapan

pembeli atas produk atau jasa dengan kinerja yaagakan.
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Sedangkan Lovelock dalam (Arief, 2006:174) meakan jika
pelanggan merasakan pelaksanaan pelayanan lebik dei yang
diharapkan mereka akan senang namun bila pelaksgredayanan tidak
lebih baik dari mereka harapkan mereka tidak pkiamudian Feigenbaum
dalam (nasution, 2004:41) menyatakan bahwa: kgabtdalah kepuasan
pelanggan sepenuhnytul{ customer saticfactignsuatu produk berkualitas
apabila dapat memberi kepuasan sepenuhnya keplaa@gen, yaitu sesuai
dengan apa yang diharapkan pelanggan atas suatukpsehingga produk
atau layanan yang dihasilkan perusahaan harus nodmspesifikasi yang
ditentukan pelanggan dan dinilai berkualitas dergsa lain kualitas harus

selalu berfokus pada kepentingan pelanggan.

Good Cor por ate Gover nance
1. Pengertian Good Corporate Governance

Menurut (McKinsey & Co, 2002), tata kelola per@an
merupakan perhatian bagi investor. Para investodaereing menghindari
perusahaan-perusahaan yang buruk dalam penerdpaelala perusahaan.
Menurut (Walsh dan Seward, 1990), tata kola pemmallipandang sebagai
kriteria kualitatif penentu untuk dipilih oleh inst@r.

Istilah corporate governance sendiri pertama Hgerkenalkan
oleh suatu komite yang bernar@adbury committeeyang dibentuk sebagai
suatu perwujudan keperhatinan terhadap aktivitasspbaan-perusahaan di
inggris. Cadbury Committeel992) dalam laporannya yang dikenal sebagai
Cadbury Reportmendefinisikan tata kelola perusahaan sebagakuieri
"sistem di mana organisasi diarahkan dan dikontrol”

definisi lain darCadbury Committeanemandang tata kelola perusahaan
sebagai:

"seperangkat aturan yang merumuskan hubungan go¢ésnagang saham,
Manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan pipdlek yang
berkepentingan lainnya baik internal maupun ekatesehubungan dengan

hak-hak tanggung jawab mereka.”
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(Monks and Minow, 2001) melihat tata kelola per@sahsebagai berikut:
"istilah corporate governante mengacu kepada hubungan diantara tiga
kelompok dalam menentukan arah dan kinerja perasaha

Konsep tata kelola perusahaan menurut (soloménStdomon,
2004:14) adalah sebagai berikut:

"corporate governancas the system of checks and balances, both irterna

and exsternal to companies, which ensures that aamp discharger their

accountability to all their stacholders and actansocially responsible way

in all areas of their business activity.”

Jadi, menurut definisi diata®rporate governancadalah sistem cek
dan balace antara pihak-pihak internal dan ekdtgpeausahaan yang
memeberikan keyakinan bahwa perusahaan menjalaskamtabilitasnya
kepada semua stakholders dan Dbertindak dalam Kexang

pertanggungjawaban untuk seluruh area aktifitaggadraan

PengertianCorporate Governancenenurut Turn bull Report di
Inggris (1999) dalam Effendi (2009:1) adalah sebbgekut:
"Corporate governance is company’s system of irdegontrol, which has
as its principal aim the management of risks theg aght fieant to the
fulfilment of its bussiness objectives, with a viewsafe quarding the
company’s assets and enchancing overtime the \@lilbe share holders

investmen’”

Menurut definisi diata€orporate Governancadalah sebagai suatu
sistem pengendalianinternal perusahaan yang mentijhan utama
mengelola resiko yang signifikan guna memenuhiamijbisnisnya melalui
pengamanan ases perusahaan dan meningkatkannwégitasi pemegang

saham dalam jangka panjang.
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2. Prinsip Dasar GCG

Dalam rangka menerapkan tata kelola perusahaampdrate
governancg perlu adanya suatu standar atau prinsip yangdikga
pedoman dalam praktik pengelolaan perusahaan unarkngkatkan nilai
dan kelangsungan perusahaan OECD (april 1998) tmahgembangkan
prinsip pelakuan yang setara, transparansi (traaspg), akuntanbilitas,
responbilitas atau lebih lengkapnya sebagai berikut

Fainess (kewajaran), menjamin perlindungan hak-hak para
pemegang saham, serta menjamin terlaksananya kemitiengan para
investor.

Transparency (trasparansi), mewajibkan adanya suatu informasi
yang terbuka tepat waktu, serta jeldan dapat diperbandingkan, yang
menyangkut keadaan keuangan, pengeloaan perusataarkepemilikan
perusahaan.

Accountability (akuntabilitas), menjelaskan peran dan tanggung
jawab, serta pendukung usaha untuk menjgreimyeimbangakepentingan
manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yargsid@deh dewan
komisaris.

Responsibility (pertanggungjawaban), memastikan dipatuhinya
peraturan-peraturan serta ketentuan yang berlakbagae cermin
dipatuhinya nilai-nilai sosial.

Prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh masasgam pilar adalah:

1. Negara dan perangkatnya menciptakan peraturan geergrundangan
yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dasparan,
melaksanakan peraturan perundang-undangan dan gb@mediukum
secara konsisteregnsistent law enforcement

2. Dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan GClgasgiedoman
dasar pelaksanaan usaha.

3. Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dsal@auserta pihak
yang terkena dampak dari keberadaan perusahaanunjukkan
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kepedulian dan melakukan kontrol sosial (sosiatrotnsecara obyektif
dan bertanggung jawab.

Pedoman tatakelola perusahaan yang baik adalah mnetapkan
panduan praktis. Panduan ini mensyaratkan bahveandpelaksanaan tata
kelola perusahaan masing-masing perusahaan hanyasum pedoman tata
sendiri berdasarkan kode dan kode khusus merekstiseanual tata kelola
perusahaan harus, setidaknya meliputi:

1. visi perusahaan misi dan nilai-nilai,

2. posisi dan fungsi dari rapat umum pemegang saharardkomisaris,

3. direksi komite penunjang dewan komisaris dan pedagiéan sistem,

4. kebijakan untuk memastikan fungsi efektif dari mgsinasing organ
perusahaan.

5. Kebijakan untuk memastikan akuntabilitas, pengaadahternal yang
efektif dan pelaporan keuangan yang benar.

6. Kode perilaku yang didasarkan pada nilai-nilai pahaan dan etika
bisnis.

7. Sarana pengungkapan informasi untuk pemegang sabam
pemangku kepentingan lainnya.

8. Kebijakan pada peningkatan berbagai peraturan aleaasm yang

diperlukan untuk melaksanakan perusahaan.

Sebagai BUMN yang wajib menerapkan pringpod Corporate
Governance(GCG) atau dikenal dengan tata kelola Perusahaag paik
dalam aspek bisnis dan pengelolaan perusahaan gawchwa jajaran
perusahaan, PLN menyusun tatakelola Teknologi mm&si dalam lingkup
bisnis dan pelaksanaan pengelolaan perusahaan. ngarkuTeknologi
Informasi dapat meningkatkan kapabilitas perusaldglam memberikan
kontribusi bagi penciptaan nilai tambah, serta rapac efektifitas dan

efisiensi.
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Aspek kunci dari prinsip GCG meliputi adil, respdnlitas,
transparansi, independensi, akuntabilitas, kessaradan kewajaran serta
tanggung jawab untuk mencapai tujuan perusahaamgdde Panduan
Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi BUMN (Governanve), seluruh
BUMN diminta untuk melaksanakan GCG pada setiaglafiisnis dan juga

pengelolaan perusahaan pada semua jajarannya.

Badan Usaha Milik Negara
1. Pengertian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Berdasarkan penafsiran pasal 33 Undang-undang D&d&r ditetapkan
pula dasar-dasar dan bentuk pengelolaan sisitemoekonasional. Menurut
penafsiran penjelasan pasal tersebut ditetapkaa pata pelaku ekonomi
dalam sistem ekonomi nasional yang terdiri dart@ekoperasi, swasta dan
Negara BUMN adalah pelaku ekonomi yang mewakili@ekegara.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor H2Q03 tentang
badan usaha milik Negara pengertian BUMN adalahgatberikut:

Badan usaha milik Negara yang selanjutnya diseblNB adalah badan
usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnyiikidioleh Negara
melalui penyertaan secara langsung yang berasakelayaan Negara yang
dipisahkan. Penyertaan modal Negara dalam rangidirgan atau penyertaan
pada BUMN bersumber dari anggaran pendapatan démjdeNegara,
kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya yang tktatapkan oleh peraturan
pemerintah.

2. Kerangka konseptual

BUMN merupakan pelaku ekonomi yang didirikan olehegBlra
berdasarkan pasal 33 Undang-undang dasar 19452aymtsal 33 tersebut
menyatakan bahwa segala sesuatu yang menyangktithjp orang banyak
harus dikuasai Negara dan implementasi penguasaambgra lain ditafsirkan
dilakukan oleh pelaku ekonomi yaitu BUMN. BUMN kibergerak hampir
seluruh sektor ekonomi yang ada. Dengan kondisebert peranan BUMN

sangat strategis dalam perekonomian nasional bahkseberapa



33

diantaranyamenguasai industri dan industri hulicaBe umum tujuan dan
misi pokok BUMN yang didirikan oleh pemerintah adalseperti yang
diamanatkan dalam pembukaan Undang-undang Dasé&ryE®% merupakan
landasan yuridis pendiriannya. Dalam pembukaarbetsdinyatakan bahwa
pendiri Negara dan pemerintah Indonesia adalah kunttemajukan
kesejahteraan umum dan keadilan social bagi sellargsa Indonesia
sebagai realisi amanat UUD 1945 itu dalam bidangneii pemerintah
mendirikan BUMN yang merupakan sarana pemerintainkumewujudkan
kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi setakyat Indonesia.
Fenomena privatisasi BUMN sebenarnya sudah mendapat
perlindungan “payung” teori yang kuat. Beberapauargnt yang mendukung
privatisasi BUMN didasarkan pada akar teori kegaggbemerintah dalam
mengelola perekonomian (government failure), tpasperty right, hubungan
principal-agent, dan masalah insentif (misalnyanlBavy 1986, majone 1994,
Holmstrom dan Milgrom 1991; Hanke dan Walters 199dst 1992, Saphiro
dan Wilig 1990; Zinnes, Eilat dan Sachs 2001; Eirt991; serta Dixit 1997).
Berikut tiga teori paling klasik sebagai esensi dagensi privatisasi:
Pertama, teori monopoli, secara sederhana dikatbkhwa BUMN dalam
banyak kasus sering menerima privilege (kekhususamopoli. Akibatnya,
mereka sering terjerumus menjadi tidak efesien naarkak istimewa ini
(stiglits 2000; Hanke dan Walters 1994; serta Damyel986). Kedua, teori
property right. Esensi perusahaan swasta dimilid andividu-individu yang
bebas untuk menggunakan, mengelola, dan mempertayaset-aset
privatnya, konsekuensinya, mereka akan mendorobghabisan usahanya
agar efesien. Property rights swasta telah men@ptansetif bagi terciptanya
efesien perusahaan. Ketiga, teori principal ageatam teori ini diungkapkan
bagaimana peta hubungan antara principal (pem#itugahaan, dalam hal
BUMN adalah pemerintah) dan agent (perusahaan,i YAKMN). Di sektor
swasta, manajemen perusahaan (sebagai agen) seldshtynduk loyal
kepada pemilik atau pemegang saham (shareholdésppya untuk

menghilangkan intervensi politik dalam pengelolddMN ini ditempuh
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dengan konsep stakeholder economy, yakni perusahaams memiliki

tanggung jawab (responsibility) terhadap sejumlahalp yang terkait

(stakeholders), yakni karyawan, kreditor, masyarakéempat, dan seterusnya

(Dixit, 1997).

Sedangkan beberapa kelemahan (disadvantages) rdaiigasi sebagai
salah satu bentuk dari restrukturisasi BUMN, adalabbagaimana
dikemukakan oleh Yasir Aharoni, yaitu;

1) The government is penalizing successful enterpbseause the private
sector will buy only provitable assets,

2) The exchequer loses income from the profitabtenalized industries and
is left with the funding of the unprofitable indiess. Dikatakan bahwa:
“transferability of shares may not be the only reasa firm may be
profitable”.

Berdasarkan paparan diatas bahwa privatisasi niembeberapa
kelamahan diantaranya yaitupemerintah menghukumspbaan yang sukses
karena adanya sektor swasta akan membeli aset hamoyétable jadi
perbendaharaan kehilangan pendapatan dari indudinasionalisasi
menguntungkan dan yang tersisa pendanaan indigdk tmenguntungkan.
Dan dikatakan pula bahwa pengalihan saham mungkikarb satu-satunya
alasan perusahaan mungkin menguntungkan.

Terlepas dari beberapa kelemahan privatisasi selsatgh satu bentuk
privatisasi dari restrukturisasi, korporasi sebagantuk lain restrukturisasi
BUMN, yang berarti hanya pembenahan intern organisang memiliki
prinsip-prinsip pendukung dan merupakan bentuk yamgnciptakan
lingkungan usaha atau kondisi yang memberikan kpatn bagi perusahaan
Negara untuk berhasil sebagai pelaku ekononbdea(d993: 253),
menyatakan bahwa terdapat 4 sasaran utama dal@oratsasi, yaitu:

1) SOE Manager are meant to have a single clear obgctthe
maximization of commercial performance. This inezhdo provide a
direct and unambignous focus, facilitate, monitgrin improve

accountability and prevent inconsistent poliyichjextives.
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2) SOE boards of directors are meant to have the aitthto make the
decisions necessary to meet these objectives. Tédaesponsible for
mayor investment, recruitment and other strayegiisiens. Ministers
retain overall responsibility for the firm’s perfimance but should not be
more closely involved.

3) Management performance should be closely monitbsedninisters, the
treasury providing advice against the objectivefieged some private
sector monitorinnng also accurs.

4) There is an improved system of managerial rewandd sanctions to
reinforce the incentives for performance. Salaaesl employment should

be linked to performance.

Berdasarkan prinsip diatas maka tugas dan tang@wab manajemen
BUMN yang dikorporatisasi akan jelas dan tidak k&dengan kepentingan-
kepentingan dan tujuan politik pemerintah yang ecaendasar berbeda
dengan kepentingan dan tujuan bisnis. Direksi mknatoritas dan otonomi
dalam mengelola perusahaan, pemerintah hanya lsifaabagai pengawas.
Kinerja manajemen akan mengelola perusahaan sewnaksimal karena
terdapat sistem sanksi dan insentif sebagai pendoomtuk meningkatkan
kinerja. Gaji dan konpensasi serta promosi diteitapkerdasarkan masing-

masing karyawan.

3. Tujuan BUMN

Menurut (Hamid dan Anto 2000), BUMN dideasin untufuan tertentu
seperti menciptakan lapangan pekerjaan pengembadgarah, merintis
sektor yang belum dimasuki swasta menyediakaritéssisemi publik.
Ringkasan tujuan BUMN adalah memaksimumkan tuj@atentu termasuk
kemungkinan memperoleh keuntungan maksimal.

Tujuan pendirian BUMN menurut PP Nomor 3 th 1988lald:

a. Tujuan komersial, yakni alat memupuk keuntungan.
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b. Tujuan secara makro yaitu member sumbangan badiemdangan
ekonomi atau pendapatan Negara, perintis kegiatahaudan penunjang
kebijakan pemerintah dibidang ekonomi dan pembaagun

c. Tujuan sosial politik, yakni melayani kepentinganum dan memenuhi
hajat hidup orang banya serta membantu golonganoakiolemah dan
koperasi.Peran dan fungsi BUMN (Hamid dan Anto 200@njelaskan
bahwa BUMN didesain untuk sebuah tujuan.

4. Bentuk Dan Karakteristik Badan Usaha Milik Negara.

Pengertian Perusahaan Negara (PN) atau yang sgkdikenal dengan
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dapat dilihat sal®asal 1 Undang-
udang No0.19/Prp/1960, menyebutkan: Perusahaan &legdalah. semua
perusahaan dalam bentuk apapun yang modalnya selukihnya merupakan
kekayaan negara Republik Indonesia, kecuali jikentiukan lain dengan atau
berdasarkan undang-undang. Kalau diperhatikan,gotag PN dalam Pasal 1
Undang-undang No.19/Prp/1960, tidak hanya tiga uken(Perusahaan
Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan aPaars Perseroaan
(Persero)), tetapi ada bentuk lain, seperti : Yaya®PT Lama, PT Pertamina,
clan PT Bank, walaupun Undang-undang No. 9 Tahun6919
mengklasifikasikan menjadi tiga bentuk.

Apakah dasar pertimbangan yuridis pengelompokan BUW& dalam tiga
bentuk,tidak jelas terlihat dalam Undang-undang9Nbahun 1969 PP No.3
Tahun 1983, baik pada konsideran, pasal, dan peajehya. Secara implisit,
penetapan tiga bentuk yang dimaksud untuk memberileksibilitas dan
tujuan berbeda-beda. Mengingat tidak semua kegiataaha sebagai
perusahaan dapat diusahakan secara ekonomis. Kagaaang membawa
misi kepentingan umum dan menyangkut hajat hidupngrbanyak di
samping mencari keuntungan. Penyederhanaan setiegaksud Undang-

undang No.9 Tahun 1969, belum sepenuhnya mencasaias.
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Perusahaan negara telah lama dikenal, sejak mgsielanda di
Indonesia, adanya VOG/érenigde Dost Indische Companaapat dijadikan
bukti, keterlibatan negara dalam kegiatan ekon&@iC adalah suatu Trust
yang dibentuk pemerintah Belanda untuk melaksanalsaha dagang di
Indonesia. Latar belakang terbentuknya PN di negbekas jajahan
merupakan bagian dari perkembangan ekonomi Eropat Bfan negara
penjajah umumnya.

Apabila melihat sejarah PN sesudah Indonesia rkeydeampir
sama seperti zaman Hindia Belanda melakukan usahg@ lyertujuan untuk
mendapatkan penghasilan untuk Pemerintah Belanda. térsebut masih
berlaku, asal tidak bertentangan dengan UUD 19%{iers :

a. Perusahaan negara yang diatur IBMWicche Bedrijven WeiStb. 1927
No0.419. Anggaran perusahaan IBW dimaksudkan dafagygaaan belanja
negara, teknis anggarannya termasuk dalam Departeifeiangan,
pengawasan masingmasing di bawah departemen te&oistohnya,
Jawatan Kereta Api, Jawatan Pegadaian, Percetadgarl

b. Perusahaan negara yang diatur ICWidische Comptabiliteits Wet
Perusahaan ini tidak tegas berstatus sebagai eaganusaha yang
dilaksanakan pemerintah. Namun, anggaran perusakaaasuk dalam
anggaran departemen yang bersangkutan. Contohmyeeridtan Balai
Pustaka, Perusahaan Listrik Negara, Perusahaaviiduim Negara.

c. Perusahaan negara di luar IBW dan ICW, sebagdieri
Perusahaan yang diselenggarakan BIN (Bank Industonesia), sekarang
Bapindo. BIN kurang lebih memiliki 90 perusahaamfuk membantu
pembangunan dalam lapangan industri, pertambardgm,perkebunan
Contoh, PT. Perusahaan Tinta Tjetak Tjemani, PTrilP&ertas Blabak,
PT. Perusahaan Hotel dan Tourist Nasional.

d. Perusahaan yang dinasionalisasi, dalam rangkagpgigun pengembalian
Irian Barat. Pemerintah menempatkan semua perusaBatanda di

bawah pengawasan Pemerintah Indonesia dan aktmmgsionalisasikan.
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e. Perusahaan di lapangan hukum perdata, yaitu pexaisajang berbentuk
PT, sahamnya dipegang seluruhnya pemerintah. Corfedh Usaha
Pembangunan Periklanan, PT Pertambangan Timah uBglit PT
Pertambangan Timah Singkep, PT. Pertambangan Badsih PT
Permina.

f. Perusahaan yang modalnya dari Pemerintah atau mpa&syemodal.
Contoh, PT djakarta Lloyd, PT Pelayaran Nasiondbhesia, PT Garuda
Indonesia, dan PT Sampit Dayak.

g. Perusahaan yang modalnya berasal dari Pemerinigianéan oleh
Yayasan. Contoh, Yayasan Prapanca, Yayasan UrugshanBMakanan,
Yayasan Motor, Yayasan Bahan Pertanian, Yayasaat Kaakyat Pusat,

Yayasan Persediaan bahan Perindustrian.

Melihat perkembangan yang demikian, sejak semuijadiekerancuan
aspek hukum BUMN. Walaupun upaya penyederhanaatulhepenegasan
fungsi ke dalam Perjan, Perum, dan Persero beluknpcuKarena masih
banyaknya BUMN yang mempunyai dasar hukum lain demtuknya
berbeda, seperti PN, PT, PT Campuran, Yayasan,gBul@an lainnya.
Keanekaragaman aspek hukum masih ditunjukkan dglemses sejarah
sampai sekarang.

Perkembangan tiga bentuk BUMN sesuai dengan misirdapat
digambarkan sebagai berikut : Tahun 1976/1977 raR,e23 Perum, dan 116
Persero. Tahun 1987/1988, 2 Perjan, 33 Perum darPéisero (146 tunggal
clan 33 patungan). Tahun 1994 Perjan tidak lagiP@dum, dan 186 Persero.
Data tersebut di atas, menunjukkan telah terjadilj@han bentuk dan secara
yuridis pergeseran fungsi

Bentuk Undang-undang No.9 Tahun 1969, usaha-usad@ra berbentuk
Perusahaan dibedakan dalam tiga bentuk :

a. Perusahaan Jawatan (Perjan)

b. Perusahaan Umum (Perum)

c. Perusahaan Perseroan (Persero)
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Dengan keluarnya UU No0.9 Tahun 1969 maka BUMN yaudah ada
sebelumnya, yaitu Perusahaan-perusahaan Negara {BN) Perseroan-
perseroan Terbatas Milik Negara (dikenal sebagalL&Ma) harus dialihkan
dan disesuaikan bentuknya. Disamping tiga golorgdiMN diatas, masih
dikenal bentuk-bentuk lain yang mempunyai ciri-dthusus dan ditunduk
pada Undang-undang tersendiri seperti bank-bankeRetah yang tunduk
pada UU Perbankan dan UU pendiriannya masing-mashdp pula
Pertamina yang merupakan perusahaan minyak darbwas negara dan
tunduk pada UU No.8 Tahun 1971.
a.Perusahaan Jawatan (Perjan)

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-udang No.9 TE®G®, Perjan adalah

Perusahaan Negara yang didirikan dan diatur daletentuan-ketentuan

IBW Stb. 1927 No0.419 yang telah beberapa kali miangaperubahan

dengan Stb. 1927 No0.419 yang telah beberapa kalgahemi perubahan

dengan Stb. 1936 No0.445, Undang-udang No.3/Drt/19Bh Undang-
undang No.13 Tahun 1955. Inpres No. 17 Tahun 198&nyebutkan
bahwa Perjan, dengan ciri-ciri pokok, sebagai lrik

a. Makna usaha adalah publik service, artinya pengabskerta pelayanan
kepada masyarakat. Usahnya dijalankan dengan memegyarat-
syarat efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalamayemen perusahaan
dan pelayanan kepada umum atau masyarakat yang dbek
memuaskan.

b. Bagian dari Departemen atau Direktorat jenderal &aektorat atau
Pemerintah Daerabh.

c. Mempunyai hubungan hukum publilpublik rechteljik verhouding
Bila ada atau melakukan tuntutan/dituntut, makaukle&tannya adalah
sebagai Pemerintah atau seizin Pemerintah.

d. Hubungan usaha antara Pemerintah yang melayanindeyarakat
yang dilayani, sekalipun terdapat sistem bantuam aubsidi, harus
selalu didasarkan atdmisiness-zakelijkheid, cost accounting principles

dan management effectivenesstinya setiap subsidi yang diberikan
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kepada masyarakat selalu dapat diketahui dan dipatat/dibukukan
di mana yang diterima berupa potongan-potonganahatgu mungkin
pembebasan sarna sekali dari pembayaran (uangabgkdélpa yang
seharusnya dibayar masuk kepada negara harus temar-dinyatakan
dalam tanda pembayaran, karcis, jumlah yang haibayarkan,
dinyatakan secara jelas persentase potongan atambepasan
pembayaran.

e. Dipimpin oleh seorang Kepala, merupakan bawahatu saggian
dari Departemen Direktorat Jenderal atau Direktoedu
Pemerintah Daerah.

f. Seperti badan atau lembaga pemerintah lainnya, nreyapdan
memperoleh fasilitas negara.

g. Pegawainya pada pokoknya adalah pegawai negeri.

h. Pengawasan dilakukan secara hierarki maupun s&gagaional,

seperti bagian-bagian suatu Departemen atau Peatedaerah.

b. Perusahaan Umum (Perum)

Pasal 2 ayat 2 Undang-undang No.9 Tahun 1969 matks@bbahwa
Perum adalah PN yang didirikan dan diatur berdasarketentuan-
ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. pIP80. Ciri-ciri
pokok berdasarkan Inpres No.17 Tahun 1967, selbagut :

a. Makna usahanya adalah melayani kepentingan urfproduksi,
distribusi, dan konsumsi). Usaha dijalankan dengarsip efisiensi,
efektivitas dan econonaiost-accounting principles and management
efektivenesserta bentuk pelayanan (service).

b. Berstatus badan hukum diatur berdasarkan undiadgng
(wetsduiding.

c. Bergerak di bidang jasa vitapublic utilities. Pemerintah boleh
menetapkan bahwa beberapa usaha yang bepsibdit utility tidak
perlu diatur, disusun atau diadakan sebagai pesasategara.
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d. Mempunyai nama dan kekayaan sendiri, bebas bergszpkrti
perusahaan swasta, mengadakan perjanjian, kodamakhabungan-
hubungan dengan perusahaan lainnya.

e. Dapat dituntut dan menuntut, hubungan hukumnyaudiaecara
hukum keperdataamiivat rechterlijk.

f. Modal seluruhnya dimiliki negara dari kekayaan maggang
dipisahkan, dapat mempunyai dan memperoleh dania kdedit
dalam dan luar negeri atau dari obligasi.

g. finasial harus dapat berdiri sendiri, kecuali adéitix Pemerintah
mengenai tarif dan harga. Akan diatur melalui sdilfgmerintah.

h. Dipimpin oleh seorang Direksi, pegawainya adalahgapei
perusahaan Negara dan diatur dalam ketentuan deisedi luar
ketentuan pegawai negeri.

I. Organisasi, tugas, wewenang, tanggung jawab dana car
pertanggungjawabannya, pengawasan, diatur secarsukhsesuai
dengan undang-undang pembentukannya.

J. Laporan tahunan perusahaan memuat neraca untundamigeraca

kekayaan yang disampaikan kepada pemerintah.

c. Perusahaan Perseroan (Persero)

Pasal 2 ayat 3 Undang-undang No0.9 Tahun 1969 matkab
bahwa Persero adalah perusahaan dalam bentuk PB@rtisdiatur
menurut ketentuan-ketentuan KUHD Stb. 1847 No.2Bgsang diganti
dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1995) baik sahamsafa untuk
sebagian maupun seluruhnya dimiliki oleh Negarai-&ii Persero
berdasarkan Inpres No.17 Tahun 1967, sebagai beriku
a. Makna usahanya untuk memupuk keuntungan pelayarsan d

pembinaan organisasi yang baik, efektif, efisiean cckonomis

secarabusiness zakelikcost accountingprinciplesmanagement



42

effectivenessdan pelayanan umum yang baik, memuaskan dan
memperoleh laba.Status adalah badan hukum perdeatag
berbentuk Perseroan Terbatas.Hubungan usaha dmaéumurut
hukum perdata.

b. Modal seluruhnya atau sebagian merupakan milik naegari
kekayaan Negara yang dipisahkan. Dimungkinkan aajimyt atau
mixed enterprisedengan swasta (nasional dan atau asing) dan
adanya penjualan saham perusahaan milik negaratiSsgman atau
lembaga pemerintah lainnya, mempunyai dan mempefaklitas
Negara.Dipimpin oleh seorang Direksi dan statusapeg sebagai
pegawai perusahaan biasa.Peranan Pemerintah adeladgai
pemegang saham. Intensitasedezeggenchaggrhadap perusahaan
bergantung besarnya jumlah saham (modal) yang ikimil
berdasarkan perjanjian antara pemerintah dengaiiipp&amnya.

Dari paparan diatas dapat disimpulkan, Bahwa dwgBJMN itu
sendiri memiliki beberapa karakteristik badan usgaidu tiga badan
usaha dimana memiliki tugas dan tanggung jawabasésugsi masing-
masing. Sehingga dapat membantu peran pemerintehngamiliki ciri
khas tersendiri sesuai dengan dengan UU yang lberaéntoh Salah
satu dari bentuk BUMN vyaitu Persero PT PLN, yangniiki fungsi
dan tugas dibidang jasa dalam penyediaan listegaxa, memberikan

pelayanan secara maksimum pada pelanggan.

5. Kondisi BUMN

Kondisi BUMN dimasa depan, lingkungan pasar cenagrgemakin
bersaing ketat. Dalam kondisi semacam ini dayagsatau keunggulan
kompetitif merupakan faktor penting dalam meningkat volume
perdagangan dan menarik minat investasi. Sepertj gilkkatakan Porter (1995)
dalam simatupang (2005 : 72) bahwa keunggulan ingrsalalah jantung dari

kinerja peruasahaan didalam pasar yang bersaing.
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Berkaitan dengan hal tersebut upaya peningkataa siaiyng dalam upaya
membangun keunggulan kompetitif sudah selayaknyanjade perhatian
berbagai kalangan baik para pelaku bisnis aparaikiaisi dan organisasi
maupun anggota masyarakat lainnya yang merupakagkuingan kerja
instituisi (Sumatupang, 2005:72-73).

Bagi para pelaku bisnis yang tidak membedakan d&paieasta atau
BUMN faktor penentu keunggulan kompetitif yang maeti produktifitas
efisien kualitas produk dan layanan prima merupaljmg tombak dalam
menghadapi persaingan. Faktor produktifitas dasiezfi menjadi komponen
satu-satunya dalam menghadapi persaingan, kuagiaduk layanan prima
kepada pelanggan juga merupakan faktor dominanmdataenciptakan

customer satifacatiodan memenuhdustomer’s need.



EFEKTIVITASPENERAPAN SISTEM PPOB (Payment point
online Bank) PADA PT PLN

(Studi Pada PT PLN Area Madiun)
SKRIPSI

Digjukan untuk menempuh ujian sarjana

pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Disusun oleh:
NOERMAYANTI
NIM . 0610313126

UNIVERSITASBRAWIJAYA
FAKULTASILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
KOSENTRASI PEMERINTAHAN DAERAH
MALANG
2013



Motto

dipertatoan. uda takan bisa meloncati sebual jurang

(David Liyod George)

Rebanggaan bita yany terbesar adalak buban tidak pewak
(Confucians)

Seseonang yang pernat gagal bakan lak seorang
pecundang, tap. justra dia bisa wenjadt rany gy (elih back
(Toloot dunia)



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa  sepanjang
sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang
pernah digjukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang
telah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip
dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur
jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya

peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, April 2013

M ahasiswa

TTD

Nama: Noermayanti
NIM : 0610313126



RINGKASAN

Noermayanti, 2013, Efektivitas Penerapan Sistem PPOB (Payment Point
Online Bank) di PT PLN. (Studi Kasus Pada PT PLN Area Madiun),
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Daam mewujudkan pelaksanaan pelayanan publik tentunya tidak bisa
hanya dengan mengandai-andai tanpa melakukan suatu perbuatan konkrit. Harus
ada perubahan dalam melaksanakan pelayanan publik, yang nantinya akan
merubah sistem pelayanan publik di Indonesia. Salah satu upayanya adalah
dengan memperbaiki sistem dan prosedur layanan melalui program-program
inovatif yang berorientas pada kebutuhan dan kepuasan penerima pelayanan atau
pelanggan. Sehingga nantinya dengan melakukan hal tersebut diharapkan bisa
memangkas praktik bad governance dalam pel aksanaan pelayanan publik. Banyak
organisas publik yang melakukan berbaga macam inovas melalui program-
program andalannya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satunya
adalah PT PLN, dimana telah menerapkan terobasan baru yakni penerapan sistem
Payment Poin Online Bank (PPOB).

PPOB adalah satu kesatuan sistem hardware dan sistem software aplikasi,
jaringan komunikas data dan rekonsiliasi data. Dapat berfungsi sebagai media
interaksi sistem pembayaran tagihan apapun secara online dengan pihak bank
sebagai penyelenggara sekaligus penampung dana pelanggan untuk diteruskan
kepada mitra kerjanya. Pencapaian tujuan dari suatu kegiatan organisasi yang
dilaksanakan perlu adanya efektivitas pelayanan dimana efektivitas merupakan
alat ukur tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam pencapaian hasil. Sehingga
bila dikaitkan dengan sistem PPOB maka keberhasilan sistem ini dapat diukur
sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai atau ditetapkan.

Penelitian dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan
pendekatan kualitatif ini, bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis



efektivitas sistem PPOB pada PT PLN Area Madiun dan untuk menganalisis
kekurangan dan kelebihan sistem PPOB yang diterapkan PT PLN Area Madiun.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan Sistem
PPOB harus memenuhi beberapa point yaitu adanya dasar hukum yang mendasari
penerapan PPOB, adanya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan
PPOB, dan waktu penyelesaian pelayanan yang nantinya akan menjadi tolak ukur
keberhasilan dari PPOB. Kesemuanya itu merupakan hal yang harus dipenuhi
guna memperlancar mekanisme pelayanan PPOB. Daam pelaksanaan PPOB
masih terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat. Baik faktor pendukung
dan penghambat secara teknis dan non teknis yang masih perlu perhatian khusus
yang perlu pembenahan secara berkelanjutan agar pencapaian tujuan mengenai
sistem PPOB tersebut dapat digunakan oleh masyarakat dengan baik. Sedangkan
upaya yang dilakukan oleh PT PLN Area Madiun sudah dilaksanakan dengan baik
yaitu dengan cara, melakukan sosialisasi melalui pemberian brosur, spanduk,
leaflet, siaran Radio. Kemudian upaya lainnya dengan cara menggunakan website
sebagal sarana sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang PPOB dan
pentingnyatertib pembayaran rekening tagihan listrik.



SUMMARY

Noer mayanti, 2013. The Effectiveness of The Application of PPOB
(Payment Point Online Bank) System at PT PLN (A Case Study at PT PLN of
Madiun Area). Advisors. Hermawan, Dr. S.IP., M.SI and Mohammad Nuh,
SIP.,M.Sl

Public service was realized not only by imaginatist also through a
concrete action. It was indeed stated that pulgiigise system in Indonesia. One
effort to produce this change was by improving fiystem and procedure of
public service through innovative programs thatenariented toward the demand
and satisfaction of service acceptor or communityis effort was expected to
eliminate bad governance practices in the public service. Many public
organizations had planned for various innovationgieparing superior programs
to meet people demand. One of such organizatiorss & PLN which had
implemented a new breakthrough, that is wReyment Point Online Bank
(PPOB).

PPOB was an integrated system consisting of haselaad software for
application, network, data communication and datzomciliation. This system
could be functioned also as the interactive medimonline bill collection. Even
the bank was finding this system as useful to amgaand to accommodate the
customers’ fund. The achievement of certain orgaiwnal activity could not
escape from the effectiveness. Indeed, effectivemes a measuring tool for the
success of organization in the achievement of teRelated to PPOB, the success
of this system was measured based on the objedinatsvere expected to be

achieved.

Research type was descriptive with qualitativereagh. The objectives of
research were to describe and to analyze the e#eess of PPOB system at PT

Vi



PLN of Madiun Area, and also to analyze the stieragid weakness of PPOB
system applied at PT PLN of Madiun Area.

Result of research indicated that the implememtatf PPOB System
mechanism had reached some points. These points Wer presence of legal
base for the application of PPOB, the presencdrottsire and infrastructure to
support PPOB implementation, and the service sdbeds the yard stick of
PPOB success. All these points must be met to erteer smoothness of PPOB
service mechanism. There were factors supporting eonstraining PPOB
implementation. Both factors might be technical amh-technical and these
factors should be attended for sustainable comecin order to achieve the
objective of PPOB and to produce a better usageRPIEN of Madiun Area must
socialize this information through brochure, posteaflet, and radio broadcast.
Website could be useful as socialization and edutanedium for community

about PPOB and about the importance of payingretdatl regularly.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyediaan pelayanan yang berkualitas, dapat mepoéensi sosial ekonomi
masyarakat yang merupakan bagian dari demokratslasnomi. Penyedian
pelayanan publik yang bermutu merupakan salahaatwntuk mengembalikan
kepercayaan masyarakat kepada sistem pelayanamsagjebaik swasta, maupun
pemerintah. Hal tersebut menjadikan pemberian peky publik yang
berkualitas kepada masyarakat menjadi faktor pemdplahirnya terobasan atau
inovasi baru dalam sistem pelayanan.

Globalisasi yang terjadi sekarang ini menyebalgersaingan yang semakin
ketat antara institusi penyedia jasa. Persaingay ye&tat ini juga disebabkan
karena pelanggan pada saat ini cenderung berskip Kkritis dan dihadapi pada
banyak pilihan, oleh karena itu tuntutannya lelahyak terhadap kondisi kualitas
produk, harga, dan pelayanaliinstein 1998).

Kualitas layanan dimulai dari kebutuhan pelanggam dberakhir pada
persepsi pelanggaidtler danKeller, 2006). Hal ini berarti bahwa citra kualitas
yang baik bukanlah berdasar pada sudut pandangpataepsi pihak penyedia
jasa melainkan berdasar persepsi pihak pelangggpuasan pelanggan menurut
(kotler, 2000) adalah

“satisfaction is a person’s feeling of pleasure disappointment resulting

from comparing a productperceived in relations to his or her expectations”.

Kepuasan pelanggan adalah perasiating yang dirasakan pembeli dari
kinerja perusahaan yang memenuhi harapan mereklangganlah yang
mengkonsumsi dan menikmati jasa perusahaan, sehimggrekalah yang

seharusnya menentukan kualitas jasa.



Perceived qualityadalah penilaian konsumen akan entitas kesempudsan
superioritas jasa. Semakin tinggi tingkat kualjges yang dipersepsikan, semakin
besar kepuasan konsumedervice qualitysebagai sebuah perbandingan antara
harapan pelanggan dengan persepsi layanan akngldyrima. Konsegervice
quality terdiri dari lima dimensi, yaitu

1. bukti langsungéngibles)adalah fasilitas fisik, peralatan,dan penampilan
dari pegawai.

2. keandalafreliability),adalah kemampuan untuk melakukan layanan
yangdijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan

3. daya tanggdpesponsiveness)dalanh  kesediaan  untukmembantu
konsumen dan memberikan layanan dengantanggap.

4. jaminan (assurancegdalah pengetahuan,perilaku karyawan, dan
kemampuan untukmenginspirasikan kepercayaan dakikey.

5. empatiempathyadalah kemudahan melakukanhubungan, komunikasi
yang baik, perhatian individudari perusahaan kepaelanggannya dan
memahamikebutuhan para konsumen.(Parasuratralnl 988).

Saat ini, para pemasar di industri pelayanan jugaudaha memberikan
experience pada pelanggan. Sebab, jantung dari produk layaadalah
pengalaman yang didapat oleh konsumen yang tesgirareal time (bateson
1995 bermar& Evans 2004; Haecel et.Al 2003). Pengalaman tersebut biasanya
merupakan proses interaktif yang menghasilkan naéanfang diinginkan oleh
konsumen. Oleh karena itu, mendesain proses layamanpakan kunci untuk
setiap desain produk yang ditawarkan oleh perusgjasa.

Menurut Haeckelet al. 2003), ada tiga prinsip dasar yang harlakukan
untuk menghasilkardistinctive customer valuenelalui experience,yaitu fuse
experiential breadth and depth, use mechanics amdamics to improve function,

connect emotionally.

Luasnya experiential mengacu pada urutan experienceyang dialami
konsumen ketika berinteraksi dengan perusahaamtRigimpulkan bahwa dari

para pengguna layanan yaitu pelanggan memiliki plangan yang berbeda-beda



dalam penilainnya terhadap layanan yang diterineairtgga keberhasilan dalam
memberikan sistem layanan dapat diukur melalui kilas pelanggan dan human

untuk meningkatkan fungsi layanan.

Oleh karena itu dalam menghadapi era globalisagy yenuh tantangan dan
peluang, aparatur negara dalam hal ini ditittk tlena kepada aparatur
pemerintah hendaknya memberikan pelayananan yangaikdeaiknya,
berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan penegfagapan, sehingga dapat
meningkatkan daya saing dalam pemberian pelayaasnd dan jasa. Seperti
halnya disebutkan dalam Keputusan Menteri Negara@®@gunaan Aparatur
Negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang pelayanadibsebagai berikut :

Segala kegiatan pelayanan yang dilakasanakan obslyelenggara
pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutyeerima

pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturanndpeg-

undangan, yang dimaksud dengan penyelenggara palaypublik

tersebut adalah instansi pemerintah. Instansi petabradalah sebutan
kolektif meliputi satuan kerja atau satuan orgasijs&ementrian,

departemen, lembaga pemerintahan non departemesekietariatan
lembaga tertinggi dan tinggi negara dan instansigrgtahan lainnya
baik pusat maupun daerah termasuk badan usaha meijara, badan
hukum milik negara, dan badan usaha milik daerah.

Dalam mewujudkan hal diatas tentunya tidak bisayaamengan
mengandai-andai tanpa melakukan suatu perbuatdaikdfarus ada perubahan
dalam melaksanakan pelayanan publik, yang nantikga merubah sistem. Salah
satu upayanya adalah dengan memperbaiki sistenprdaedur layanan melalui
program-program inovatif yang berorientasi pada ukefftan dan kepuasan
penerima pelayanan atau masyarakat.

Salah satu institusi atau organisasi yang termafalam BUMN dan
cukup krusial dalam hal pelayanan kepada masyamadaiah PT PLN Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu lpelkegiatan ekonomi
dalam perekonomian nasional guna mewujudkan keseggn masyarakat,
karena itu untuk mengoptimalkan peran BUMN, pengamnudan pengawasannya

harus dilakukan secara professional dan memenuhsipprinsip pelayanan



publik. Konsekuensi terhadap prinsip-prinsip Petaya Publik dan Standar
Pelayanan Minimal oleh organisasi pemerintah seB&MN harus mempunyai

komitmen untuk menghargai hak-hak masyarakat sebkgnsumen, yaitu

mendapatkan pelayanan secara transparan, efisreaddenya jaminan kepastian
pelayanan. Perilaku organisasi yang memiliki etikecermin pada sikap yang
sopan dan keramahan dalam menghadapi masyarakggymen jasa. Aparat

birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada puSlikiah sepantasnya tidak
melakukan berbagai bentuk tindakan diskriminatrigy@isa merugikan pengguna
jasa yang lain.

Banyak organisasi publik yang melakukan berbag@cam inovasi
melalui program-program andalannya dalam memenahutkihan masyarakat,
salah satunya adalah PT PLN, dimana telah menamajgtobasan baru yakni
penerapan sisteRayment Poin Onlindank (PPOB). Keputusan Direksi PLN
No. 021.K/0599/DIR/1995 tgl 23 Mei 1995 tentang &®dn dan Petunjuk Tata
Usaha Pelanggan, dan Edaran Direksi PT. PLN (RgrseNo.
010.E/012/DIR/2002 tanggal 29 Juni 1984 tentang@kemggaraan bank dan PT.
Pos Indonesia diberikan kewenangan utuk memebejdésa dalam lalu lintas
Pembayarahayment Point Online Bardtau disingkat PPOB, yang artinya adalah
layanan pembayaran rekening listrik pelanggan Bebara online melalui jasa
bank. PLN dengan beberapa kali kebijakan telahpagau memperbaiki sistem
pembayaran rekening listrik pelanggannya mulai daanual,offline kemudian
sekarang menuju kenline

Pencapaian tujuan dari suatu kegiatan organyseng dilaksanakan perlu
adanya efektivitas pelayanan dimana efektivitasupadtan alat ukur tingkat
keberhasilan suatu organisasi dalam pencapaiah &#diingga bila dikaitkan
dengan sistem PPOB maka keberhasilan sistem iratdipkur sesuai dengan
tujuan yang ingin dicapai atau ditetapkan. Bahweagat dua faktor terpenting
dari pendapat Street yakni faktor intern dan ekster

Faktor intern ini erat kaitannya dengan efeldivitdalam organisasi
penyelenggara pelayanan itu sendiri, sedangkarorfaékstern disini adalah

faktor-faktor yang berada diluar organisasi tetagangat mempengaruhi



pelaksanaan dan efektivitas kegiatan pelayanan sgadiri yakni faktor
lingkungan, situasi dan kondisi yang melingkupi denada disekitar organisasi,
yang didalamnya terdapat masyarakat atau masyasakaigai pihak penerima
dalam pelaksanaan proses kegiatan pelayanan.

Pelayanan pembayaran melalui PPOB bertujuan untukasditasi
pembayaran tagihan secavaling realtimg sehingga tidak ada kemungkinan
terjadinya Double Payment.Memberikan banyak manfaat bagi konsumen,
misalnya para pelanggan dapat membayar listrik alergppat di seluruh loket
yang tersedia, transaksi dapat dilakukan denganamuténgan menunjukkan
rekening terakhir dan keamanan uang konsumerklidéi transaksi pembayaran
rekening dapat terjamin.

Tujuan lain dari pelaksanaan sistem PPOB ini uyaierciptanya
peluangbisnis jasa pelayanan pembayarame tercipta sinergi antara penyedia
jasa layanan, instansi terkait dan perbankan, swEtéan tercipta transparansi
sebagai cermin daiGood Corporate GovernancéValaupun kebijakan untuk
menerapkan sistemPPOB bertujuan untuk memberikaggrean yang lebih baik,
cepat, baru,murah, dan sederhana, namun pelaksaiséam ini masih memiliki
kekurangan atau permasalahan dalam penarapan SiSt&m.

Berdasarkan hasil prasurvey,seperti diungkaphsa&u “Pejabat PLN
Madiun”yaitu terletak pada masalah teknis yang xeegjadi pada sistem PPOB,
dimana pada waktu pembayaran proses pembayaranalaemdrouble atau
offline jaringan seluller. Sehingga proses transaksi mengalami kegagalan maka
loket tidak dapat melakukan transaksi. Terlepas mtar dan kontra yang terjadi
dengan adanya PPOB, selama semua dapat dikomiaikagian tidak ada
informasi yang ditutup-tutupi, sebagai pelanggatrik akan menerima selama itu
juga meningkatkan mutu layanan PLN pada saat fdraabel, pemadaman serta
troubleshootindainnya.

Dengan adanya permasalahan yang kerap terjadi, mped@uk yang
diluncurkan diharapkan mampu meningkatkan kinetjdl Becara nyata. PPOB
menggunakan jasa Bank sebagai lembaga keuangdmade®witchingsebagai

gatewaylalu lintas data, plus Data Center PLN sebagaygdia data. Dan yang



terakhir adalah outlet-outlet yang bisa berupa gaibberikut:ATM Teller, Auto
Debet, SMS Banking, Phone Banking, Internet Banki8&T, KUD, EDC,
Wartel, Yayasan, Kelurahan, Pesantren, Kantor [Aobjl Pos.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikamtds, maka penulis
tertarik untuk mengambil judul tentarigefektivitas penerapan sistem PPOB
(Payment point online bank) pada PT PLN. (Studi pada PT PLN Area
Madiun)

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, penulis meruamuglermasalahan
sebagai berikut:
1. Bagaimanakah Efektivitas penerapan Sistem PPC@Brdaieningkatkan
kualitas pelayanan terhadap pelanggan di PT PLBa Madiun?
2. Faktor-faktor apa sajakah sebagai pendukung daghpembat dalam
penerapan sistem pelayanan PPOB di PT PLN Areauviadi

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitianaidalah sebagai
berikut:
1. Untuk Mendeskripsikan Dan Menganalisis Efektivigastem Pelayanan
PPOB (Payment Point Online Bank) pada PT PLN Arealiih.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kekurangam kelebihan
sistem Payment Point Online Bank (PPOB) yang diteaa PT PLN

Area Madiun terhadap tingkat kepuasan pelanggan.

D. Kontribusi Peneliltian
Hasil dari penelitian ini diharapkan akan membarilsuatu kontribusi
bagi beberapa pihak antara lain :

1. Kontribusi Teoritis



a. Sebagai salah satu bahan kajian dalam studi AdirasisPublik
terutama dalam pengembangan manajemen pelayanki giudaerah
sebagai bagian dari lImu Administrasi Publik.

b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi refsiedan memberikan
informasi bagi peneliti berikutnya.

2. Kontribusi Praktis

a. Bagi peneliti sebagai wahana dalam peningkatan giehgan dan
kreatifitas berpikir dalam menganalisa keadaan agiahgan yang
disesuaikan dengan teori-teori yang telah ditertaa dipelajari pada
perkuliahan

b. Bagi PT PLN Area Madiun : memberikan sumbanganrmési dan

pemikiran dalam meningkatakan efektifitas sistetaysnan.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini dimaksudkanagar sesuahg yibahas dalam
penulisan ini dapat diketahui dan dimengerti sefes dari masing-masing bab.
Secara garis besar penulisan ini dibagi dalam lbab, dan disusun sebagai
berikut:

BAB| : Pendahuluan
Dalam bab ini diawali dengan latar belakang yamaldmnya
mengenai konsep administrasi publik, pengertiarayaglan,
ruang lingkup BUMN, mengenai penerapan sistem PBE&E
permasalahan yang disajikan secara umum.Perumussalah
yaitu menentukan rumusan masalah yang akan ditglin
penelitian yaitu menentukan tujuan atau sasarag ye@mdak
diteliti.Kontribusi penelitian yaitu mencakup behea antara
lain kontribusi teoritis (salah satu bahan kajidm dstudi),
kontribusi praktis (bagi peneliti sebagai wahanalama

meningkatkan kreatifitas berfikir dalam menganaksadaan



BAB Il

BAB Il :

BAB IV :

dilapangan yang disesuaikan dengan teori-teori).Belvagai

penutupnya yaitu menguraikan tentang sistematislizam ini.

Kajian Pustaka

Pada bab ini memuat tentang teori-teori, yang digan dalam
disiplin ilmu administrasi publik dalam kosentrasiministrasi
pemerintahan daerah yang dalam hal ini berkaitamgate
materi kordinasi dalam suatu organisasi. Organisasig
dimaksud merupakan badan atau dinas yang meme piuigyzei
dan peran dalam pelaksanaan koordinasi pada peatem
Dalam hal ini PT PLN sebagai perpanjangan tangamg ya
diserahi sejumlah wewenang untuk mengkordinasikan

pelaksanaan pelayanan jasa secara vertikal maupizoihtal.

Metode Penelitian

Bab ini merupakan penjelasan mengenai metode faneli
yang digunakan dalam penulisan skripsi. Metode yang
digunakan adalah metode penelitian dieskriptif @®ng
pendekatan kualitatif maka diuraikan dalam bab fokus
penelitian, teknik pengumpulan data serta jenidisssayang

digunakan.

Hasil penelitian dan Pembahasan

Bab ini merupakan hasil penelitian yang akan meaigan
tentang gambaran umum obyek penelitian serta andali
interpretasi data yang telah diperoleh sehinggatdagnjawab
permasalahan penelitian. Penelitian ini mengenkikpanaan
peran BUMN khususnya PT PLN dalam memberikan
pelayanan jasa. Andlisis dan interprestasi datag yakan
dilakukan yaitu pelaksanaan koordinasi dan fakemdokung



BABV :

dan penghambat dan fungsi PT PLN dalam memberikan

pelayanan jasa.

Penutup

Dalam bab ini bagian terakhir dari penulisan skrigari
kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan diuraikangememn
hal-hal penting secara garis besar dan umum. Skdartalam
saran berisikan tentang masukan-masukan mengergkala-
langkah yang dapat dilakukan PT PLN Madiun dalam
meningkatkan efektivitas pelayanan pelanggan yéitkus
analisis peran PT PLN atau BUMN.



BAB ||
KAJIAN PUSTAKA

A. Efektivitas
1. Pengertian efektivitas

Prinsip efektivitas merupakan hal terpenting didetaencapai tujuan dari
suatu kegiatan yang dilaksanakan karena efektivitexzipakan alat ukur tingkat
keberhasilan seseorang atau organisasi dalam nent¢ajpan yang telah
ditetapkan. (Westra Cs dalam Ensiklopedi Adming{rd989:72) memberikan
pengertian Efektivitas yakni:

“efektivitas berasal dari kata efektif, yang bdartatjadi efek atau akibat
yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiaprjgak yang efisien
berarti efektive karena dilihat dari segi hasiuan yang hendak dicapai
atau yang dikehendaki dengan perbuatan itu telaagai dan bahkan
secara maksimal (mutu dan jumlah). Sebaliknya alildtari hasil usaha
efek yang diharapkan juga berhasil dicapai bahlemgan unsur-unsur
secara maksimal. Setiap hasil yang efektif beluntutefisien, karena
hasilnya mungkin dapat dicapai tetapi dengan pdragy@n materiil

berupa pikiran, tenaga, waktu dan benda.”

Senada dengan itu (Ya'qub, 1984 : 27) mengatdlanwa efektivitas
adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat katén kegiatan
manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapterlebih dahulu.
Menurut pusat pembinaan dan pengembangan bahasdeteen pendidikan dan
kebudayaan bahwa kata efektivitas yang berasal kdaa efektif mengandung
pengertian ketetapan dan memperoleh hasil karenggneakan cara yang tepat.
(Depdikbud, 1982:166). Pengertian efektivitas man(irhe Liang Gie, 2000 :
324), adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenadinya
suatu efek akibat yang dikehendakJadi apabila seseorang melakukan suatu
perbuatan dengan maksud tertentu maka akan disetaktivitas apabila
menimbulkan suatu akibat sebagaimana yang dikekeridalam kamus-kamus

ilmu-ilmu social Hugo F. Reading mengartikarEféktivitas adalah derajat

10
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dimana kelompok mencapai tujuafReading, 1996 : 56). Menurut (Soewarno
Hadiningrat, 1982) secara lebih konsepsional mekamypengertian efektivitas
adalah “suatu tujuan atau sasaran yang telah tErc@gsuai dengan rencana
adalah efektif, tetapi belum tentu efisien”. Supékerjaan pemerintah sekalipun
tidak efisien dalam arti input dan output tetapicépainya tujuan itu adalah
efektif sebab mempunyai efek atau pengaruh yangrkeshadap kepentingan
masyarakat. Sedangkan menurut (Koentjaraningrai®4:32) mengartikan
efektifitas sebagai berikut :

“Suatu keadaan yang mengandung pengertian mengeradinya suatu
efektivitas atau akibat yang dikehendaki. Kalaueeemng dalam arti
melakukan perbuatan dengan maksud tertentu yangangedikehendakinya
maka orang tersebut dikatakan efektif, kalau menlk#@n akibatyang
mempunyai maksud sebagaimana yang tidak dikehewotitkiorang tersebut
maka dikatakan tidak efektif”.

Dari beberapa pendapat diatas terlihat bahwa ieifieist lebih menekankan
pada aspek tujuan dari suatu organisasi, jika soapanisasi telah berhasil
mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka dapatatan telah mencapai
efektivitas. Bahwa efektivitas merupakan suatu kpnpenting karena mampu
memberikan gambaran mengenai keberhasilan suaamieagi dalam mencapai
sasarannya atau dapat dikatakan bahwa efektivitaupakan tingkat
ketercapaian tujuan dari aktivitas-aktivitas yaelgh dilaksanakan dibandingkan
dengan target yang telah ditetapkan sebelum. Sghimga dikaitkan dengan
pelayanan sistem PPOBdyment Point Online Bahlang dilaksanakan oleh PT
PLN Area Madiun dan pihak-pihak yang bekerjasanma pémbayaran rekening
listrik maka efektivitas pelayanan disini dapat wegai tingkat keberhasilan,
yang sesuai dengan tujuan. Karena sistem ini mkampsistem yang digunakan

untuk proses transaksi melalui online dalam pemtaayeekening listrik.

Mengungkapkan juga Pendekatan dalam efektivitganisasi menurut
(Gibson1984:38yaitu:
1. Pendekatan Tujuan. Pendekatan tujuan untuk memglkéin dan

mengevaluasi efektivitas merupakan pendekatanatetéun paling luas
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digunakan. Menurut pendekatan ini, keberadaan @gsindimaksudkan
untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pendekataartunenekankan
peranan sentral dari pencapaian tujuan sebagariritintuk menilai
efektivitas serta mempunyai pengaruh yang kuat pgasgembangan
teori dan praktek manajemen dan perilaku organisestapi sulit
memahami bagaimana melakukannya. Alternatif tenhao@ndekatan
tujuan ini adalah pendekatan teori sistem.

Pendekatan Teori Sistem. Teori sistem menekankaa p&rtahanan
elemen dasar masukan proses pengeluaran dan mptagadarhadap
lingkungan yang lebih luas yang menopang organis@sori ini
menggambarkan hubungan organisasi terhadap sisteg lgbih besar,
diman organisasi menjadi bagiannya. Konsep orgsingsbagian suatu
sistem yang berkaitan dengan sistem yang lebihr leeaperkenalkan
pentingnya umpan balik yang ditujukan sebagai m#msi mencerminkan
hasil dari suatu tindakan atau serangkaian tindakiah seseorang,
kelompok atau organisasi. Teori sistem juga menekarpentingnya
umpan balik informasi. Teori sistem dapat disimpntk (pertama)
Kriteria efektivitas harus mencerminkan siklus nk@suproseskeluaran,
bukan keluaran yang sederhana, dan (kedua) Kriedaktivitas harus
mencerminkan hubungan antar organisasi dan lingkyagg lebih besar
dimana organisasai itu berada. Jadi: Efektivitamoisasi adalah konsep
dengan cakupan luas termasuk sejumlah konsep kwmpdgkeempat)
Tugas manajerial adalah menjaga keseimbangan dptiamdara
komponen dan bagiannya.

PendekatanMultiple Constituency Pendekatan ini adalah perspepktif
yang menekankan pentingnya hubungan relatif dirank&pentingan
kelompok dan individual dalam hubungan relatif tkaa kepentingan
kelompok dan individual dalam suatu organisasi. ga@npendekatan ini
memungkinkan pentingnya hubungan relatif dianta@pektingan
kelompok dan individual dalam suatu organisasi. ga@npendekatan ini
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memungkinkan mengkombinasikan tujuan dan pendeksitiem guna

memperoleh pendekatan yang lebih tepat bagi efeddiorganisasi.

Senada dengan pendapat diatas, untuk mengetatefekigvan kegiatan
organisasi layanan publik dikenal beberapa pendakatenurut (Mc Callum,
1984) antara lain:

1. Pendekatan sasaramo@l approach, yang memusatkan perhatian
dalam mengukur efektivitas dengan mengukur kebgamasrganisasi
publik dalam mencapai tingkat output yang direnkana

2. Pendekatan sumbesigtem Resource Approgcimengukur efektivitas
dari sisi input, yaitu keberhasilan organisasi ehlanendapatkan
sumber-sumber yang dibutuhkan untuk mencapai pedsiryang baik.
Indikatornya adalah kemampuan memanfaatkan lingkong
menginterprestasikan sifat lingkungan, kemampuanmelibara
kegiatan organisasi dan kemampuan untuk bereaksim#ayesuaikan
diri dengan lingkungan.

3. Pendekatan proses, yang menekankan pada aspekainbeganisasi
publik seperti misalnya iklim organisasi. Indikatga adalah
komunikasi, perhatian, kerjasama, loyalitas, deagsasi.

4. Pendekatan integrative, yang menggabungkan dagak@endekatan
diatas, yang menggabungkan dari ketiga pendekatatasd yang
membedakan atas pendekatanstituencyyang memusatkan perhatian
padaconstituencyorganisasi seperti karyawan, pemilik, konsumen dan
pendekatan bidang sasaran yang mengukur infornmganisasi pada
setiap bidang sasaran dengan memperhitungkantpsiaetiap bidang
tersebut bagi organisasi.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diketahui balewdekatan tujuan
didasarkan pada pandangan organisasi diciptakaamgaellat untuk mencapai
tujuan. Dalam teori sistem, organisasi dipandangaga& suatu unsur dari

sejumlah unsur yang saling berhubungan antaradssigan yang lain. Sedangkan
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pendekataMultiple Constituencynerupakan pendekatan yang menggabungkan
pendekatan tujuan dengan pendekatan sistem sehiligg@leh satu pendekatan
yang lebih tepat bagi tercapainya efektifitas org@si. Sedangkan untuk
pendekatan nilai-nilai bersaing merupakan pendekg#ag menyatukan ketiga
pendekatan yang telah dikemukakan di atas yanguhigean dengan nilai suatu
kelompok.

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas.

Berdasarkan pendekatan-pendekatan dalam efektorgasisasi yang
telah dikemukakan sebelumnya maka dapat dikatakdmvd factor-faktor
yang mempengaruhi efektivitas organisasi adalahgaetberikut:

a. Adanya tujuan yang jelas,

b. Struktur organisasi.

c. Adanya dukungan atau partisipasi masyarakat.

d. Adanya sistem nilai yang dianut.

Di bawah ini penulis menguraikan empat faktor yamgmpengaruhi

efektivitas, yang dikemukakan oleh (Richard M Sie&885:8):

1. Karakteristik Organisasi adalah hubungan yang reitatrelatif tetap
seperti susunan sumber daya manusia yang terdalaah erganisasi.
Struktur merupakan cara yang unik menempatkan nandalam
rangka menciptakan sebuah organisasi. Dalam strukhanusia
ditempatkan sebagai bagian dari suatu hubungan rngdettdf tetap yang
akan menentukan pola interaksi dan tingkah laky yaarorientasi pada
tugas.

2. Karakteristik Lingkungan, mencakup dua aspek. Agpaitama adalah
lingkungan ekstern vyaitu lingkungan yang berada lufir batas
organisasi dan sangat berpengaruh terhadap organesaitama dalam
pembuatan keputusan dan pengambilan tindakan. Alspaika adalah
lingkungan intern yang dikenal sebagai iklim orgasi vyaitu
lingkungan yang secara keseluruhan dalam lingkunggenisasi.

3. Karakteristik Pekerja merupakan faktor yang palibgrpengaruh
terhadap efektivitas. Di dalam diri setiap individkan ditemukan
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banyak perbedaan, akan tetapi kesadaran individa pkrbedaan itu
sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organidadi apabila
suatu rganisasi menginginkan keberhasilan, orgsinteasebut harus
dapat mengintegrasikan tujuan individu dengan tuprganisasi.

4. Karakteristik Manajemen adalah strategi dan mekamigerja yang
dirancang untuk mengkondisikan semua hal yang @dindarganisasi
sehingga efektivitas tercapai. Kebijakan dan pikakmmanajemen
merupakan alat bagi pimpinan untuk mengarahkaas&ggiatan guna
mencapai tujuan organisasi. Dalam melaksanakanjakebi dan
praktek manajemen harus memperhatikan manusiak titenya
mementingkan strategi dan mekanisme Kkerja saja.aMske ini
meliputi penyusunan tujuan strategis, pencarian giEmanfaatan atas
sumber daya, penciptaan lingkungan prestasi, pré®gsunikasi,
kepemimpinan dan pengambilan keputusan, serta asiamgrhadap
perubahan lingkungan inovasi organisasi.

Menurut pendapat di atas penulis mengambil kesiampuidahwa:
pertama organisasi terdiri atas berbagai unsur \Eatigg berkaitan, jika
salah satu unsur memiliki kinerja yang buruk, makan mempengaruhi
kinerja organisasi secara keseluruhan; kedua Kekfiekmembutuhkan
kesadaran dan interaksi yang baik dengan lingkuynkgtiga kelangsungan
hidup organsiasi membutuhkan pergantian sumber dsg@ara terus
menerus. Suatu perusahaan tidak memperhatikan rf@kior yang
mempengaruhi efektivitas organisasi, akan mengalkesulitan dalam
mencapai tujuannya tetapi apabila suatu perusamaamperhatikan faktor-
faktor tersebut maka tujuan yang ingin dicapai tagaih mudah tercapai
hal itu dikarenakan efektivitas akan selalu dipealgiaoleh faktor-faktor

tersebut.
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2. Tolak ukur efektifitas

Pelayanan sistem PPOB merupakan salah satu beatugelayanan
publik. Untuk itu tolak ukur dari efektivitas pekyan sistem PPOB adalah
tolak ukur dari efektivitas pelayanan publik itindei. Efektivitas pelayanan
publik dengan berbagai tolak ukur sebagaimana yamggkapkan (Richard
M. Steers, 1990:209), yang menyatakan sebagaiuierik

“Selain berkaitan dengan aspek intern organisag joerhubungan
yaitu kemampuan untuk menyesuaikan dari tuntutarubadan keadaan
sekeliling. Selanjutnya baik aspek intern dalanupahan tersebut haruslah

berkaitan dengan hubungan antara personel susgmssgcara keseluruhan”.

Dari pendapat Steers diatas dapat disimpulkan, daevdapat dua
faktor penting dalam mengukur efektivitas pelayamablik yakni faktor
intern dan ekstern organisasi publik sebagai piekyelenggara pelayanan
publik. Faktor intern ini erat kaitannya dengankéfetas dalam organisasi
penyelenggara pelayanan publik itu sendiri, sedamdlktor ekstern disini
adalah faktor-faktor yang berada, diluar organisdstapi sangat
mempengaruhi pelaksanaan dan efektivitas kegiatdaygnan public itu
sendiri yakni faktor lingkungan, situasi dan komdiang melengkupi dan
berada di sekitar organisasi, yang didalamnya pertdanasyarakat atau
masyarakat sebagai pihak penerima dalam pelaksapesses kegiatan
pelayanan publik.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas guna mendaptilok ukur
yang sesuai dalam efektivitas pelayanan publik,lupeliketahui pula
efektivitas dari organisasi publik dalam pelayapablik dan tolak ukur dari
masyarakat sendiri sebagai penerima pelayanankpubélam mengukur
efektivitas, kiranya dapat menggambarkan beberaparwyang biasa terdapat
dalam kehidupan organisasi. Seperti yang diunglssmdang P. Siagian,
1995 : 94), bahwa efektivitas dapat diukur melalui:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai.
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Kejelasan strategi pencapaian tujuan.

Proses analisa dan perumusan kebijaksanaan yarighman
Perencanaan yang matang.

Penyusunan program yang tepat.

Persediaan sarana dan prasarana kerja.

Pelaksanaan efektiv dan efisien

D N T Ul ™ W N

Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifatidile

Jadi menurut S.P Siagian diantara tolak ukur efgés diantaranya

apakah organisasi tersebut mampu menjalankan rarsitagasnya dengan
baik.

Berkaitan dengan tolak ukur efektivitas kegiatamtguorganisasi

(Anaf S Bagindo dan M. Ridwan, 1990 : 205), ber@grad sebagai berikut:

1.

Mutu pekerjaan, adalah kebaikan pekerjaan yandn tdilakukan oleh
pegawai dengan menimbang faktor-faktor seperti labaa-kesalahan

yang menyangkut kualitas pekerjaan.

. Ketepatan waktu atau volume pekerjaan adalah sebaga kecepatan

kerja dengan bagaimana tepat waktu, kecepatan ipeliltera dan
hendaknya dipertimbangkan. Dalam volume pekerjaamnmiengandung
adanya unsur waktu yang berfungsi sebagai pempatagsuaian suatu

pekerjaan.

. Pengetahuan dan inisiatif pegawai mengenai pekerjaalalah

kesanggupan pegawai memikul tanggungjawab dan naensdrta
melaksanakan hal-hal tanpa instruksi terperinciateg bagaimana cara

mengambil tiap langkah.

. Sikap kerja adalah sampai sejauh mana pegawabtegrseenaruh minat

dalam pekerjaannya. Bila dalam keadaan daruratidize usaha yang
lebih besar dari yang biasanya apakah ia dengée merta menghadapi

tugas ini dengan antusiasme.

. Sikap terhadap orang lain adalah bila kepada peagdiw@nta untuk

melakukan sikap menyimpang dari pekerjaannya, bazmgaa sikap

mereka melakukannya.
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Dalam kaitannya dengan pelayanan publik, efekBvitaganisasi
merupakan kemampuan pelaksanaan pelayanan pubbjanenemanfaatkan
sarana yang ada untuk menghasilkan produk ataputitang sesuai dengan
stadar kualitas maupun kuantitas dana sesuai devajen yang ditetapkan.

Sedangkan untuk mendapatkan tolak ukur efektivi@syanan
publik dalam masyarakat yakni melalui tanggapan piamdapat masyarakat
terhadap proses pelayanan publik yang diterimaatganisasi tersebut. Hal
ini menyangkut kualitas dari pelayanan yang dkaeriorganisasi kepada
masyarakat. Untuk itu diperlukan suatu metode umigagukur dan disini
yang berperan adalah publik sebagai pelanggandiegnani.

Menurut (David Osbone dan Peter Pastrick, 20005),1f&rdapat 6
pemastian mutu pelanggan yang dijadikan saranaupsagyaitu antara lain:

1. Standar pelayanan pelanggan adalah mutu yang itek@aitmen
organisasi pemerintah dari mempublikasikan.

2. Pengembalian pelanggan yakni member bentuk komgierkegpada
pelanggan ketika organisasi gagal memenuhi stanuElayanan
pelanggan.

3. Jaminan mutu yakni komitmen organisasi untuk mergdikan seluruh
uang yang dikeluarkan pelanggan atau memberikaygedn pengganti
gratis jika pelanggan tidak pungut terhadap pelaggmang diterima.

4. Inspeksi mutu yakni biasanya bekerja dalam tim yangncakup
profesional dan non professional, menginpeksi @&lag pemerintah
dari menilai mutunya.

5. Sistem keluhan pelanggan yakni menelusuri dari reweaigsis keluhan
pelanggan, memastikan respon segera dan menciptagimae dimana
organisasi bisa belajar dari kesalahan tersebutikumbemperbaiki
pelayanan mereka.

6. Ombusdsmen yakni membantu pelanggan untuk memecahkan
permasalahan untuk persengketaan dan mendapatkayamen atau
informasi yang mereka butuhkan ketika mereka tigaias dengan

sistem penangan keluhan.
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Husainai yang dikutip (Zauhar, 2001:8), mengemuRkagalayanan
yang unggul (excellent service) yakni suatu sikegu &ara karyawan dalam
melayani para pelanggan secara memuaskan. Sasamamahfaat dari itu
semua secara garis besarnya terdapat empat unsok paitu: kecepatan,
ketepatan, keramahan dan kenyamanan. Keempat kemponmerupakan
satu kesatuan pelayanan yang terintegrasi, makaugdelyanan atau jasa,
tidak menjadi excellence bila ada komponen yan@rkgr Untuk mencapai
tingkat tersebut, setiap karyawan harus memenulark@ilan tersebut,
diantaranya berpenampilan menarik dan rapi, bgygidaah memperlihatkan
gairah kerja dan sikap selalu siap melayani, tematgm bekerja, tidak tinggi
hati karena merasa dibutuhkan, menguasai pekegaahaik tugas yang
berkaitan pada bagian atau departemennya maupuanbiagnya, mampu
berkomunikasi dengan baik, bisa memahami bahasaaispelanggan dan

memiliki kemampuan menangani keluhan pelangganagrafessional.

Strategi pengukuran efektivitas.

Didasari atas beberapa pendapat tokoh diatas dartderi yang ada
selanjutnya dalam tulisan ini akan disimpulkan negrag strategi dalam
mengukur efektivitas pelayanan publik dan hal gamg menjadi batasan
penelitian ini bagi pengukuran tingkat efektivitpslayanan sistem PPOB
meliputi Kriteria:

a. Kesesuaian antara prosedur yang ada dengan pedaksasistem
pelayanan PPOB yang berarti kesesuaian antarajpletoglaksanaan
dengan praktek pelaksanaannya sendiri meliputnigiiepan petunjuk
prosedur pelayanan, waktu efisien dan biaya yaranakis serta
proses pelayanan yang sederhana.

b. Terpenuhinya kualifikasi para penjabat pimpinaggveai baik secara
kualitas (meliputi tingkat pendidikan formal, petayaan kerja, diklat

yang ada) maupun kualitasmeliputi jumlah pegawan dasio
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perbandingan antara jumlah pegawai dengan volurkerjpen dalam
satu hari dalam penyelenggaraan sistem PPOB padBLRTArea
Madiun dan mitrgpayment poin{KUD).

c. Tersedianya sarana penunjang maupun fasilitasygea publik
(meliputi kondisi fasilitas, alat kelengkapan gegluan tata ruang)
dalam pelaksanaan sistem PPOB yang dapat digunaikdimk
mencapai tujuan yang diharapkan.

d. Tanggapan masyarakat mengenai pelayanan pembayakaning
listrik yang diterima dari PT PLN Area Madiun dantna payment
point (KUD), Memperoleh tanggapan yang baik oleh madgra

terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan sistem p&@@Bliterima.

Dengan strategi pengukuran ini nantinya peneligalanendapatkan
suatu pedoman dalam menilai efektivitas pelayameingga baik buruknya
pelayanan dapat diukur. Agar pelayanan publik ydibgrikan oleh PT PLN
Area Madiun dan mitra payment point (KUD). Madiurséb memuaskan
masyarakat maka sudah seyogyanya menerapkan ppmsggp pelayanan
publik yang telah disebutkan diatas karena dengguasan dari masyarakat
maka PT PLN Area Madiun dan mitra payment point Q§U

C. Penerapan
1. Pengertian penerapan

Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, ppaera
adalah hal, cara atau hasil (badudu & Zain, 199 L4Adapun menurut
Lukman Ali, penerapan adalah mempraktekkan, meng&san (Ali,
1995:1044). Berdasarkan pengertian tersebut dapemmulkan bahwa
penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakblegin secara
individu maupun kelompok dengan maksud untuk tujyang telah
dirumuskan. Adapun unsure-unsur penerapan meliputi:

1. Adanya program yang dilaksanakan
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2. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang nugisgsaran dan
diharapkan akan menerima manfaat dari programbetse
3. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangamng
bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaanpuna
pengawasan dari proses penerapan tersebut. (WEdBM45)
Konseptual sistem PPOB (Payment Point Online Bank).
1. Pengertian

PPOB Payment Point Online Bahkadalah satu kesatuan sistem
hardware dan sistemsoftware aplikasi, jaringan komunikasi data dan
rekonsiliasi data sehigg dapat berfungsi sebagai media interaksi sistem
pembayaran tagihan apapun secaomline dengan pihak bank sebagai
penyelenggara sekaligus penampung dana pelangg@ak diteruskan
kepada mitra kerjanyaPayment pointadalah tempat atau loket yang
menerima pembayaran pelanggan yang dikelola oledrgegan, atau badan
usaha yang telah bermitra kerja dengaltecting agent.

Jasa Layanan PPOB adalah jasa penerimaan setaiaantadari
pelanggan sebuah perusahaan yang telah ikut jadi dalam sistem PPOB
tersebut, seperti pelayanan pembayaran tagihankL@dan tagihan telpon.
Switching compangdalah perusahaan yang telah bekerjasama dengdn pih
perbankan yang bertugas sebagai penghubung datea gatingan pihak
perusahan yang bermitra PPOB dengan pihak perbaSikastem payment
point online bank merupakan layanan yang diguna&kelh lembaga
keuangan, dalam hal ini adalah bank.

2. Dasar Hukum PPOB

Adanya payung hukum (peraturan) yang memadai skeftijakan
dianggap legal (resmi) apabila memiliki peraturabagyai payung hukum
yang jelas.Tanpa adanyapayung hukum yang jelagakehi tidak dapat
berjalan dengan baik karena tidak memiliki arah tignan yang jelas.
Dalam pelaksanaan PPOB ini sudah jelas payung hylamgm menaunginya
yaitu
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1. UU Nomor 10 Tahun 1998 Jo No7 Tahun 1998 Tentang
Perbankan (pasal 1 butir 2)

2. Keputusan Direksi PLN No0.021.K/0599/DIR/1995 Tarigga
Mei 1995 tentang Pedoman dan Petunjuk Tata Usdhad®gan.
Fungsi penagihan: “dalam melaksanakan pelayanagripgaman
pembayaran yang berorientasi pada pelanggan, iuat
rencana kerjasma dengan pihak lain dalam hal pesgaor
penerimaan pembayaran piutang pelanggan”.

3. Edaran Direksi PT PLN (Persero) No0.010.E/012/DIR20
Tanggal 28 Juni 2002 Tentang Mekanisme Arus DareeiRe
“untuk mewujudkan peningkatan pelayanan pelanggan d
sekaligus mempercepat aliran masuknya dana hasaggean,
membuka sarana pembayaran rekening listrik secat@meo
bekerjasama dengan pihak Bank-Bank Mitra Kerja”.

3. Tujuan PPOB :
1. Mengamankan arus kas pendapatan

2. Menyederhanakan proses bisnis, efisiensi

3. Meningkatkan pelayanan kepada pelanggan.
4. Strategi Promosi PPOB

1.
2.

Menggunakan strategi pelayanan kolektif jemput bola

Strategi mendesain tempat tunggu pelanggan yang daranyaman
dalam melakukan transaksi.

Menggunakan strategi pelayanan 3 S (Salam, SerjamS$apa)
dalam menghadapi pelanggan

4. Memberikan service yang baik yaitu Cepat, Mudah, dgaman

5. Dapat berpromosi melalui internet dan pamphlet

6. Menggunakan metode promosi melalui media getok y@ag biasa

dilakukan masyarakat desa.

Disamping mendirikan tempat/ruang tunggu PPOB yayagnan juga
bisa diberikan fasilitas yang berteknologi tinggnctafe kecil, contoh
area hotspot free dan penjualan jajanan/makangarriserta

minuman soft drink, dan juga toilet.
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8. Sosialisasi untuk hemat energi sebagai salah satgsi ke

masyarakat dan pemuda karang taruna

9. Bisnis ini dapat disandingi dengan bisnis lain yaragih sejenis atau

bisnis yang berbadan hukum, misalnya: koperasiimgamternet,
warung telkom, rental komputer, cafe, toko alat-Bd&rik dan

elektronik, tempat penerimaan jasalain.

5. Kelebihan dan Kelemahan menggunakan jaringan PPQEamd

melakukan pembayaran tagihan pelanggan.

Kelebihan:

1.

Pembayaran secara online dapat dilakukan dimaaaasgl masih
bisa dijangkau oleh jaringan selullar.

Pelayanan untuk pembayaran tagihan dilakukan seaoéree 24 jam
tiap harinya.

Memudahkan para pelanggan untuk membayar tagilr@en&a
rutinitas kesibukan tiap harinya

Pelanggan dapat mengetahui tagihannya terlebihssldalum
melakukan pelunasan.

Sebagai usaha sampingan yang menjanjikan untuk degpsen.

6. Pelanggan tidak perlu jauh-jauh untuk membayar&giinannya

Membantu sosialisasi rencana pemerintah yang meimgganti
sistem langganan listrik pascabayar menjadi prabaya

Segmen pasar di tujukan ke semua pelanggan lddnkelepon di
kota maupun di desa.

Keuntungan fee bisa langsung dapat dihitung pemammya sesuai

jumlah transaksi loket.

10. Transaksi PPOB dibuat jalur jaringan khusus yalaiteekerja

sama dengan masing-masing provider selullar, jddk takan bisa

dibobol oleh seorang cracker sekalipun.

Kekurangan:
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1. Apabila terjadi offline jaringan selullar maka lakelak bisa
melakukan transaksi pembayaran.

Butuh dana besar untuk deposit apabila transakgiuggabesar.

3. Pendirian PPOB harus sesuai kriteria tempat yategagikan oleh
pihak bank.

4. PPOB belum bisa masuk ke pelosok desa karena rhgaalagan
dan transfer dana deposit PPOB ke banknya.

5. Apabila kehabisan dana deposit maka loket tidak mmslakukan
transaksi pelanggan.

6. Terdapat beban biaya administrasi tambahan yamdpditkan
kepada setiap pelanggan.

7. Kegagalan transaksi kemungkinan bisa terjadi laitd mnelakukan
pembayaran jaringan tersebut tiba-tiba troublekasau lampu mati
secara tiba-tiba.

Persaingan yang ketat antar loket competitor darkkain.

Persaingan pembagian fee dan fasilitas antar penkm@nan

PPOB.

6. Prosedur pembayaran sistem PPOB vyaitu:
1. Pelanggan datang ke Bank.
2. Pelanggan datang ke mitra payment point (KUD)
3. Pelanggan datang ke ATM.

Dalam paparan diatas dimaksudkan bahwa dalam pelaysistem
PPOB memiliki beberapa faktor-faktor serta prosedalam pelaksanaan
pelayanan dimana dapat menunjang keberhasilan gaglaln pelayanan
dalam sistem tersebut. Dan mengoptimalkan pelaytsrdadap pelanggan
sehingga tujuan yang akan dicapai dapat berhasil.

E. Pelanggan.
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1. Pengertian Pelanggan

Dalam pengertian sehari-hari pelanggan adalah eveangy yang
kegiatannya membeli dan menggunakan suatu produlk,barang maupun
jasa, secara terus menerus. Pelanggan atau peswaitai produk adalah
orang-orang yang berhubungan secara langsung matigain langsung
dengan perusahaan-perusahaan bisnis. Adapun pimak-p yang
berhubungan dan bernegosiasi dengan perusahasapaan bisnis

sebelum tahap menghasilkan produk dinamakan pemasok

Dilihat dari segi perbaikan kualitas, Definisi paj@an adalah setiap
orang yang menuntut pemberian jasa (perusahaaok mm¢menuhi suatu
standar kualitas pelayanan tertentu, sehingga aapatberi pengaruh pada
performansi (performance) pemberi jasa (perusahaasgbut. Dengan kata
lain, pelanggan adalah orang-orang atau pembeyj fidak tergantung pada
suatu produk, tetapi produk yang tergantung padagptersebut.

Menurut (Dharmmesta dan handoko, 1997:12) pelanggan
mempunyai definisi sebagai berikut Individu-indiwridyang melakukan
pembelian untuk memenuhi kebutuhan pribadinya &@usumsi rumah
tangga. Seiring dengan pernyataan (Pamitra, 20pDbahwa pelanggan
adalah individu pembuatan keputusan yang menyebab&seorang harus
terlibat atau tidak dalam pembelian suatu produk.

Menurut Gasperz dalam (Nasution, 2004:101) pelamgadalah
semua orang yang menuntut perusahaan untuk memeoahi standar
kualitas tertentu yang akan memberikan pengaruha ppdrformansi
perusahaan dan manajemen perusahaan.

Dari semua pendapat para ahli diatas disimpulkémvagelanggan
adalah individu yang melakukan pembelian kebutwerg bisa membuat
puas dengan membandingkan beberapa aspek sepgdj s@mndar kualitas
barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhbadprdan rumah

tangga.
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Oleh karena pelanggan ini pembeli atau penggun&u spduk
maka harus diberi kepuasan.Secara garis besarmglap& tiga jenis
pelanggan, yaitu pelanggan internal, pelangganngea dan pelanggan
eksternal. Ketiga jenis pelanggan tersebut dapaailian sebagai berikut.
1. Pelanggan internalPelanggan internal (internalurnet), adalah orang-

orang atau pengguna produk yang berada di dalansgeaan dab
memiliki pengaruh terhadap maju mundurnya perusaRatanggan
internal (internal costumer), adalah orang-orary gtengguna produk
yang berada di dalam perusahaan memiliki pengtetiadap maju
mundurnya perusahaan.Berdasarkan keanggotaanny&nggan

internal ada dua macam, yaitu pelanggan internghrosasi dan
pelanggan internal pemerintah.Pelanggan internghrosasi adalah
setiap orang yang terkena dampak produk dan meanpakggoata dari
organisasi yang menghasilkan produk tersebut.Pgéanginternal

pemerintah adalah setiap orang yang terkena daprpdkik dan bukan
anggota organisasi penghasil produk, tetapi maaland lingkungan
atau instansi pemerintah.

2. Pelanggan perantara Pelanggan perantara (intet@ediastumer)
adalah setiap orang yang berperan sebagai pergmtadgak, bukan
sebagai pemakai. Komponen distributor, seperti -agem Koran yang
memasarkan Koran, atau toko-toko buku merupakatobgmelanggan
perantara.Misalnya Penerbit Armico Bandung memepesanan buku
dari toko buku untuk dijual kepada siswa SMK malgacdh hal ini
Penerbit Armikco bertindak sebagai pemasok, tok&ubsebagai
pelanggan perantara, dan siswa SMK sebagai pelangiiair atau
pelanggan nyata (real costumer).

3. Pelanggan eksternalPelanggan ekstereatefnal costumey adalah
setiap orang atau kelompok orang pengguna suatlulpr@arang/jasa)
yang dihasilkan oleh perusahaan bisnis. Pelanggstaraal inilah yang
berperan sebagai pelanggan nyata atau pelangganPakdyanan

Pelanggan Qustomer Service Orientatipnadalah keinginan untuk
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membantu atau melayani orang lain untuk memenuldutikan
mereka. Artinya berusaha untuk mengetahui dan memédm=butuhan
pelanggan. (Pelanggan diartikan secara luas, yadiputi pelanggan

internal dan eksternal).

2. Kepuasan pelanggan

Adanya tuntutan terhadap BUMN untuk dapat memberikganan
yang sebaik-baiknya disamping mencari keuntungamyebabkan BUMN
harus berusaha keras untuk terus mengembangkartakugelayanan
terhadap pelanggan. Dengan adanya kualitas pelayang dapat
memberikan kepuasan kepada pelanggan akan dapaipta&an loyalitas
pelanggan kepada perusahaan. Maslah kualitas nkamgalah satu bagisn
penting dan sangat perlu mendapatkan perhatian ysemus bagi
setiapperusahaan untuk tetap bisa bertahan. (2006:135) menyatakan
bahwa:

Keputusan-keputusan seseorang pelanggan untukkomesumsi
suatu barang atau jasa dipengaruhi beberapa fakttara lain adalah
persepsinya terhadap kualitas pelayanan persedanggan terhadap
pelayanan yang diberikan oleh suatu pelayanan dkalai baik atau tidak
tergantung kepada apakah tinggkat layanan yangalgheya sesuai atau
melebihi harapannya.

(Kotler dan Keller, 2006) mendefinisikan kepuasabagai perasaan suka
atau kecewa seseorang sebagai hasil dari perbamdargara persepsi atas
kinerja produk dengan harapanya. Definisi ini mewigag pengertian
bahwa kepuasan merupakan fungsi kinerja yang dipsiisan dengan
harapan. Banyak perusahaan memfokuskan pada keputieggi karena
para konsumen yang kepuasannya hanya terbatas muoulghberubah.
(Spreng, Mackenzie, dan Olshvskhy, 1996) kepuasslanggan adalah
perilaku setelah pembelian akan menimbulkan sikags patau tidak puas
pada konsumen, maka kepuasan konsumen merupakgsi tlari harapan

pembeli atas produk atau jasa dengan kinerja yaagakan.
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Sedangkan Lovelock dalam (Arief, 2006:174) meakan jika
pelanggan merasakan pelaksanaan pelayanan lebik dei yang
diharapkan mereka akan senang namun bila pelaksgredayanan tidak
lebih baik dari mereka harapkan mereka tidak pkiamudian Feigenbaum
dalam (nasution, 2004:41) menyatakan bahwa: kgabtdalah kepuasan
pelanggan sepenuhnytul{ customer saticfactignsuatu produk berkualitas
apabila dapat memberi kepuasan sepenuhnya keplaa@gen, yaitu sesuai
dengan apa yang diharapkan pelanggan atas suatukpsehingga produk
atau layanan yang dihasilkan perusahaan harus nodmspesifikasi yang
ditentukan pelanggan dan dinilai berkualitas dergsa lain kualitas harus

selalu berfokus pada kepentingan pelanggan.

Good Cor por ate Gover nance
1. Pengertian Good Corporate Governance

Menurut (McKinsey & Co, 2002), tata kelola per@an
merupakan perhatian bagi investor. Para investodaereing menghindari
perusahaan-perusahaan yang buruk dalam penerdpaelala perusahaan.
Menurut (Walsh dan Seward, 1990), tata kola pemmallipandang sebagai
kriteria kualitatif penentu untuk dipilih oleh inst@r.

Istilah corporate governance sendiri pertama Hgerkenalkan
oleh suatu komite yang bernar@adbury committeeyang dibentuk sebagai
suatu perwujudan keperhatinan terhadap aktivitasspbaan-perusahaan di
inggris. Cadbury Committeel992) dalam laporannya yang dikenal sebagai
Cadbury Reportmendefinisikan tata kelola perusahaan sebagakuieri
"sistem di mana organisasi diarahkan dan dikontrol”

definisi lain darCadbury Committeanemandang tata kelola perusahaan
sebagai:

"seperangkat aturan yang merumuskan hubungan go¢ésnagang saham,
Manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan pipdlek yang
berkepentingan lainnya baik internal maupun ekatesehubungan dengan

hak-hak tanggung jawab mereka.”
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(Monks and Minow, 2001) melihat tata kelola per@sahsebagai berikut:
"istilah corporate governante mengacu kepada hubungan diantara tiga
kelompok dalam menentukan arah dan kinerja perasaha

Konsep tata kelola perusahaan menurut (soloménStdomon,
2004:14) adalah sebagai berikut:

"corporate governancas the system of checks and balances, both irterna

and exsternal to companies, which ensures that aamp discharger their

accountability to all their stacholders and actansocially responsible way

in all areas of their business activity.”

Jadi, menurut definisi diata®rporate governancadalah sistem cek
dan balace antara pihak-pihak internal dan ekdtgpeausahaan yang
memeberikan keyakinan bahwa perusahaan menjalaskamtabilitasnya
kepada semua stakholders dan Dbertindak dalam Kexang

pertanggungjawaban untuk seluruh area aktifitaggadraan

PengertianCorporate Governancenenurut Turn bull Report di
Inggris (1999) dalam Effendi (2009:1) adalah sebbgekut:
"Corporate governance is company’s system of irdegontrol, which has
as its principal aim the management of risks theg aght fieant to the
fulfilment of its bussiness objectives, with a viewsafe quarding the
company’s assets and enchancing overtime the \@lilbe share holders

investmen’”

Menurut definisi diata€orporate Governancadalah sebagai suatu
sistem pengendalianinternal perusahaan yang mentijhan utama
mengelola resiko yang signifikan guna memenuhiamijbisnisnya melalui
pengamanan ases perusahaan dan meningkatkannwégitasi pemegang

saham dalam jangka panjang.
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2. Prinsip Dasar GCG

Dalam rangka menerapkan tata kelola perusahaampdrate
governancg perlu adanya suatu standar atau prinsip yangdikga
pedoman dalam praktik pengelolaan perusahaan unarkngkatkan nilai
dan kelangsungan perusahaan OECD (april 1998) tmahgembangkan
prinsip pelakuan yang setara, transparansi (traaspg), akuntanbilitas,
responbilitas atau lebih lengkapnya sebagai berikut

Fainess (kewajaran), menjamin perlindungan hak-hak para
pemegang saham, serta menjamin terlaksananya kemitiengan para
investor.

Transparency (trasparansi), mewajibkan adanya suatu informasi
yang terbuka tepat waktu, serta jeldan dapat diperbandingkan, yang
menyangkut keadaan keuangan, pengeloaan perusataarkepemilikan
perusahaan.

Accountability (akuntabilitas), menjelaskan peran dan tanggung
jawab, serta pendukung usaha untuk menjgreimyeimbangakepentingan
manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yargsid@deh dewan
komisaris.

Responsibility (pertanggungjawaban), memastikan dipatuhinya
peraturan-peraturan serta ketentuan yang berlakbagae cermin
dipatuhinya nilai-nilai sosial.

Prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh masasgam pilar adalah:

1. Negara dan perangkatnya menciptakan peraturan geergrundangan
yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dasparan,
melaksanakan peraturan perundang-undangan dan gb@mediukum
secara konsisteregnsistent law enforcement

2. Dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan GClgasgiedoman
dasar pelaksanaan usaha.

3. Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dsal@auserta pihak
yang terkena dampak dari keberadaan perusahaanunjukkan
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kepedulian dan melakukan kontrol sosial (sosiatrotnsecara obyektif
dan bertanggung jawab.

Pedoman tatakelola perusahaan yang baik adalah mnetapkan
panduan praktis. Panduan ini mensyaratkan bahveandpelaksanaan tata
kelola perusahaan masing-masing perusahaan hanyasum pedoman tata
sendiri berdasarkan kode dan kode khusus merekstiseanual tata kelola
perusahaan harus, setidaknya meliputi:

1. visi perusahaan misi dan nilai-nilai,

2. posisi dan fungsi dari rapat umum pemegang saharardkomisaris,

3. direksi komite penunjang dewan komisaris dan pedagiéan sistem,

4. kebijakan untuk memastikan fungsi efektif dari mgsinasing organ
perusahaan.

5. Kebijakan untuk memastikan akuntabilitas, pengaadahternal yang
efektif dan pelaporan keuangan yang benar.

6. Kode perilaku yang didasarkan pada nilai-nilai pahaan dan etika
bisnis.

7. Sarana pengungkapan informasi untuk pemegang sabam
pemangku kepentingan lainnya.

8. Kebijakan pada peningkatan berbagai peraturan aleaasm yang

diperlukan untuk melaksanakan perusahaan.

Sebagai BUMN yang wajib menerapkan pringpod Corporate
Governance(GCG) atau dikenal dengan tata kelola Perusahaag paik
dalam aspek bisnis dan pengelolaan perusahaan gawchwa jajaran
perusahaan, PLN menyusun tatakelola Teknologi mm&si dalam lingkup
bisnis dan pelaksanaan pengelolaan perusahaan. ngarkuTeknologi
Informasi dapat meningkatkan kapabilitas perusaldglam memberikan
kontribusi bagi penciptaan nilai tambah, serta rapac efektifitas dan

efisiensi.
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Aspek kunci dari prinsip GCG meliputi adil, respdnlitas,
transparansi, independensi, akuntabilitas, kessaradan kewajaran serta
tanggung jawab untuk mencapai tujuan perusahaamgdde Panduan
Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi BUMN (Governanve), seluruh
BUMN diminta untuk melaksanakan GCG pada setiaglafiisnis dan juga

pengelolaan perusahaan pada semua jajarannya.

Badan Usaha Milik Negara
1. Pengertian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Berdasarkan penafsiran pasal 33 Undang-undang D&d&r ditetapkan
pula dasar-dasar dan bentuk pengelolaan sisitemoekonasional. Menurut
penafsiran penjelasan pasal tersebut ditetapkaa pata pelaku ekonomi
dalam sistem ekonomi nasional yang terdiri dart@ekoperasi, swasta dan
Negara BUMN adalah pelaku ekonomi yang mewakili@ekegara.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor H2Q03 tentang
badan usaha milik Negara pengertian BUMN adalahgatberikut:

Badan usaha milik Negara yang selanjutnya diseblNB adalah badan
usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnyiikidioleh Negara
melalui penyertaan secara langsung yang berasakelayaan Negara yang
dipisahkan. Penyertaan modal Negara dalam rangidirgan atau penyertaan
pada BUMN bersumber dari anggaran pendapatan démjdeNegara,
kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya yang tktatapkan oleh peraturan
pemerintah.

2. Kerangka konseptual

BUMN merupakan pelaku ekonomi yang didirikan olehegBlra
berdasarkan pasal 33 Undang-undang dasar 19452aymtsal 33 tersebut
menyatakan bahwa segala sesuatu yang menyangktithjp orang banyak
harus dikuasai Negara dan implementasi penguasaambgra lain ditafsirkan
dilakukan oleh pelaku ekonomi yaitu BUMN. BUMN kibergerak hampir
seluruh sektor ekonomi yang ada. Dengan kondisebert peranan BUMN

sangat strategis dalam perekonomian nasional bahkseberapa
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diantaranyamenguasai industri dan industri hulicaBe umum tujuan dan
misi pokok BUMN yang didirikan oleh pemerintah adalseperti yang
diamanatkan dalam pembukaan Undang-undang Dasé&ryE®% merupakan
landasan yuridis pendiriannya. Dalam pembukaarbetsdinyatakan bahwa
pendiri Negara dan pemerintah Indonesia adalah kunttemajukan
kesejahteraan umum dan keadilan social bagi sellargsa Indonesia
sebagai realisi amanat UUD 1945 itu dalam bidangneii pemerintah
mendirikan BUMN yang merupakan sarana pemerintainkumewujudkan
kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi setakyat Indonesia.
Fenomena privatisasi BUMN sebenarnya sudah mendapat
perlindungan “payung” teori yang kuat. Beberapauargnt yang mendukung
privatisasi BUMN didasarkan pada akar teori kegaggbemerintah dalam
mengelola perekonomian (government failure), tpasperty right, hubungan
principal-agent, dan masalah insentif (misalnyanlBavy 1986, majone 1994,
Holmstrom dan Milgrom 1991; Hanke dan Walters 199dst 1992, Saphiro
dan Wilig 1990; Zinnes, Eilat dan Sachs 2001; Eirt991; serta Dixit 1997).
Berikut tiga teori paling klasik sebagai esensi dagensi privatisasi:
Pertama, teori monopoli, secara sederhana dikatbkhwa BUMN dalam
banyak kasus sering menerima privilege (kekhususamopoli. Akibatnya,
mereka sering terjerumus menjadi tidak efesien naarkak istimewa ini
(stiglits 2000; Hanke dan Walters 1994; serta Damyel986). Kedua, teori
property right. Esensi perusahaan swasta dimilid andividu-individu yang
bebas untuk menggunakan, mengelola, dan mempertayaset-aset
privatnya, konsekuensinya, mereka akan mendorobghabisan usahanya
agar efesien. Property rights swasta telah men@ptansetif bagi terciptanya
efesien perusahaan. Ketiga, teori principal ageatam teori ini diungkapkan
bagaimana peta hubungan antara principal (pem#itugahaan, dalam hal
BUMN adalah pemerintah) dan agent (perusahaan,i YAKMN). Di sektor
swasta, manajemen perusahaan (sebagai agen) seldshtynduk loyal
kepada pemilik atau pemegang saham (shareholdésppya untuk

menghilangkan intervensi politik dalam pengelolddMN ini ditempuh
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dengan konsep stakeholder economy, yakni perusahaams memiliki

tanggung jawab (responsibility) terhadap sejumlahalp yang terkait

(stakeholders), yakni karyawan, kreditor, masyarakéempat, dan seterusnya

(Dixit, 1997).

Sedangkan beberapa kelemahan (disadvantages) rdaiigasi sebagai
salah satu bentuk dari restrukturisasi BUMN, adalabbagaimana
dikemukakan oleh Yasir Aharoni, yaitu;

1) The government is penalizing successful enterpbseause the private
sector will buy only provitable assets,

2) The exchequer loses income from the profitabtenalized industries and
is left with the funding of the unprofitable indiess. Dikatakan bahwa:
“transferability of shares may not be the only reasa firm may be
profitable”.

Berdasarkan paparan diatas bahwa privatisasi niembeberapa
kelamahan diantaranya yaitupemerintah menghukumspbaan yang sukses
karena adanya sektor swasta akan membeli aset hamoyétable jadi
perbendaharaan kehilangan pendapatan dari indudinasionalisasi
menguntungkan dan yang tersisa pendanaan indigdk tmenguntungkan.
Dan dikatakan pula bahwa pengalihan saham mungkikarb satu-satunya
alasan perusahaan mungkin menguntungkan.

Terlepas dari beberapa kelemahan privatisasi selsatgh satu bentuk
privatisasi dari restrukturisasi, korporasi sebagantuk lain restrukturisasi
BUMN, yang berarti hanya pembenahan intern organisang memiliki
prinsip-prinsip pendukung dan merupakan bentuk yamgnciptakan
lingkungan usaha atau kondisi yang memberikan kpatn bagi perusahaan
Negara untuk berhasil sebagai pelaku ekononbdea(d993: 253),
menyatakan bahwa terdapat 4 sasaran utama dal@oratsasi, yaitu:

1) SOE Manager are meant to have a single clear obgctthe
maximization of commercial performance. This inezhdo provide a
direct and unambignous focus, facilitate, monitgrin improve

accountability and prevent inconsistent poliyichjextives.



35

2) SOE boards of directors are meant to have the aitthto make the
decisions necessary to meet these objectives. Tédaesponsible for
mayor investment, recruitment and other strayegiisiens. Ministers
retain overall responsibility for the firm’s perfimance but should not be
more closely involved.

3) Management performance should be closely monitbsedninisters, the
treasury providing advice against the objectivefieged some private
sector monitorinnng also accurs.

4) There is an improved system of managerial rewandd sanctions to
reinforce the incentives for performance. Salaaesl employment should

be linked to performance.

Berdasarkan prinsip diatas maka tugas dan tang@wab manajemen
BUMN yang dikorporatisasi akan jelas dan tidak k&dengan kepentingan-
kepentingan dan tujuan politik pemerintah yang ecaendasar berbeda
dengan kepentingan dan tujuan bisnis. Direksi mknatoritas dan otonomi
dalam mengelola perusahaan, pemerintah hanya lsifaabagai pengawas.
Kinerja manajemen akan mengelola perusahaan sewnaksimal karena
terdapat sistem sanksi dan insentif sebagai pendoomtuk meningkatkan
kinerja. Gaji dan konpensasi serta promosi diteitapkerdasarkan masing-

masing karyawan.

3. Tujuan BUMN

Menurut (Hamid dan Anto 2000), BUMN dideasin untufuan tertentu
seperti menciptakan lapangan pekerjaan pengembadgarah, merintis
sektor yang belum dimasuki swasta menyediakaritéssisemi publik.
Ringkasan tujuan BUMN adalah memaksimumkan tuj@atentu termasuk
kemungkinan memperoleh keuntungan maksimal.

Tujuan pendirian BUMN menurut PP Nomor 3 th 1988lald:

a. Tujuan komersial, yakni alat memupuk keuntungan.
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b. Tujuan secara makro yaitu member sumbangan badiemdangan
ekonomi atau pendapatan Negara, perintis kegiatahaudan penunjang
kebijakan pemerintah dibidang ekonomi dan pembaagun

c. Tujuan sosial politik, yakni melayani kepentinganum dan memenuhi
hajat hidup orang banya serta membantu golonganoakiolemah dan
koperasi.Peran dan fungsi BUMN (Hamid dan Anto 200@njelaskan
bahwa BUMN didesain untuk sebuah tujuan.

4. Bentuk Dan Karakteristik Badan Usaha Milik Negara.

Pengertian Perusahaan Negara (PN) atau yang sgkdikenal dengan
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dapat dilihat sal®asal 1 Undang-
udang No0.19/Prp/1960, menyebutkan: Perusahaan &legdalah. semua
perusahaan dalam bentuk apapun yang modalnya selukihnya merupakan
kekayaan negara Republik Indonesia, kecuali jikentiukan lain dengan atau
berdasarkan undang-undang. Kalau diperhatikan,gotag PN dalam Pasal 1
Undang-undang No.19/Prp/1960, tidak hanya tiga uken(Perusahaan
Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan aPaars Perseroaan
(Persero)), tetapi ada bentuk lain, seperti : Yaya®PT Lama, PT Pertamina,
clan PT Bank, walaupun Undang-undang No. 9 Tahun6919
mengklasifikasikan menjadi tiga bentuk.

Apakah dasar pertimbangan yuridis pengelompokan BUW& dalam tiga
bentuk,tidak jelas terlihat dalam Undang-undang9Nbahun 1969 PP No.3
Tahun 1983, baik pada konsideran, pasal, dan peajehya. Secara implisit,
penetapan tiga bentuk yang dimaksud untuk memberileksibilitas dan
tujuan berbeda-beda. Mengingat tidak semua kegiataaha sebagai
perusahaan dapat diusahakan secara ekonomis. Kagaaang membawa
misi kepentingan umum dan menyangkut hajat hidupngrbanyak di
samping mencari keuntungan. Penyederhanaan setiegaksud Undang-

undang No.9 Tahun 1969, belum sepenuhnya mencasaias.
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Perusahaan negara telah lama dikenal, sejak mgsielanda di
Indonesia, adanya VOG/érenigde Dost Indische Companaapat dijadikan
bukti, keterlibatan negara dalam kegiatan ekon&@iC adalah suatu Trust
yang dibentuk pemerintah Belanda untuk melaksanalsaha dagang di
Indonesia. Latar belakang terbentuknya PN di negbekas jajahan
merupakan bagian dari perkembangan ekonomi Eropat Bfan negara
penjajah umumnya.

Apabila melihat sejarah PN sesudah Indonesia rkeydeampir
sama seperti zaman Hindia Belanda melakukan usahg@ lyertujuan untuk
mendapatkan penghasilan untuk Pemerintah Belanda. térsebut masih
berlaku, asal tidak bertentangan dengan UUD 19%{iers :

a. Perusahaan negara yang diatur IBMWicche Bedrijven WeiStb. 1927
No0.419. Anggaran perusahaan IBW dimaksudkan dafagygaaan belanja
negara, teknis anggarannya termasuk dalam Departeifeiangan,
pengawasan masingmasing di bawah departemen te&oistohnya,
Jawatan Kereta Api, Jawatan Pegadaian, Percetadgarl

b. Perusahaan negara yang diatur ICWidische Comptabiliteits Wet
Perusahaan ini tidak tegas berstatus sebagai eaganusaha yang
dilaksanakan pemerintah. Namun, anggaran perusakaaasuk dalam
anggaran departemen yang bersangkutan. Contohmyeeridtan Balai
Pustaka, Perusahaan Listrik Negara, Perusahaaviiduim Negara.

c. Perusahaan negara di luar IBW dan ICW, sebagdieri
Perusahaan yang diselenggarakan BIN (Bank Industonesia), sekarang
Bapindo. BIN kurang lebih memiliki 90 perusahaamfuk membantu
pembangunan dalam lapangan industri, pertambardgm,perkebunan
Contoh, PT. Perusahaan Tinta Tjetak Tjemani, PTrilP&ertas Blabak,
PT. Perusahaan Hotel dan Tourist Nasional.

d. Perusahaan yang dinasionalisasi, dalam rangkagpgigun pengembalian
Irian Barat. Pemerintah menempatkan semua perusaBatanda di

bawah pengawasan Pemerintah Indonesia dan aktmmgsionalisasikan.
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e. Perusahaan di lapangan hukum perdata, yaitu pexaisajang berbentuk
PT, sahamnya dipegang seluruhnya pemerintah. Corfedh Usaha
Pembangunan Periklanan, PT Pertambangan Timah uBglit PT
Pertambangan Timah Singkep, PT. Pertambangan Badsih PT
Permina.

f. Perusahaan yang modalnya dari Pemerintah atau mpa&syemodal.
Contoh, PT djakarta Lloyd, PT Pelayaran Nasiondbhesia, PT Garuda
Indonesia, dan PT Sampit Dayak.

g. Perusahaan yang modalnya berasal dari Pemerinigianéan oleh
Yayasan. Contoh, Yayasan Prapanca, Yayasan UrugshanBMakanan,
Yayasan Motor, Yayasan Bahan Pertanian, Yayasaat Kaakyat Pusat,

Yayasan Persediaan bahan Perindustrian.

Melihat perkembangan yang demikian, sejak semuijadiekerancuan
aspek hukum BUMN. Walaupun upaya penyederhanaatulhepenegasan
fungsi ke dalam Perjan, Perum, dan Persero beluknpcuKarena masih
banyaknya BUMN yang mempunyai dasar hukum lain demtuknya
berbeda, seperti PN, PT, PT Campuran, Yayasan,gBul@an lainnya.
Keanekaragaman aspek hukum masih ditunjukkan dglemses sejarah
sampai sekarang.

Perkembangan tiga bentuk BUMN sesuai dengan misirdapat
digambarkan sebagai berikut : Tahun 1976/1977 raR,e23 Perum, dan 116
Persero. Tahun 1987/1988, 2 Perjan, 33 Perum darPéisero (146 tunggal
clan 33 patungan). Tahun 1994 Perjan tidak lagiP@dum, dan 186 Persero.
Data tersebut di atas, menunjukkan telah terjadilj@han bentuk dan secara
yuridis pergeseran fungsi

Bentuk Undang-undang No.9 Tahun 1969, usaha-usad@ra berbentuk
Perusahaan dibedakan dalam tiga bentuk :

a. Perusahaan Jawatan (Perjan)

b. Perusahaan Umum (Perum)

c. Perusahaan Perseroan (Persero)
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Dengan keluarnya UU No0.9 Tahun 1969 maka BUMN yaudah ada
sebelumnya, yaitu Perusahaan-perusahaan Negara {BN) Perseroan-
perseroan Terbatas Milik Negara (dikenal sebagalL&Ma) harus dialihkan
dan disesuaikan bentuknya. Disamping tiga golorgdiMN diatas, masih
dikenal bentuk-bentuk lain yang mempunyai ciri-dthusus dan ditunduk
pada Undang-undang tersendiri seperti bank-bankeRetah yang tunduk
pada UU Perbankan dan UU pendiriannya masing-mashdp pula
Pertamina yang merupakan perusahaan minyak darbwas negara dan
tunduk pada UU No.8 Tahun 1971.
a.Perusahaan Jawatan (Perjan)

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-udang No.9 TE®G®, Perjan adalah

Perusahaan Negara yang didirikan dan diatur daletentuan-ketentuan

IBW Stb. 1927 No0.419 yang telah beberapa kali miangaperubahan

dengan Stb. 1927 No0.419 yang telah beberapa kalgahemi perubahan

dengan Stb. 1936 No0.445, Undang-udang No.3/Drt/19Bh Undang-
undang No.13 Tahun 1955. Inpres No. 17 Tahun 198&nyebutkan
bahwa Perjan, dengan ciri-ciri pokok, sebagai lrik

a. Makna usaha adalah publik service, artinya pengabskerta pelayanan
kepada masyarakat. Usahnya dijalankan dengan memegyarat-
syarat efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalamayemen perusahaan
dan pelayanan kepada umum atau masyarakat yang dbek
memuaskan.

b. Bagian dari Departemen atau Direktorat jenderal &aektorat atau
Pemerintah Daerabh.

c. Mempunyai hubungan hukum publilpublik rechteljik verhouding
Bila ada atau melakukan tuntutan/dituntut, makaukle&tannya adalah
sebagai Pemerintah atau seizin Pemerintah.

d. Hubungan usaha antara Pemerintah yang melayanindeyarakat
yang dilayani, sekalipun terdapat sistem bantuam aubsidi, harus
selalu didasarkan atdmisiness-zakelijkheid, cost accounting principles

dan management effectivenesstinya setiap subsidi yang diberikan
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kepada masyarakat selalu dapat diketahui dan dipatat/dibukukan
di mana yang diterima berupa potongan-potonganahatgu mungkin
pembebasan sarna sekali dari pembayaran (uangabgkdélpa yang
seharusnya dibayar masuk kepada negara harus temar-dinyatakan
dalam tanda pembayaran, karcis, jumlah yang haibayarkan,
dinyatakan secara jelas persentase potongan atambepasan
pembayaran.

e. Dipimpin oleh seorang Kepala, merupakan bawahatu saggian
dari Departemen Direktorat Jenderal atau Direktoedu
Pemerintah Daerah.

f. Seperti badan atau lembaga pemerintah lainnya, nreyapdan
memperoleh fasilitas negara.

g. Pegawainya pada pokoknya adalah pegawai negeri.

h. Pengawasan dilakukan secara hierarki maupun s&gagaional,

seperti bagian-bagian suatu Departemen atau Peatedaerah.

b. Perusahaan Umum (Perum)

Pasal 2 ayat 2 Undang-undang No.9 Tahun 1969 matks@bbahwa
Perum adalah PN yang didirikan dan diatur berdasarketentuan-
ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. pIP80. Ciri-ciri
pokok berdasarkan Inpres No.17 Tahun 1967, selbagut :

a. Makna usahanya adalah melayani kepentingan urfproduksi,
distribusi, dan konsumsi). Usaha dijalankan dengarsip efisiensi,
efektivitas dan econonaiost-accounting principles and management
efektivenesserta bentuk pelayanan (service).

b. Berstatus badan hukum diatur berdasarkan undiadgng
(wetsduiding.

c. Bergerak di bidang jasa vitapublic utilities. Pemerintah boleh
menetapkan bahwa beberapa usaha yang bepsibdit utility tidak
perlu diatur, disusun atau diadakan sebagai pesasategara.



41

d. Mempunyai nama dan kekayaan sendiri, bebas bergszpkrti
perusahaan swasta, mengadakan perjanjian, kodamakhabungan-
hubungan dengan perusahaan lainnya.

e. Dapat dituntut dan menuntut, hubungan hukumnyaudiaecara
hukum keperdataamiivat rechterlijk.

f. Modal seluruhnya dimiliki negara dari kekayaan maggang
dipisahkan, dapat mempunyai dan memperoleh dania kdedit
dalam dan luar negeri atau dari obligasi.

g. finasial harus dapat berdiri sendiri, kecuali adéitix Pemerintah
mengenai tarif dan harga. Akan diatur melalui sdilfgmerintah.

h. Dipimpin oleh seorang Direksi, pegawainya adalahgapei
perusahaan Negara dan diatur dalam ketentuan deisedi luar
ketentuan pegawai negeri.

I. Organisasi, tugas, wewenang, tanggung jawab dana car
pertanggungjawabannya, pengawasan, diatur secarsukhsesuai
dengan undang-undang pembentukannya.

J. Laporan tahunan perusahaan memuat neraca untundamigeraca

kekayaan yang disampaikan kepada pemerintah.

c. Perusahaan Perseroan (Persero)

Pasal 2 ayat 3 Undang-undang No0.9 Tahun 1969 matkab
bahwa Persero adalah perusahaan dalam bentuk PB@rtisdiatur
menurut ketentuan-ketentuan KUHD Stb. 1847 No.2Bgsang diganti
dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1995) baik sahamsafa untuk
sebagian maupun seluruhnya dimiliki oleh Negarai-&ii Persero
berdasarkan Inpres No.17 Tahun 1967, sebagai beriku
a. Makna usahanya untuk memupuk keuntungan pelayarsan d

pembinaan organisasi yang baik, efektif, efisiean cckonomis

secarabusiness zakelikcost accountingprinciplesmanagement
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effectivenessdan pelayanan umum yang baik, memuaskan dan
memperoleh laba.Status adalah badan hukum perdeatag
berbentuk Perseroan Terbatas.Hubungan usaha dmaéumurut
hukum perdata.

b. Modal seluruhnya atau sebagian merupakan milik naegari
kekayaan Negara yang dipisahkan. Dimungkinkan aajimyt atau
mixed enterprisedengan swasta (nasional dan atau asing) dan
adanya penjualan saham perusahaan milik negaratiSsgman atau
lembaga pemerintah lainnya, mempunyai dan mempefaklitas
Negara.Dipimpin oleh seorang Direksi dan statusapeg sebagai
pegawai perusahaan biasa.Peranan Pemerintah adeladgai
pemegang saham. Intensitasedezeggenchaggrhadap perusahaan
bergantung besarnya jumlah saham (modal) yang ikimil
berdasarkan perjanjian antara pemerintah dengaiiipp&amnya.

Dari paparan diatas dapat disimpulkan, Bahwa dwgBJMN itu
sendiri memiliki beberapa karakteristik badan usgaidu tiga badan
usaha dimana memiliki tugas dan tanggung jawabasésugsi masing-
masing. Sehingga dapat membantu peran pemerintehngamiliki ciri
khas tersendiri sesuai dengan dengan UU yang lberaéntoh Salah
satu dari bentuk BUMN vyaitu Persero PT PLN, yangniiki fungsi
dan tugas dibidang jasa dalam penyediaan listegaxa, memberikan

pelayanan secara maksimum pada pelanggan.

5. Kondisi BUMN

Kondisi BUMN dimasa depan, lingkungan pasar cenagrgemakin
bersaing ketat. Dalam kondisi semacam ini dayagsatau keunggulan
kompetitif merupakan faktor penting dalam meningkat volume
perdagangan dan menarik minat investasi. Sepertj gilkkatakan Porter (1995)
dalam simatupang (2005 : 72) bahwa keunggulan ingrsalalah jantung dari

kinerja peruasahaan didalam pasar yang bersaing.
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Berkaitan dengan hal tersebut upaya peningkataa siaiyng dalam upaya
membangun keunggulan kompetitif sudah selayaknyanjade perhatian
berbagai kalangan baik para pelaku bisnis aparaikiaisi dan organisasi
maupun anggota masyarakat lainnya yang merupakagkuingan kerja
instituisi (Sumatupang, 2005:72-73).

Bagi para pelaku bisnis yang tidak membedakan d&paieasta atau
BUMN faktor penentu keunggulan kompetitif yang maeti produktifitas
efisien kualitas produk dan layanan prima merupaljmg tombak dalam
menghadapi persaingan. Faktor produktifitas dasiezfi menjadi komponen
satu-satunya dalam menghadapi persaingan, kuagiaduk layanan prima
kepada pelanggan juga merupakan faktor dominanmdataenciptakan

customer satifacatiodan memenuhdustomer’s need.
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METODE PENELITIAN

A. Jenispendlitian

Dalam suatu penelitian diperlukan metode yang sedeagan pokok
permasalahan dan tujuan penelitian, agar diperdeh yang relevan dengan
permasalahan penelitian. Adapun metode yang digumaalam penelitian ini
adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekadeskriptif. Penelitian
deskriptif adalah jenis penelitian yang berupaya naeskripsikan atau
memberikan gambaran dan menguraikan keadaan desejaemarnya terjadi
berdasarkan fakta-fakta yang ada, serta berusaheamglan pemecahannya.

Menurut croswall dalam Djam’an (2009:24) penelitiaralitatif dalah suatu
prosesinquiriy tentang pemahaman berdasarkan pada tradisi-traéigidologis
terpisah, jelas pemeriksaan bahwa menjelajah soasalah social atau manusia.

Menurut Strauss dan Corbin (2003) penelitian katditlimaksud sebagai
jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak dipéraelalui prosedur statistik
atau bentuk hitungan lainnya. Selanjutnya, dipifdpenelitian kualitatif karena
kemantapan peneliti berdasarkan pengalaman penali® dan metode kualitatif
dapat memberikan rincian yang lebih kompleks temtéenomena yang sulit
diungkapkan oleh metode kuantitatif.

Suatu metode dipilih dengan memperhatikan kesasudémgan objek
studi, atau dengan kata lain dalam suatu penebaagat diperlukan metode yang
sesuai pokok permasalahannya dengan tujuan peaneliiéngan maksud agar
diperoleh data yang relevan dengan permasalahatitpen

Jadi dalam penelitian ini akan digunakan suatu deetkualitatif dengan
pendekatan diskriptif, sehingga diharapkan nantiny@mpu menggambarkan
fenomena-fenomena dan menganalisa hubungan-hubwagan terjadi antara

fenomena tersebut.
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B. FokusPendlitian
Dengan penetapan fokus yang jelas, peneliti dagahbonat keputusan

yang tepat tentang data mana yang dikumpulkan damamgang tidak perlukan

atau mana data yang akan dibuang.

Fokus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas pelayanan PPOB:

a)

b)

Kesesuaian antara prosedur yang ada dengan pedaksasistem
PPOB yang berarti kesesuaian antara petunjuk @elake dengan
praktek pelaksanaannya sendiri. Meliputi petunjidspdur pelayanan,
waktu efisien dan biaya yang ekonomis serta prpsésyanan yang
sederhana.

Ketersediaan sarana penunjang maupun fasilitaygrea (meliputi
kondisi fasilitas, alat kelengkapan gedung dan tatang) dalam
pelaksanaan sistem PPOB yang dapat digunakan ungricapai
tujuan yang diharapakan.

Tanggapan masyarakat mengenai pelayanan pembayekaning
listrik yang diterima dari PT PLN Area Madiun dantna payment
point (KUD), memperoleh tanggapan yang baik olehsyaeakat

terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan sistem p&@BRliterima.

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam peneragamdt®OB:

a) Faktor pendukung sistergyment Point Online Bank):

- Faktor intern yaitu kejelasan tujuan yang hendakghi, kejelasan
strategi pencapaian, proses analisa dan perumusajaksanaan
yang mantab, perencanaan yang matang, penyusub@aipr yang
tepat, persediaan sarana dan prasarana kerjasae#&dn efektive
dan efisien.

- Faktor ekstern yaitu loket-loket yang disediakatukrmelakukan
pembayaran lebih banyak, hemat waktu biaya, memipekaang
bisnis loket, memungkinkan adanya sinergi dan natggpelayanan

antara berbagai instansi penyedia layanan.
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b) Faktor penghambat sistefafyment Point Online Bank)

- Faktor intern : permasalahamuman eror kesalahan yang
dilakukan petugas dalam pengentrian proses transefadian
gangguan jaringan apabila gangguan pada sistem utemp
(offline), butuh dana besar untuk deposit apalbdagaksi juga
besar.

- Faktor ekstern : adanya uang palsu dari pelangmamsaingan
antar loket competitor dari bank lain, persaingae fdan
fasilitas antar penyedia layanan.

C. Lokas dan Situs Pendlitian.

Lokasi dan situs penelitian adalah tempat dimamelgeakan melakukan
penelitian. Berdasarkan lokasi penelitian penetigémperoleh data dan informasi
yang diperlukan terkait permasalahan yang telaletapkan. Adapun lokasi
penelitian dalam penelitian ini adalah PT PLN Akéadiun dan mitra kerja PLN
yaitu KUD.

Sedangkan situs penelitian adalah tempat dimanaeliperdapat
menangkap dan mengetahui keadaan sebenarnya gak ghng akan diteliti.
Dengan demikian situs dalam penelitian ini adal@hFRN Area Madiun dan
mitra kerja PLN yaitu KUD.

Alasan peneliti memilih lokasi penelitian PT PLNearMadiun dan mitra
kerja PLN yaitu KUD. karena PT PLN Area Madiun it@lah mendapatkan
prestasi yang sangat baik dalam meningkatkan ksgelayanannya.

Sedangkan alasan peneliti memilih situs penel@anPLN Area Madiun
dan mitra kerja PLN yaitu KUD karena telah berhas@inerapkan sistem layanan
PPOB yang terlihat dari kinerja Unit di bidang Naagang berhasil mencapai
target kinerja setiap bulannya. Dan diharapkanntped ini peneliti dapat
memperoleh data yang dikehendaki sesuai judul pemelya. Namun bukan
berrti kondisi yang baik di atas memastikan tidala masalah PT PLN Area
Madiun dan mitra kerja PLN yaitu KUD. Kondisi yadgpat dilihat adalah masih
kurangnya control system dan jaringan untuk mendghkarakteknya. Kemudian

kegiatan pelatihan sebagai upaya untuk meningkdtdpasitas SDM yang ada di
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dalamnya juga masih kurang. Berdasar hal inilateltememilih PT PLN Area
Madiun dan mitra kerja PLN yaitu KUD. Sebagai speselitian.

D. Sumber dan Jenis Data

Sumber data atau sumber informasi adalah segaaat yang bisa

memberikan informasi mengenai data penelitian ydrimtuhkan. Jenis dan

sumber data yang digunakan pada penelitian ineadsbagai berikut :

1.

Data primer
Data primer adalah data yang diperoleh secarauaggdari narasumber atau
responden yang berupa kata-kata dari orang-orang ydah diwawancarai
secara langsung. Dalam penelitian ini, sumber piataer diperoleh dari :

a. Asisten manager SDM PT PLN Area Madiun.

b. Asisten manager Niaga PT PLN Area Madiun.

c. Staf loket pelayanan sistem PPOB.

d. Masyarakat atau Pelanggan pengguna jasa PPOB
Data sekunder, merupakan data yang diperoleh tidaigsung dari
sumbernya yang dapat berupa dokumen-dokumen, lageparan, artikel-
artikel yang terdapat kaitannya dengan masalah g#egti. Dalam hal ini
data sekunder didapat data-data yang dapat bergjpa laporan, dokumen
yang ada di PT. PLN Area Madiun. Selain itu, datagydiambil bisa berasal

dari internet, surat kabar dan jurnal-jurnal.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yanggaitama dalam

penelitian, karena tujuan utama dari penelitianadaendapatkan data. Tanpa

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneléidkan mendapatkan data

yang memenuhi standart data yang ditetapkan. (8ogjy2007:401)

Sedangkan teknik pengumpuan data menurut Arikuri8() adalah cara atau

metode yang dapat digunakan oleh peneliti untuk gmempulkan data yang

dimana cara tersebut menunjuk pada suatu yangakbsittak dapat diwujudkan
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dalam benda yang kasat mata tetapi dapat dipertkamo penggunaannya
Sehingga teknik pegumpulan data yang dipergunalkdmpeneliti adalah :
1. Observasi
Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukargde mengadakan
pengamatan langsung ke lokasi penelitian dan mieakypencatatan
mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitiatnku memperoleh
gambaran yang jelas tentang keadaan pelayanam3?s©B.
2. Wawancara
Merupakan teknik mendapatkan data atau informasalmedanya jawab
secara langsung dengan beberapa orang yang diabgdapnpeten guna
diminta keterangan sehingga didapatkan informasg yaktual tentang
segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian.
3. Dokumentasi
Teknik yang dilakukan dengan mencatat atau menyalia-data yang ada
dalam dokumen di lokasi dan situs penelitian yaiaggbap relevan atau
sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dalamkiglengumpulan data
ini dapat berupa arsip, laporan, gambar-gamba-ffib, peraturan,
kebijakan dan data sekunder lainnya yang berhulbudgagan penelitian

yang dilakukan.

F. Instrumen Penélitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang rdipgkan untuk
memperoleh atau mengumpulkan data dalam proses lit@@ne Dalam
mendukung proses pengumpulan data dan memperotehydag diinginkan,
peneliti menggunakan instrument penelitian berupa :

1) Peneliti sendiri, yaitu dengan cara menyaksikan d@ngamati
secara langsung peristiwa-peristiwa yang berkadangan objek
yang diteliti.

2) Pedoman wawancara ataunterview guide, digunakan sebagai

kerangka dasar dalam melakukan wawancara agar \waveagang
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dilakukan peneliti tetap terarah dan tetap menjatgvansi terhadap
masalah dalam penelitian.
Perangkat penunjang, meliputi buku catatan, alet teenulis, dan alat bantu

lain untuk merekam serta mencatat data-data ygregldkan dalam penelitian.

G. Metode Analisis

Analisis data adalah penyederhanaan ke dalam fméuatau bentuk
yang lebih mudah untuk diinterpretasikan. Diliharidenis penelitian deskriptif
dengan pendekatan kualitatif yang digunakan dalenelgian maka analisa data
harus diinterpretasikan dengan cara melukiskan paselitian dalam bentuk kata
atau kalimat. Sehingga analisis data pada pemeliggkriptif dengan pendekatan
kualitatif bukan dalam bentuk suatu angka. Sedamgh@ndangan Miles dan
Huberman (1992 : 16) mengenai analisis data dalanelpian di sini lebih
menitik beratkan pada alur kegiatannya. Analisisadéu terdiri dari 3 alur
kegiatan yang terjadi, yaitu reduksi data, penyagiata, dan penrikan kesimpulan

atau verifikasi.

Alur kegiatan yang ditempuh dalam analisis dateefpgan deskritif oleh
peneliti sebagai sebrikut :

1. Reduksi Datadata reduction)
Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihanada peneliti
mengumpulkan data yang berkaitan dengan Restra&siri
Organisasi Perangkat Daerah yang muncul dari catatatan
tertulis di lapangan. Selanjutnya data tersebutildipesuai dengan
fokus penelitian untuk kemudian disederhanakan Regduksi data
merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan,
menggolongkan, mengarahkan, dan mengorganisasikaia d
dengan cara sedemikian rupa.

2. Penyajian Datalata display)
Merupakan penyusunan data yang diperoleh sehingga

memungkinkan adanya penarikan kesimpulan. Penyajga ini
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untuk memudahkan peniliti melihat gambaran secaselkruhan
atau bagian-bagian tertentu dalam penelitian. Dengeelihat
penyajian data, kita dapat memahami apa yang sdegadi dan
apa yang harus dilakukan, lebih jauh menganalisen d
pengambilan tindakan berdasarkan pemahaman yaapatid
3. Penarikan Kesimpulaognclution drawing & verifying)
Penarikan kesimpulan merupakan bagian akhir datusanalisis
data, yang mana kesimpulan ini merupakan suatu gambdari
peneliti mengenai suatu gejala atau fenomena ydagRenarikan
kesimpulan dilakukan secara terus-menerus separganglitian
berlangsung. Pengambilan kesimpulan terhadap dattalun
proses pemahaman terhadap hal-hal yang seringltipdida, atau
hubungan dan sebagainya.
Selanjutnya: “ketiga hal utama, yaitu reduksi dpnyajian data, dan
penarikan kesimpulan atau verifikasi sebagai syafng jalin-menjalin pada saat
sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data blatdok yang sejajar, untuk

membangun wawasan umum yang disebut anal(isiges, 1992, h.19

Pengumpulan
data
Penyajian
data

Kesimpulan-kesimpulan:
Penarikan/Verifikasi

Sumber : Matthew B. Miles dan Michael A. Hubberman, Metode Penelitian Kualitatif, Ul
Press, Jakarta, 1992, hal. 20.

Gambar 2 Komponen-komponen Analisis Data ModekakiE#fBagan Analisis
Data kualitatif
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Memperhatikan bagan pada gambar 2 diatas, darihafjdersebut yaitu
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kedanpuerupakan sesuatu yang
jalin menjalin pada saat sebelum, selama, sesué@algumpulan data dalam
bentuk sejajar untuk membangun wawasan umum yaalput “analisis”. Dalam
pandangan ini tiga jenis kegiatan analisis dan dtagi pengumpulan data itu
sendiri merupakan proses siklus dan interaktif.elferharus siap bergerak siap
bergerak diantara empat “sumbu” kumparan itu selgmagumpulan data.
Selanjutnya, bergerak bolak-balik diantara kegiataduksi, penyajian, dan

penarikan kesimpulan/ verifikasi selama sisa waletioelitian.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. PT PLN Area Madiun

Ketenaga Listrikan di Indonesia di mulai pada akiiad ke 19 , pada
saat beberapa Perusahaan Belanda, antara laimik Baita dan Pabrik Teh
mendirikan pembangkit Tenaga Listrik untuk kepamlisendiri. Ketenaga
Listrikan untuk kemanfaatan umum mulai ada pada gpaaisahaan swasta
Belanda yaitu NV, NIGN, yang semula bergerak diabgl gas memperluas
usahanya dibidang penyediaan tenaga listrik untrkanfaat umum. Pada
tahun 1927 pemerintah Belanda membent8k LANDS WATERKRACHT
BEDRIJVEN (LWB)yaitu perusahaan listrik Negara yang mengela/aAP
Plengan, PLTA Lamajan, PLTA Bengkok Dago, PLTA Updan Kracak di
Jawa Barat , PLTA Giringan di Madiun , PLTA TesRengkulu , PLTA
Tonsea Lama di Sulawesi Utara dan PLTU di Jak&e#ain itu, di beberapa
Kotapraja dibentuk perusahaan-perusahaan Listriktafaja. Dengan
menyerahnya pemerintah Belanda kepada Jepang ¢eleang dunia ke II,
maka Indonesia dikuasai Jepang. Oleh karena itusgkaan listrik dan gas
yang ada diambil alih oleh Jepang dan semua pémalam Perusahaan
Listrik tersebut diambil alih oleh orang-oradgpang. Dengan jatuhnya
Jepang ke tangan sekutu, dan diproklamasikannyaeKikaan Indonesia
pada tanggal 17 Agustus 1945, maka kesempatanbakgni dimanfaatkan
oleh Pemuda dan buruh Listrik dan Gas untuk mendaahb perusahaan-
perusahaan listrik dan gas yang di kuasai Jepagiglah berhasil merebut
perusahaan listrik dan gas dari tangan kekuasagande Kemudian pada
bulan September 1945 suatu delegasi buruh, pegéstak dan gas
menghadap pimpinan KNI pusat yang pada waktu itkedahui oleh Mr.

Kasman Singodimejo untuk melaporkan hasil perjuangmereka.
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Selanjutnya delegasi bersama-sama dengan pimpiNanFRdsat menghadap
Presiden Soekarno, untuk menyerahkan perusahaasapeman listrik dan
gas kepada Pemerintah Republik Indonesia. Penyertdraebut diterima
oleh Presiden Soekarno dan kemudian dengan penepsmraerintah No.1
tahun 1945 tertanggal 27 Oktober 1945, dibentujdafatan listrik dan gas
dibawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga.

Dengan adanya Agresi Belanda | dan I, sebagiaarbgerusahaan-
perusahaan listrik dikuasai kembali oleh pemeridatanda atau pemiliknya
semula. Pegawai-pegawai yang tidak mau bekerja kamadian mengungsi
dan menggabungkan diri pada kantor-kantor jawaséikldan gas di daerah-
daerah Republik Indonesia yang bukan daerah pekd@dlanda untuk
meneruskan perjuangan. Selanjutnya, dikeluarkarutkspn Presiden RI.
Nomor 162 tanggal 3 Oktober 1953 tentang Nasisasiliperusahaan listrik
milik bangsa asing di Indonesia jika waktu konseyaihabis. Sejalan dengan
meningkatnya perjuangan bangsa Indonesia untuk elesmskan Irian Jaya
dari cengkeraman penjajah Belanda, maka di kelnatdadang-undang
Nomor 86 tahun 1958 tertanggal 27 Desember 195&rtgnNasionalisasi
semua perusahaan Belanda dan Peraturan Pemeriotabr N8 tahun 1958
tentang Nasionalisasi Perusahaan Listrik dan Gadik melanda. Dengan
undang-undang tersebut, maka seluruh Perusaha&ak Belanda berada di
tangan bangsa Indonesia. Sejarah ketenaga listdkbndonesia mengalami
pasang surut sejalan dengan pasang surutnya pgajudangsa. Tanggal 27
Oktober 1945 kemudian di kenal sebagai hari ksfian gas. Hari tersebut
diperingati untuk pertama kali pada tanggal 27 O&to1946, bertempat di
Gedung Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia tPUsBPKNIP )
Yogyakarta. Penetapan secara resmi tanggal 27 e@kt5 sebagai Hari
Listrik dan Gas berdasarkan Keputusan Menteri RadertUmum dan Tenaga
Nomor 20 tahun 1960, namun kemudian berdasarkarut{sgn Menteri
Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Nomor 235/KPT8&31%anggal 30
September 1975 peringatan hari listrik dan gag yrgabung dengan Hari
Kebaktian Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik yamghjgpada tanggal 3
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Desember. Mengingat pentingnya semangat dan ni@iari listrik, maka
berdasarkan Keputusan Menteri Pertambangan dargifdemor 1134.K /
43.PE / 1992 tanggal 31 Agustus 1992 di tetapkartiamggal 27 Oktober

sebagai Hari Listrik Nasional.

Kantor PLN Madiun pertama kali berdiri pada tahi@b@ Pada
awal berdirinya kantor PLN ini menempati Rumah BifRembantu Residen
Belanda. Kantor PLN ini beralokasi di jalan Pahlavo. 32 pindah ke jalan
Letien Haryono No. 30 Madiun. Hal ini dilakukan den alasan bahwa
gedung yang ditempati sebagai kantor PLN yang l@ambukan milik PLN
melainkan milik pemerintah Kotapraja Madiun. KanRitN Cabang Madiun
yang baru diresmikan tanggal 3 Desember 1991, Dietktur Utama PLN Ir.
Emansyah Jamin, dan tahun 1992 segala aktivitagakan PLN pindah di
Letien Haryono No. 30 Madiun. PLN yang awal berdia merupakan
Perusahaan Umum berubah menjadi PT. PLN (Persem)asarkan Akta
Notaris Soetjipto, SH. Nomor 169 tahun 1994. Halditakukan dengan
alasan untuk menambah modal dengan cara menjuainsalengan harapan
akan meningkatkan profit. Keuntungan in akan m&sukiegara sebesar 60%
dan sisanya sebesar 40% akan masuk ke pemegang.sahelihat
perkembangan PLN Cabang Madiun, pada tanggal 18®@bpr 2000 PT.
PLBN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Madidengan 9
Rayon/Ranting berubah menjadi “PT. PLN (Perseroydit Pelayanan
Jaringan (UPJ) Madiun, 1 Unit Pelanggan Tegangamd&e (UPP - TR)
Madiun, Ponorogo, Magetan, Ngawi, Pacitan, Maospadiruban, Dolopo,
dan Mantingan”. Perubahan itu diresmikan oleh pmapiPT. PLN (Persero)
Distribusi Jawa Timur Ir. Budi Hardjanto. Kemudipada tahun ini, Area
Pelayanan dan Jaringan Madiun terbagi menjadi 0RRajiantaranya Rayon
Madiun Kota, Rayon Dolopo, Rayon Caruban, Rayon dpat, Rayon
Magetan, Rayon Mantingan dan Rayon Ngawi. Sejakinah©92 sampai
sekarang (2012) kantor PT. PLN (Persero) Distriblmsiva Timur Area
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Pelayanan dan Jaringan Madiun masih tetap berlakali Letjen Haryono
No. 30 Madiun 63132.
Nama-Nama Pimpinan PLN Cabang Madiun Adapun segdirt
1950 sampai sekarang (tahun 2012) PLN Cabang Madiah mengalami

pergantian pimpinan sebanyak 13 kali. Untuk lelalagnya dapat dilihat

pada table dibawah ini :

Tabel. Nama-Nama Pimpinan PLN Cabang Madiun

NO Nama Jabatan Tahun

1 R. Soediono Ka. Jawatan Listrik dan Gas Cab. Madi| 1950-1955
2 R. Moh. Saleh Ka. Cab. PLN Expl IX Cab. Madiun 589972

3 R. Tjiptono Ka. Cab. PLN Deskit | Cab. Madiun 1917275

4 H. Sinawan BME Ka. PLN Wilayah XII Cab. Madiun 71978

5 Djoko Hardjendro BEE] Ka. PLN Distribusi Jatim Caadiun 1978-1988
6 Woerjanto Ka. PLN Distribusi Jatim Cab. Madiun 198992

7 NEP. Naibaho, BA Ka. PLN Distribusi Jatim Cab.dvim 1993-1995
8 Ir. Ign. Haryudhanto Ka. PLN Distribusi Jatim Caladiun 1995-2000
9 Ir. A. Kristianto Manajer PT. PLN (Persero) APJ Mad 2000-2004
10 | Ir. I. Made Artha Manajer PT. PLN (Persero) ARadiun 2004-2008
11 | Ir. Eris MT. Gultom Manajer PT. PLN (Persero) APadiun 2008-2009
12 | Ir. R. Ekoriwanto Manajer PT. PLN (Persero) Aradiun 2009-2011
13 | Natan Manajer PT. PLN (Persero) Area Madiur 201t-s

o)

Sumber : PT. PLN (Persero) Area Madiun

Dasar hukum perusahaan.

PT PLN Area Madiun mempunyai dasar hukum dalam ksalzakan

kinerja perusahaan untuk meningkatkan pelayanaen&gt listrikan. Dasar

hukum tersebut adalah:

1.

2.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun32®éntang

BadanUsaha Milik Negara.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun72@éntang

Perseroan terbatas.
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11.

12.

13.

14.

56

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun92@&éntang
ketenaga listrikan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor hQntal959 tentang
penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik sebagainelah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia n8rtahun 2005 dan
peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomaal26n 2006.
Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor B8ntal994 tentang
pengalihan bentuk perusahaan umum (perum) listrédgakb menjadi
perusahaan perseroan (persero).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun52®éntang
pendirian pengurusan, pengawasan dan pembubaraNBUM

Anggaran dasar PT PLN (persero).

Keputusan menteri Negara BUMN Nomor kep-252MIU20@&itang
pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggot&sidiperusahaan
perseroan (persero) PT perusahaan listrik Negara.

Keputusan Direksi PT PLN (persero) Nomor 001.k,D38/1994
pemberlakuan peraturan sehubungan dengan pengdidramk hukum
perusahaan.

Keputusan Direksi PT PLN (persero) Nomor 197.K/Mi&/2003
tentang pedoman pengembangan organisasi unit JaBa® (persero).
Keputusan Direksi PT PLN (persero) Nomor 304.K/2IBU9 tentang
batasan kewenangan pengambilan keputusan dilingkurigT PLN
(persero).

Keputusan Direksi PT PLN (persero) Nomor 017.K/IMi&/2010
tentang organisasi dan tata kerja PT PLN (perssgbpgaimana diubah
dengan keputusan Direksi.

Keputusan Direksi PT PLN (persero) Nomor 299.K/RIBRI0 tentang
kewenangan penerapan badan organisasi PT PLN (@erse

Keputusan Direksi PT PLN (persero) Nomor 210.K/RIBR1 tentang
organisasi PT PLN (persero) Distribusi jawa timur.
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3. Tugas pokok, fungsi, dan program kerja.

Tugas pokok, fungsi, dari PLN Area Madiun adalahngetola
energy dan pemeliharaaan jaringan distribusi terlegiak, mengelola
transaksi energi serta mengelola niaga dan pelaypeianggan sesuai
dengan kewenangannya dalam rangka meningkatkan yapeia
ketenagalistrikan secara efisien dan efektif dengau dan kebutuhan
untuk mencapai target kinerja unit. Program kegagy diselenggarakan
oleh PT PLN Area Madiun.

4. Vis misi dan motto PT PLN Area Madiun.
Visi:
Diakui sebagai unit pelayanan unggul yang mengaikam

kepuasan pelanggan dan mengedepankan budayatagegri

Misi:

1. Memberikan pelayanan yang transparan kepada pelangmepat,
mudah, tuntas dan efisien.

2. Meningkatkan pelayanan berkesinambungan untuk dsgwu
pelanggan.

Motto:

Pecel Madiun (pelayanan cepat, hamdajy, dinamis dan santun).

5. Struktur organisasi
Struktur dalam suatu organisasi sangat bermauofaak dijadikan
landasan dan pola pelaksanaan dalam mencapai tdmmarhasil yang
ditetapkan organisasi semaksimal mungkin. Struktganisasi merupakan
skema yang menggambarkan hubungan antara pimperegad bawahan
serta antar bawahan dalam suatu bidang kerja @@gni Struktur
organisasi PT PLN Area Madiun dapat dilihat padalgar 1 dibawabh ini.
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Gambar 1
Struktur Organisasi
PT PLN Area Madiun
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SunbPT PLN (Persero) Area Madiun.

6. Sumber daya manusia.
Dalam penyelenggarakan layanan PT PLN Area Madiekyatan
sumber daya manusia terutama terkait kualitasnyaipakan salah satu

indikator yang vital didalam penyelenggarakan patey publik. Adapun
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jumlah SDM atau karyawan dilingkungan kantor PT PANa Madiun
dengan rincian sebagai berikut:

1. Bagian jaringan dipimpin oleh Asmen jaringan (JabatAtasan
Langsung : Asisten Manajer Jaringan)

2. Bagian konstruksi dipimpin oleh Asmen konstruk¥ah@atan Atasan
Langsung : Manajer Area)

3. Bagian pelayanan dan administrasi dipimpin oleh é&smelayanan
(Jabatan Atasan Langsung : Manajer Area)

4. Bagian perencanaan dan evaluasi dipimpin oleh Aspeeencanaan
dan evaluasi (Jabatan Atasan Langsung : Manajex)Are

5. Bagian transaksi energy listrik dipimpin oleh Asnteansaksi energy
(Jabatan Atasan Langsung : Manajer Area)

6. Man Area + ahli dipimpin oleh Manager Aredalatan Atasan
Langsung : General Manager)

7. Bagian Rayon dipimpin oleh Manager Rayodakatan Atasan
Langsung : Manajer Area).

7. Jenis-jenis pelayanan kantor PT PLN Area Madiun :

1. Pelayanan pasang baru

2. Pelayanan perubahan daya

3. Pengaduan gangguan (pemadaman, gangguan tegahgan,dl

4. Pengaduan niaga (info rekening, keluhan baca r#jer,

Penyajian Data fokus Penelitian

Sesuai dengan hasil wawancara di lapangan, bapgksiBdoko selaku
SPV pelayanan dan pelanggan bagian Niaga menyebuikhwa latar
belakang dibuatnya system payment poin online bdinRT PLN adalah
untuk meningkatkan pelayanan PT PLN (Persero) teqfhn&onsumen dan di
sisi PT. PLN (Persero) untuk mengamankan pendapiiampenjalan energy
listrik, bisnis PT PLN pun akan makin efisien, d&T PLN (Persero)
terhindar dari resiko-resiko penanganan uang kgysers perampokan dan

penggelapan, karena jasa tagih rekening listrikrsekonvensional dianggap
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kurang menarik, payment point yang tersedia tidakkémbang sehingga
pelanggan sulit bayar karena lingkungan pembayterbatas pada satu loket.

Sistem penjualan rekening listrik
Gambar 2

| KONVENSIONAL

P KUD
OFFLINE, SOPP

I TELLER, ATM, SMS

L BANK § EDC (Electronic Data Capture)

PO

PROVIDER
JARINGAN

BANK KUD

N v

PLN Sumber: PT (Persero)

Nt A

Karena adanya pengalihan sistem baru, dari sidtenvensional
menjadi sistem systerpayment point online banki, maka untuk setiap
transaksi pembayaran tagihan listrik melalui payinpen online bank. Para
konsumen pelanggan listrik dikenakan biaya admasstbank sebesar Rp.
1600 (seribu enam ratus rupiah). Biaya ini ditetaploleh masing-masing
bank.

Perjanjian kerjasama ini meliputi juga tanggunwgh para pihak
dalam hal terjadi pembayaran ganda, kesalahan pemamtagihan listrik
dan tagihan lainnya yang mengakibatkan pelanggambagar lebih tinggi
dari yang seharusnya. System payment point onlexgk bni melibatkan
beberapa pola kerjasama antara beberapa pihaltterkara lain:

1. PT PLN (Persero) dan bank penyelenggara (BUKOPMHIRI|

Syariah dll) menandatangani perjanjian kerjasamgklap dengan

standar prosedur pelayanan.
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2. PT PLN (Persero) dan switching provider menandatang

perjanjian kerjasama lengkap dengan standar propethyanan.

3. Bank dan switching provider juga ada perjanjiadsama, namun

dalam hal ini PT PLN (persero) tidak masuk.

4. Perjanjian kerjasama bank dengan mitra bismsliaeloket)

5. Perjanjian kerjasama bank dengaerchantatau loket pembayaran

rekening listrik downlinebank langsung).

Perjanjian kerjasama ini meliputi juga tanggunwgh para pihak
dalam hal terjadi pembayaran ganda, kesalahan pemdmtagihan listrik
dan tagihan lainnya atau kesalahan perhitungamaagiistrik dan tagihan
lainnya yang mengakibatkan pelanggan membayar lebdygi dari yang
seharusnya. Kemajuan teknologi informasi semakin mpeglihatkan
perkembangannya perkembangan tersebut meliputepdr&ngan di seluruh
aspek kehidupan vyaitu ekonomi, budaya, hukum, agal@a politik.
Perkembangan teknologi tersebut apabila dimanfaadecara tepat akan
dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yamgickan berdampak
pada peningkatan kemakmuran masyarakat suatu Nega@logi informasi
merupakan cara atau metode serta proses atau pyaohgk menghasilkan
nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, damngkatan mutu
kehidupan manusia. Teknologi informasi memegan@n@er yang penting
baik masa kini maupun masa yang akan datang. Salahperkembangan
teknologi ini adalah dengan adanya media intefdedalui media internet,
kita dapat menciptakan suatu cara yang dapat mdrkada system
pembayaran dalam suatu transaksi.

Selanjutnya pada proses transaksi secara onlide gasarnya tidak
jauh berbeda dengan proses transaksi jual belakdasiunia nyata. Pada
transaksi secara online menggunakan kontrak jualybeg disebut kontrak
elektronik. Kontrak elektronik merupakan suatu kakt yang berisi janji-
janji atau kesepakatan dan akibat dari pelanggatas peraturan-peraturan
tersebut. Dengan demikian pada suatu kontrak, haglasbeberapa unsure

yang terpenuhi. Oleh karena itu setiap jual belngyadilakukan secara



62

elektronik harus memenuhi syarat-syarat sahnya usuperjanjian
sebagaimana ditentukan dalam pasal 1B2@erlijk Wetboelyaitu:
1. Kesepakatan para pihak
Artinya bahwa para pihak yang membuat perjanjiaat peli secara
elektronik yaitu merchant dan costumer telah sepat@ memiliki
persesuaian kemauan dan saling menyetujui kehendalng-masing
yang dinyatakan secara tegas ataupun secara thamtdnpa ada
paksaan kekeliruan ataupun penipuan.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
Pasal 132®urgerlijk Wetboelkmenjelaskan bahwa setiap orang cakap
untuk membuat perikatan-perikatan jika oleh undandang tidak
dinyatakan tidak cakap. Oleh karena itu sepanjarg pihak dalam
jual beli secara elektronik adalah orang yang cakepurut undang-
undang maka perjanjian tersebiut berlaku mengikbagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya.
3. Suatu hal tertentu berhubungan dengan objek penaatau disebut
juga prestasi.
4. Suatu sebab yang halal.
Bahwa suatu sebab dalam perjanjian tidak bolelebimgan dengan

undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan.

dalam pelaksanaan layanan pembayaran rekening lpgtida sistem PPOB
(Payment point online bapknemiliki dasar hukum antara lain:
1. UU Nomor 10 Tahun 1998 Jo No7 Tahun 1998 TentamgaP&an
(pasal 1 butir 2)
2. Keputusan Direksi PLN N0.021.K/0599/DIR/1995 Tardggfa Mei
1995 tentang Pedoman dan Petunjuk Tata Usaha Belangungsi
penagihan: “dalam melaksanakan pelayanan penerimaan
pembayaran yang berorientasi pada pelanggan, paibuat
rencana kerjasma dengan pihak lain dalam hal pesgor

penerimaan pembayaran piutang pelanggan”.
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3. Edaran Direksi PT PLN (Persero) No.010.E/012/DIR2Uanggal
28 Juni 2002 Tentang Mekanisme Arus Dana Receiptuk
mewujudkan peningkatan pelayanan pelanggan danliggeka
mempercepat aliran masuknya dana hasil penagihambuoka
sarana pembayaran rekening listrik secara onlinkerf@sama
dengan pihak Bank-Bank Mitra Kerja”.

Pada sistemPayment Point Online BankPPOB) memiliki beberapa
bentuk diantaranya dapat berbentuk PP Down LinenkBadalah institusi tau
perorangan yang tidak masuk kategori lembaga keunangtapi berniat membuka
layanan pembayaran tagihan listrik (payment poddhgan bekerjasama dan
beroperasi dibawah tanggung jawab bank. antara(klifD, Yayasan, koperasi
dil) atau Delivery channel Bank adalah seluruhlifasi perbankan yang bisa
dimanfaatkan untuk melayani pembayaran tagihamiklisseperti ATM, Auto
Debet, e-Banking, transfer). Adapun syarat-sy&@tDown Linedan Delivery
channel Bankyaitu PP Down Line atau pelanggan penggDadivery channel

Bankharus mempunyai rekening deposit di Bank.

Alternatif Tempat & Cara

f—
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Beberapa konsekuensi PPOB diantaranya yaitu:
a. Pelanggan yang selama ini diKUD akan dikenakanabamministrasi
bank, karena KUD sekarang jatbwnlineBank.
b.Biaya administrasi bank dipersepsi oleh sebagiagyian
c. Landasan hukum PPOB sangat jelas, tetapi PLN ladtifanelakukan

sosialisasi.

Alur pelaksanaan system PPOB

Gambar 2
Prosedur L ayanan sistem PPOB

Masyarakat/pelanggan
Penyerahan struk pembayaran tagihan bin lalu

l

Loket PPOB

l

Resesan (transaksi)

l

Entri data —» catamwr pelanggan ——» entri data

\/d Pilih jenis £embayaran >

Print out struk pembayaran tagihan

Pelanggan
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Keterangan:

1. Pelanggan datang dengan membawa struk pembayaiaartdistrik bulan
lalu

Petugas loket PPOB menerima struk pembayaran tagiha

Diproses dan dientri (transaksi)

Masukan atau catat nomor pelanggan

Data dientri

Pilih atau klik jenis pembayaran, ok.

Kemudian diprint out

Diserahkan struk tagihan baru pada pelanggan damase menyebutkan

® N o oA WD

biaya tagihan kepada pelanggan.
Contoh gambar struk pembayaran tagihan listrik:

G
P1H00-99700

KPedioonrosiaily

e

RF TaG, FLM s w o w wsdtha B3]
MKM REF = 20120920112242000000000242377701

= PLN menyatakan struk ini sebagai bukti pembayaran yang sah, mohon disimpan.

2 ADMIM BARK i1 Y )

TOTAL BAYAR 2 Rpeannannans 36.481

ima Kasih

iowww plnacowid atan PLN Terdekat"
HUE & 133

12-04

"Rincian Tagihan Dapat I
TRFOF

. TERBILANG = TIGA PULUH ENAM RIRU EHFAT RATUS DELAFAN PULUH SATU RUFIAH
- DICETAK DI = FPKUD_KODYA JOSENAN MADIUN, 09233461453462443:442495JL .CUPUMANIKNOD 31 JOSENAN
B g?mGAL/KDDE : 08-1072012 10:31:06 WIB/HASA/14147001714147ENT/20120920/112304/9014147000079/CP

ety )

I Y W -
- Di Oleh: 141
Waktu Cetak = 01/1

No:Produk !NoFel Nama i Keterangan iSub—-Total

Fpoo .,
Rp191. 911

MAD MR

( CINI ADALAH REKAP TAGIHAN, BUKAN MERUPAKAN BUKTI PEMBAYARAN] GRAND TOTAL | 790.380
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Contoh gambar proses transaksi antara pelanggapetiagas loket PPOB.

Dari keerangan diatas dapat diketahui bahwa dengan adasiamS
PPOB (Payment point online bank) pelanggan hanylakukan 1 langkah
yakni melakukan transaksi pada petugas loket PP&Buklian memberikan

struk pembayaran tagihan listrik, dan petugas l@egsung memproses.

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan
Sarana Pelayanan adalah segala jenis peralataengiepan
kerja dan segala fasilitas lain yang berfungsi gabungsi sosial dalam
rangka kepentingan yang sedang berhubungan demganisasi kerja.
Sarana dan Prasarana yang ada di bagian layananR&OB di KUD
KODYA Madiun (mitra kerja PLN) guna menunjang pregeelayanan
antara lain :
a. Komputer
Jumlah perangkat komputer di dalam ruang pelayd?@®B ada
delapan unit. Setiap cabang loket PPOB KUD disediaR unit
komputer. Digunakan sebagai alat operasional dala@®es transaksi
antara petugas loket dan pelanggan. Dan disetiaginga disediakan
pula alat penunjang lainnya yaitu modem speedyndigan untuk

online.
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b. Jumlah print out ada 16 unit, masing—masing caldakgt PPOB
disediakan 2 unit print out. Untuk mencetak streknpayaran tagihan
listrik (sebagai bukti pembayaran yang sah)

c. Ruang Tunggu
Ruang tunggu terdiri dari 15 kursi. Yang disediakéeh pihak KUD
agar pelanggan dapat duduk, sambil menunggu prsebdayaran
tagihan listrik.

d. Prasarana Pendukung
Tempat parkir, Toilet.

Dari hasil observasi di lapangan bisa diketahusgr@na yang
ada sudah cukup memadai hal ini sesuai dengan pandabagian
besar pelanggan yang merasa cukup nyaman dalamkukaia
pembayaran rekening listrik. Salah satunya Bapagmin warga
josenan sebagai pelanggan PPOB (Payment Poinedsdink),

“ Tempatnya sudah nyaman mbak, kalo membayar peaki
berdiri atau berdesak-desakanan, karna tidak pethijumlah tempat
duduk yang disediakan juga sudah sesuai denganggela selain itu
petugasnya baik dan ramah“.(Bapak Kasmin warga ngse
wawancara tgl 8 oktober 2012).

Namun lain halnya dengan sarana yang ada, menap#kb
Dwi selaku staff/ketua pelaksana pelayanan sisteldD Kbeliau
menyatakan,

“ Sebenarnya jumlah komputer dan alat cetak yangedea

sudah cukup memadai, tetapi sebaiknya jika saemsaliut ditambah
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kuantitasnya, untuk menanggulangi adanya kerusaksnyang bisa
memperlambat proses layanan PPOB, memenuhi pet@yara
kelayakan penunjang kinerja pegawai disini mbaksatannya adalah
mengoptimalkan sarana yang sudah tersedia terskimgan tetap
memperhatikan aspek keperluan dan permintaan layp@i@nggan.(
8 Oktober 2012).
2. Waktu Penyelesaian Pelayanan
Berdasarkan ketentuan aturan yang ditetapkan olett PPOB
KUD menyebutkan penyelesesaian layanan dengan meakan
program Sistem Payment Online Bank (PPOB) adalahktWa
penyelesaian pelayanan untuk hari senin-kamis009%3.00, sedangkan
untuk jumat-sabtu 07-00-11.00WIB untuk hari mindjgur.

3. Peran dari SisteiRayment Point Online Bar(PPOB)
a. Untuk Kepentingan Pimpinan atau Organisasi
Sistem Payment Point Online Bank mempunyai pe&rana
yang penting bagi pimpinan dan organisasi PT PLHaAvadiun
dan KUD (sebagai mitra kerja) yaitu untuk meningkat
pelayanan terhadap konsumen dan di sisi lain umitkgamankan
pendapatan dari penjualan energy listrik, bisnisFEN pun akan
makin efisiensi biaya da@pportunity costsangat besar, karena
proses bayar listrik mudah tunggakan sangat pateakan turun,
PLN bisa lebih fokus pada pelayanan dan perbaikaerj dan

terhindar dari resiko-resiko penanganan uang kaspers
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perampokan dan penggelapan, sedangakan manfaatKhdgi
(sebagai mitra kerja PLN) dapat digunakan sebag@an bisnis
dan mendapatkan keuntungan dari penyediaan jasbter

Hal ini senada dengan pernyataan Bapak Edy Siswelaku Spv
Niaga (pelayanan dan pelanggan) yang menyatakan,

“PPOB sangat berguna bagi kelancaran proses penalpatggihan
rekening listrik karena kinerja pegawai menjadihegfisien hal ini
dimungkinkan dengan adanya pengguna teknologi rimdsr
didalamnya, kalau dahulu dengan cara konvensiomahigdap
kurang menarik, payment point yang tersedia tidakkdmbang
sehingga pelanggan sulit bayar karena lingkungambpgaran
terbatas pada satu loket. Maka dengan adanya pldmnraia
teknologi layanan menjadikan waktu pelayanan hamganakan
waktu satu hari kerja sehingga kinerja petugasypelan PPOB
bisa lebih dipermudah lagi”. (10 oktober 2012).

PPOB Merupakan suatu program atau sistem
pembayaran yang digunakan oleh PT PLN dan mitrgarkga
(KUD) dalam melakukan pelayanan pembayaran rekehstigk.
Dengan adanya sisitem PPOB, PT PLN dan Mitra k@aD)
lebih  mudah melakukan transaksi atau proses peayan
pembayaran rekening kepada pelanggan. Hal ini eliledan
dengan database yang dimiliki PT PLN dan KUD (migaja)
dapat mengontrol ketepatan dan kesesuaian data agarab
tagihan listrik sehingga tidak terdapat transalsnpayaran ganda
dan perkembangan proses pelayanan pembayarannglestrik
pelanggan Area Madiun terpantau secara jelas.

Kinerja organisasi PT PLN dan KUD (mitra kerja)
dapat dilihat dari kualitas PPOB yang diimplemeiktas hal ini
karena PPOB merupakan sebuah sistem yang menjadir da
pelayanan publik di kantor tersebut. Apabila pedaks PPOB
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tersebut kualitas maka pelayanan publik yang diberidi bidang
pelayanan akan berkualiatas pula, begitu pula kelyal

b. Untuk kepentingan Pelanggan
Untuk kepentingan pelanggan sistem PPOB mempunyai
tiga peranan yaitu payment point tumbuh dengan ataogpat,
pelanggan mudah membayar listrik, bisa dimana &ajpan saja
dan cara apa saja, pelanggan bisa menfaatkan PiB&8hanya
untuk bayar listrik, juga pembayaran lain, sepertilan motor,
PBB, PDAM, Telkom,cicilan KPR, dll.

Penjelasan diatas diperkuat dengan hasil wawancara
dengan Ibu Elly selaku pelanggan yang menyatakan,

“kalau sekarang lebih enak mbak, mau membayar
dimanapun bisa tempatnya juga mudah dijangkau i@k perlu
mengantri, prosesnya cepat tidak susah, waktu peEsa@an
pelayanannya bisa lebih cepat dan hemat biayak(®ber 2012).

c. Untuk kepentingan masyarakat

Untuk kepentingan masyarakat sistem PPOB mempunyai
tiga peranan yaitu pertama, peluang bisnis jasanky pembayaran
online. kedua, sinergi antara berbagai penyede ijastansi: Bank,
PLN, kantor POS, kantor Pajak, Instansi Pemerinfefisiensi
nasional). ketiga, pemanfaatan teknologi dan itu&tur
telekomunikasi sampai ke desa-desa, transparan gaod

governance.

4. Faktor pendukung Dan penghambat dalam pelaksanasmSPayment
Point Online Bank (PPOB).
a. Faktor Pendukung
- Faktor intern : kejelasan tujuan yang hendak dicapgelasan
strategi pencapaian, proses analisa dan perumusajaksanaan

yang mantab, perencanaan yang matang, penyusumananmr
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yang tepat, persediaan sarana dan prasarana ketgksanaan
efektive dan efisien, adanya landasan hukum sigie@B.

- Faktor ekstern : loket-loket yang disediakan untaklakukan
pembayaran lebih banyak, hemat waktu biaya, mempeksang
bisnis loket, memungkinkan adanya sinergi dan natagelayanan
antara berbagai instansi penyedia layanan.

b. Faktor Penghambat

- Faktor intern : permasalahaoman erorkesalahan yang dilakukan
petugas dalam pengentrian proses transaksi, @nagangguan
jaringan apabila gangguan pada sistem computein@yff butuh
dana besar untuk deposit apabila transaksi jugar bes

- Faktor ekstern : adanya uang palsu dari pelangparsaingan
antar loket competitor dari bank lain, persainga@ dan fasilitas
antar penyedia layanan.

5. Upaya yang dilakukan PT PLN Area Madiupayment point online
bank PPOB.

Dalam memasyarakatakan SisteRayment Point Online Bank)
menggunakan cara melakukan sosialisasi melalui pearb brosur,
spanduk, leaflet, melalui karyawan PT PLN. Yang timya oleh
karyawan PLN disosialisasikan kepada masyarakat.

Selain dengan cara diatas PT PLN menggunakan wedsitagai
sarana sosialisasi dan edukasi kepada masyarakange PPOB dan
pentingnya prosedur-prosedur dan mekanisme pelaysistem PPOB
dalam pembayaran rekening listrik. Diwebsite teuseljelaskan tentang
apa itu PPOB, layanan-layanan yang dinaungi olébB2P

Pembahasan
Pada penelitian ini, prinsip efektivitas merupakesh terpenting didalam
pencapaian tujuan dari suatu kegiatan yang dilaksan karena efektivitas

merupakan alat ukur tingkat keberhasilan organidakEim mencapai tujuan
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yang telah ditetapkan. (westra Cs dalam ensiklop€éduinistrasi,1989:72).
Dalam mengkaji fenomena dan permasalahan yangtteld@gan penerapan
sistem payment point online bank, peneliti mengganateori efektivitas
pisau analisis terhadap penerapan sistem, fenonyang terjadi dan
permasalahan yang muncul.

Efektivitas merupakan alat ukur tingkat keberhasikeseorang atau
organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditatapEfektivitas adalah
suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhakédgratan manajemen
dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan térletihulu. Dalam
prakteknya, efektivitas merupakan suatu konsep ingeritarena mampu
memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatanisagi dalam
mencapai sasarannya. Sehingga bila dikaitkan demgaerapan sistem
PPOB Payment Point Online Bahkyang dilaksanakan oleh PT PLN Area
Madiun dan pihak-pihak yang bekerjasama maka eiedi penerapan sistem
disini dapat mencapai tingkat keberhasilan, sedeagan tujuan. Adapun
strategi dalam pengukuran efektivitas meliputi:

1. Kesesuaian antara prosedur dengan pelaksanaan sistem.
adanya payung hukum yang memadai suatu kebijakamggap
legal (resmi) apabila memiliki peraturan sebagayupg hukum yang
jelas kebijakan tidak dapat berjalan dengan baiera tidak memiliki
arah dan tujuan yang jelas. Dalam pelaksan®aynient Point Online

Bank)PPOB ini sudah jelas payung hukum yang menaungiaya:

a. UU Nomor 10 Tahun 1998 Jo No7 Tahun 1998 Tentambdp&an
(pasal 1 butir 2).

b. Keputusan Direksi PLN No0.021.K/0599/DIR/1995 Targga Mei
1995 tentang Pedoman dan Petunjuk Tata Usaha Belangungsi
penagihan: “dalam melaksanakan pelayanan peneripgabayaran
yang berorientasi pada pelanggan, perlu dibuatarenderjasma
dengan pihak lain dalam hal pengurusan penerima&mbayaran

piutang pelanggan”.
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c. Edaran Direksi PT PLN (Persero) No.010.E/012/DIR20 anggal
28 Juni 2002 Tentang Mekanisme Arus Dana Receiphtuk
mewujudkan peningkatan pelayanan pelanggan dan liggeka
mempercepat aliran masuknya dana hasil penagitemporka sarana
pembayaran rekening listrik secara online bekemasdengan pihak
Bank-Bank Mitra Kerja”.

Dari hasil observasi dan wawancara di PT PLN AreadiMn,
khususnya bidang Niaga dalam pelaksanaan sBment Point Online
Bank (PPOB) telah menerapkan sistem pelayanan sesnganestrategi
pengukuran efektivitas. Dari uraian diatas menukgukbahwa adanya
dasar hukum menjadi acuan untuk menyelenggarakaergygan sistem
PPOB dalam proses layanan pembayaran tagihan nekiestrik.

Waktu penyelesaian layanan merupakan salah sadit tdtur
keberhasilan dalam memberikan pelayanan, dimanagkga waktu
penyelesaian suatu pelayanan publik mulai daringkaepinya atau
dipenuhinya persyaratan teknis dan atau persyasabanistratif sampai
dengan selesainya suatu proses pelayanan. Prasgslgsaian layanan
yang lama akan berdampak langsung pada tingkatakepumayarakat,
sehingga kepuasan atas hasil pelayanan yang beesiigpada waktu
penyelesaian menjadi sangat rendah pula.

Kepastian dan kurun waktu penyelesaian pelayanahkploarus
diinformasikan secara jelas.Dalam Keputusan Meramdayagunaan
Aparatur Negara (Kep MenPAN) Nomor 63 Tahun 2008ellutkan
bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhiapabgrinsip,
antara lain Kepastian Waktu, yaitu pelaksanaanypakn publik dapat
diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditemtulermasalahan ini
ditandai dengan konsistensi penyelesaian waktuinéayasebagai contoh
terjadi pemadaman sertaoubleshooting Hal-hal yang menyebabkan
terjadinya kemunduran penyelesaian layanan adaddtagai berikut
Human errordan kurang ketelitian petugas loket.
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2. Penerapan sistem PPOB (Payment Point Online Bank).

Selanjutnya pada proses transaksi secara onlida gasarnya
tidak jauh berbeda dengan proses transaksi juablasa di dunia nyata.
Pada transaksi secara online menggunakan kontaalo@li yang disebut
kontrak elektronik. Kontrak elektronik merupakanatsu kontrak, yang
berisi janji-janji atau kesepakatan dan akibat daelanggaran atas
peraturan-peraturan tersebut. Dengan demikian paa@ kontrak, harus
ada beberapa unsure yang terpenuhi. Oleh karersatiap jual beli yang
dilakukan secara elektronik harus memenuhi sya@atas sahnya suatu
perjanjian sebagaimana ditentukan dalam pasal B82@erlijk Wetboek
yaitu:

1. Kesepakatan para pihak
Artinya bahwa para pihak yang membuat perjanjiaal heli secara
elektronik yaitu merchant dan costumer telah sepat@ memiliki
persesuaian kemauan dan saling menyetujui kehendakg-masing
yang dinyatakan secara tegas ataupun secara thamtdnpa ada
paksaan kekeliruan ataupun penipuan.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
Pasal 132®Burgerlijk Wetboekmenjelaskan bahwa setiap orang cakap
untuk membuat perikatan-perikatan jika oleh undandang tidak
dinyatakan tidak cakap. Oleh karena itu sepanjarg pihak dalam
jual beli secara elektronik adalah orang yang cakepurut undang-
undang maka perjanjian tersebiut berlaku mengikhagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya.

3. Suatu hal tertentu berhubungan dengan objek pemaajau disebut
juga prestasi.

4. Suatu sebab yang halal, Bahwa suatu sebab dalganjper tidak
boleh bertentangan dengan undang-undang Kketertiipamm dan

kesusilaan.
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3. Sarana dan Prasarana

Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur nsggap
MenPAN) Nomor 63 Tahun 2003 disebutkan bahwa pemggaraan
pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip, anaamaKlelengkapan
sarana dan prasarana yaitu tersedianya sarana i@deargna kerja,
peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadainasuk
penyediaan sarana teknologi telekomunikasi darrnmditka (telematika)
serta prinsip Kenyamanan, vyaitu lingkungan pelagamarus tertib,
teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, lperapi, lingkungan
yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan téssilpendukung
pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadat ldan-lain.

Sarana dan Prasarana merupakan salah satu faktorgpdalam
menunjang pelaksanaan layanan kependudukan. Keimeesarana dan
prasarana dalam menunjang kelancaran Pelayanank Psdnhgatlah
diperlukan oleh PT PLN Area Madiun. Bangunan loR&OB (KUD)
yang ditempati untuk proses Pelayanan pembayakanirgy listrik:

a. Ruang loket pembayaran
b. Ruang tunggu
c. Ruang pendukung lainnya (toilet, parkir)

Dalam rangka untuk memberikan rasa aman dan nyéenaadap
masyarakat, sarana dan prasarana loket pembayaPDB Ptelah
dilengkapi dengan Ruang Tunggu yang memadai, tepgykir kendaraan
roda dua maupun roda empat yang aman sehingga rakatyalapat
merasa nyaman dan aman pada waktu melakukan perabatggihan
listrik. Disamping itu guna untuk memberikan inf@sn yang lebih
transparan, terpampang papan prosedur layanan sersktu
penyelesaiannya.

Data di lapangan menunjukan bahwa loket PPOB (Kudigmiliki
sarana 8 unit komputer. Masing—masing 2 unit unveikfikasi, operator
dan cetak. Untuk prasarana, di dalam ruang bidaepmerndudukan ada

ruang tunggu yang didalamnya ada 15 buah kursi yatagnya ditata
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didepan loket. Dari hasil observasi di lapangara lketahui prasarana
yang ada sudah cukup memadai hal ini sesuai depgjagiapat sebagian
besar pelanggan yang merasa cukup nyaman dalamantgniyanan
pembayaran tagihan listrik.

Untuk menunjang efektivitas penerapan sistem PP€d8iss dengan
KepMenPan no 63 tahun 2003 maka data di lapanganmekkan bahwa
sarana dan prasarana yang ada diloket PPOB (KU@ghsmenunjang
mengarah pada tolak ukur efektivitas, tetapi alanihl optimal lagi jika
terdapat penambahan sarana, terutama komputer dam metak yang
jumlahnya bisa lebih mengoptimalkan dalam menbarikzelayanan
pembayaran tagihan listrik.

Satu alasan mengapa sistem ppob memainkan perangrsgngat
penting dan berpengaruh didalam organisasi adatbni semakin
canggihnya kemampuan teknologi informasi layanaapmskin baiknya
kemampuan sumber daya pelaksana maka akan meaghasjaringan
layanan sistem ppob dapat digunakan pimpinan mappgawai teknis
organisasi untuk melakukan akses layanan masyaraBatdasarkan
hasil dari penyajian sistem payment point onlineakbanempunyai
peranan yang sangat penting bagi pimpinan atamns@s (dalam hal ini
adalah PT PLN Area Madiun) vyaitu dalam mengurangsiko
pengelolaan kas pendapatan menjadi minimum mertyaolgkan proses
bisnis, efisiensi biaya dan opportunity cost sariggsar. Selain itu juga
karena proses bayar listrik mudah, tunggakan sapgtgncial akan
turun, PLN lebih fokus pada pelayanan dan perbakkaerja.

Pencapaian tujuan dari suatu kegiatan organisagi g#aksanakan
perlu adanya efektivitas pelayanan dimana efeksifinerupakan alat
ukur tingkat keberhasilan suatu organisasi dalamcg@aian hasil.
Sehingga jika dikaitkan dengan peran sistem PPOBarkaberhasilan
sistem ini dapat diukur sesuai dengan tujuan yagnidicapai atau
ditetapkan. Bahwa terdapat dua faktor terpenting p@endapat street

yakni faktor intern dan ekstern. Faktor intern énat kaitannya dengan
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efektivitas dalam organisasi penyelenggaraan pedayaitu sendiri,
sedangkan faktor ekstern disini adalah faktor-faktng berada diluar
organisasi tetapi sangat mempengaruhi pelaksanaan efiektivitas
kegiatan pelayanan itu sendiri yakni faktor linggan. Situasi dan
kondisi yang melingkupi dan berada disekitar orgasi, yang
didalamnya terdapat masyarakat, sebagai pihak ipsnerdalam
pelaksanaan proses kegiatan pelayanan.

Melalui hasil penelitian terhadap kualitas penyg@garaan
pelayanan pembayaran tagihan rekening listrik diKUbaka peran
PPOB sangat berarti bagi pencapaian kualitas @etay publik. Oleh
sebab itu peran PPOB untuk meningkatkan kualitataypean
pembayaran tagihan rekening listrik dilakukan meladtrategi dan
inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Melstrategi dan
inovasi yang dilakukan melalui pelaksanaan PPOB tdamang dalam
bentuk peraturan perundang-undangan, menunjukkanyadupaya PT
PLN Area Madiun untuk melakukan perbaikan dalanmaibgdpelayanan
pembayaran tagihan listrik. Adapun melalui penemapstem PPOB,
diarahkan untuk terwujudnya peningkatan kualitas lay@sman
ketenagalistrikan secara efisien dan efektive demgatu dan kebutuhan

untuk mencapai target kinerja unit.

4. Tanggapan pelanggan mengenai penerapan sistem PPOB yang
dilaksanakan olen PT PLN Area Madiun.

Untuk kepentingan pelanggan sistem PPOB mempuitgai
peranan yaitu payment point tumbuh dengan cepanggan mudah
membayar listrik bisa dimana saja kapan saja gaasaja, pelanggan bisa
pemanfaatkan PPOB tidak hanya untuk bayar lisjtiga pembayaran
lainnya. Penjelasan diatas diperkuat dengan hasNancara dengan ibu
Elly selaku pelanggan yang menyatakan ; “kalau resiga lebih enak

mbak, mau membayar dimanapun bisa tempatnya jugkimdijangkau
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dan tidak perlu mengantri, prosesnya cepat tidaklsuwvaktu penyelesain
bisa lebih cepat dan hemat”. (9 oktober 2012)

Sistem PPOB sebagai suatu sistem diharapakan dapat
diselenggarakan sebagai bagian dari penyelengga@ayanan publik.
Dari sisi kepentingan masyarakat, sistem PPOB mekae peluang
bisnis jasa layanan pembayaran online, sinergirariarbagai penyedia
jasa dan instansi, Bank, PLN, Kantor Pos, Kantojakalnstansi
pemerintah. Pemanfaatan teknologi dan infrastrukielekomunikasi
sampai ke desa-desa, dan transparansiGtzod GovernancePayment
point tumbuh dengan sangat cepat, pelanggan mudghbayar listrik
bisa dimana saja kapan saja dan cara apa sajangpela bisa
memenfaatkan PPOB tidak hanya untuk bayar lisigiajpembayaran lain
yaitu PBB,PDAM,Telkom,cicilan KPR dll.

5. Faktor pendukung sistem (Payment Point Online Bank):
a. Pendukung
1. Faktor intern diantaranya :

- kejelasan tujuan yaitu untuk memfasilitasi pembayaagihan
secara online, realtime, sehingga tidak ada kemnagk
terjadinyadouble payment

- Fasilitas dan sarana prasarana merupakan kebupahkak dari
terlaksananya kualitas pelayanan yang bermutu. &weng
tersedianya fasilitas yang memadai maka kinerjawaguntuk
melayani masyarakat menjadi lebih mudah, cepatedenen.
Sarana parasarana pendukung juga berperan pentituk u
mempermudah akses layanan dari masyarakat itursendi

Hal ini sesuai dengan KepMenPAN No0.63 tahun 2003
tentang standart pelayanan pubpbkint ke tujuh (kelengkapan
sarana dan prasarana) yang menyebutkan bahwaidergedarana
dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendulaimgya yang
memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telehkiasi
dan informatika (telematika). Diperkuat juga dengiana dimensi
kualitas pelayanan (Zeithalm-Parasuraman-BerrynddPasolong
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2007) point pertama menyangkut kualitas pelayantandibles.
bahwa kualitas pelayanan berupa sarana fisik ptrian
komputerisasi administrasi, dan tempat informasi.

Kesemua fasilitas dan sarana prasarana seperti tgtaty
dijabarkan menurut KepMenPAN dan Lima dimensi Kaali
pelayanan telah dimiliki oleh PT PLN dan loket paydran
rekening tagihan listrik (KUD) khususnya terkait ndan
permasalahan PPOB. Hal ini menunjukkan bahwa lexteran
fasilitas dan sarana prasarana yang ada telahi slEssiygan standar
mutu pelayanan. Sarana fisik perkantoran berupairged/ang
layak dan nyaman bertingkat tiga, telah menggunagiatem
komputerisasi dalam pelayanan pasang baru. Pelaysrabahan
daya, pengaduan gangguan, pengaduan niaga (infeningk
keluhan baca meter). tempat informasi pun sudaedex dengan
fasilitas komputer, meja kerja dan layanan intesedagai jaringan
penghubung.

. Faktor ekstern yaitu dalam penerapan sistem PPOBPEN
bekerjasama antara pihak-pihak terkait yaitu banilad
penyelenggaraan meliputi juga tanggung jawab pdrakpdalam.
Payment Point Online Bank ini melibatkan beberapala p
kerjasama anatara beberapa pihak terkait, anaaara PT PLN
(Persero) dan bank penyelenggara (BUKOPPIN, BRFi&yalll)
menandatangani perjanjian kerjasama lengkap dersgandar
prosedur pelayanan. PT PLN (Persero) dan switclpiroyider
menandatangani perjanjian kerjasama lengkap dersgandar
prosedur pelayanan. Bank dan switching providera juada
perjanjian kerjasama, namun dalam hal ini PT PL&iqero) tidak
masuk. Perjanjian kerjasama bank dengan mitra Qi@ line
loket). Perjanjian kerjasama bank dengaerchant atau loket

pembayaran rekening listrikdgwnlinebank langsung).
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b. Faktor penghambat sistefdgyment Point Online Bahk

1. Faktor intern : permasalahianman eroikesalahan yang dilakukan
petugas dalam pengentrian proses transaksi karer@ndonya
ketelitian dari petugas. Sehingga banyak terjadnplain dari
masyarakat karena kesalahan memasukkan nomor galaran
pemberian kembalian. terjadian gangguan jaringarabi&p
gangguan pada sistem computer (offline), butuh deesar untuk
deposit apabila transaksi juga besar.

2. Faktor ekstern : adanya uang palsu dari pelangparsaingan
antar loket competitor dari bank lain, persaingea flan fasilitas
antar penyedia layanarsemakin banyaknya persaingan antara
penyedia layanan yang satu dengan yang lainnyaangaya
sumber daya petugas yang ahli dalam mengoperagiagram
PPOB menyebabkan terhambatnya pemberian pelayanan.

Dari tiga faktor penghambat diatas merujuk padeeisgia
kriteria sebagai dasar penentuan pelayanan ddpktikian dengan
cepat, tepat dan akurat menjadi proses yang |l@oia Idan tidak
Efektiv Memiliki tingkat keterjangkauan yang tinggviemiliki
tingkat ketetapan yang tinggi; Memberikan jaminagsdpanan
sesuai nilai yang berlaku; Memberikan kenyamanapade
pelanggan; Menunjukkan keprofesionalan yang haridalniliki
kredibilitas kepada pelanggan.

6. Upaya sosialisasi Penerapan sistem PPOB yang dilakukan PT PLN
Area Madiun
PT PLN dalam memasyarakatkan SistBayyment Point Online
Bank(PPOB) menggunakan beberapa cara sosialisasi; yait

a. Pemberian brosur
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Brosur memuat informasi atau penjelasan tentangnkty PPOB serta
profil-profil yang tekait dengan program layanamiea. Isi dari brosur
secara kongkrit memuat prosedur PPOB, manfaat ERM®B, serta
peraturan perundang-undangannya. Pemberian brosuaksldkan

sebagai sarana untuk mempermudah masyarakat datmelaah dan
memahami layanan PPOB melalui media baca. Informiasim brosur
PPOB, ditulis dalam bahasa yang ringkas dan mudadhami dalam

waktu singkat ketika masyarakat membacanya.Setainbrosur juga
berfungsi untuk membangun citra yang baik terhddganan PPOB itu

sendiri.

b. Sosialisasi pelanggan.

Sosialisasi pelanggan yaitu temu pelanggan gunabeekan informasi
mengenai program layanan sistem baru yang ditenapledn PT PLN dalam

proses pelayanan rekening tagihan listrik.
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c. Sosialisasi Pemda.

Sosialisasi juga diadakan disetiap instansi perarirsalah satu contoh
kantor pemerintahan daerah, tujuannya untuk memasytkan sistem baru
pada instansi terkait demi mempermudah dan tenegpaujuan dari sistem

tersebut

d. Sosialisasi Via Radio.

Untuk memasyarakatkan sistem PPOB PT PLN juga mekaipesosialisasi
melalui via radio guna memperluas informasi padargk pelanggan baik
pelanggan perkotaan maupun pedesaan, sehingga raketyadapat

mengetahui secara luas dan mudah mendapatkan agorm

e. Website
Website merupakan media informasi PPOB yang lebddem dengan

sistem jaringan internet.Melalui Website maka infasi tentang layanan
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PPOB dapat diakses lebih mudah oleh semua orarggmganggunakan jasa
internet. Informasi dalam website lebih terperidan lengkap, bukan saja
hanya sebatas layanan PPOB tetapi juga profil dan grogram lainnya
dari PT PLN. Website yang digunakan untuk layan&mN Rerdapat di
alamat welwww.PLN.co.id

Dari upaya yang telah dilakukan oleh PT PLN damrarierja KUD Kota

Madiun yang telah dijabarkan, sesuai dengan gogabcate governance. Bahwa

penggunaan sistem tatakelola teknologi informadamdalingkup bisnis dan
pelaksanaan pengelolaan perusahaan, oleh badam-baelmerintah untuk
mewujudkan hubungan dengan masyarakat maka PT &&aN melakukan upaya
inovasi dan pemuktakhiran sesuai dengan konsep gogubrate governance
khususnya tata kelola perusahaan “sistem dimananma@si diarahkan dan
dikontrol”.

PT PLN Kota Madiun juga telah memenuhi fokus paeidaikan pelayanan
yang diberikan kepada pelanggan. Melalui mediaatieasi maka PT PLN Kota
Madiun dalam layanan PPOBnNya bisa lebih dekat lkepadgguna layanan yaitu
masyarakat atau pelanggan, lembaga pemerintaharyéamaupun lembaga non
pemerintah yang membutuhkan informasi tentang kydiN.



BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan,
berkaitan dengan efektivitas penerapan sistem PPOB pada PT PLN Area
madiun. Maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Efektivitas penerapan sistem PPOB pada PT PLN Area Madiun, dilihat
dari aspek hukum dalam pelaksanaan sistem PPOB ini menunjukkan
adanya payung hukum yang menaunginya yaitu UU Nomor 10 tahun 1998
Jo No.7 tahun 1998 tentang perbankan (pasal 1 butir 2) keputusan Direksi
PLN No0.021.K/0599/DIR/1995 tgl 23 mei 1995 tentang pedoman dan
petunjuk tata usaha.

2. Dari segi prosedur pelaksanaan layanan sistem PPOB sudah berjalan
sesuai dengan pengukuran tingkat efektivitas dimana proses pelayanan
dilihat dari waktu penyelesaian sudah efektive, untuk biaya administrasi
yang dkenakan terbilang ekonomis. Sedangkan dilihat dari aspek sarana
dan prasarana sudah sesual dengan pengukuran efektivitas yaitu
tersedianya adat-alat penunjang proses pelayanan seperti computer, print
out, kursi tunggu dan beberapafasilitas lainnya.

3. Dari aspek penilaian masyarakat (pelanggan) mengenai sistem ini
mendapatkan tanggapan yang baik, karena adanya penerapan sistem ini
pelanggan dapat melakukan transaksi dengan mudah dalam pembayaran
tagihan rekening listrik tanpa adanya antrian, dan pelanggan juga
memperoleh manfaat yang didapat dari sistem ini.

Namun, pelaksanaan sistem PPOB tidak sepenuhnya berjaan
dengan baik. Peneliti mengambil kesimpulan bahwa permasalahan ini
terletak pada masalah teknis yang kerap terjadi dimana pada waktu proses

transaksi mengalami trouble atau offline jaringan seluller.
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Berdasarkan observasi dan analisis pendliti, maka pendliti juga
dapat menyimpulkan bahwa penerapan sistem PPOB sesuai dengan
strategi pengukuran efektivitas sistem pelayanan, hal ini terbukti dengan
adanya tolak ukur yang telah terpenuhi, walau masih ada sedikit
kekurangan dalam penerapannya. Peneliti juga berpendapat bahwa
kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan merupakan hasil
dari implementasi prinsip-prinsip efektivitas. Jika seluruh prinsip-prinsip
tersebut dapat terpenuhi, peneliti berpendapat bahwa pelayanan yang
diberikan dapat lebih ditingkatkan lagi sehingga tujuan agar tercipta
kualitas pelayanan pelanggan yang tinggi dapat tercapa dan kualitas
pelayanan pembayaran tagihan listrik dapat meningkat dan efektive,
berbanding lurus dengan kepuasan pelanggan

Dengan adanya beberapa aspek-aspek diatas menunjukkan bahwa
penerapan sistem PPOB sudah sesua dengan tolak ukur pengukuran
efektivitas pelayanan. Namun disamping itu dalam pelaksanaannya masih
ada sedikit kendala yaitu adanya permasalahan yang disebabkan pada
jaringan trouble atau jaringan seluller dan human error (kesalahan dalam
pengentrian data). Terlepas dari itu semua sedlama semua dapat
dikomunikasikan dan tidak ada informasi yang ditutupi sebagai pelanggan

listrik akan menerima.

. Saran
Guna untuk meningkatkan efektivitas penerapan sistem PPOB

(Payment Point Online Bank) maka peneliti menyarankan beberapa hal

sebagai berikut:

1. Lebih kepada penerapan dan peningkatan peran pelanggan yaitu dalam
proses pelaksanaan dan evaluasi sistem PPOB. Memang dalam
pengukuran efektivitas seluruh aspek pelaksanaan sudah sesuai namun
memerlukan kerjasama antara pihak penyedia layanan dengan
pelanggan dalam meningkatkan proses pelayanan pembayaran tagihan
rekening listrik.
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2. Dari pihak penyedia layanan diperlukan adanya pelatihan terkait agar
profesionalisme terjaga dan meningkat.

3. Daam proses pelaksanaan sistem PPOB, perlu adanya perbaikan
khususnya pada sistem jaringan seluller dimana sering terjadi offline
(trouble).
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Nomor : 1334/ 041/Area- Mdn/2012 9 ¢ SEP 2012

Surat Sdr. No : 9118/UN10.3/PG/2012
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UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
J1. Mayjen Haryono No. 163

MALANG

Memperhatikan surat saudara No. 9118/UN10.3/PG/2012 tanggal

17 September 2012 perihal Permohonan Ijin Riset di PT PLN ( Persero )

Area Madiun.

Dengan ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya kami dapat mengijinkan

Permohonan Saudara, dengan catatan sebagai berikut

1. Riset dimulai tanggal 01 Oktober s/d 30 Nopember 2012

2. Data yang diminta hendaknya terbatas pada lial — hal yang bersifat umum
dan dipergunakan untuk keperluan ilmiah.

3. Mahasiswa yang diijinkan melaksanakan Riset 1 ( satu ) Orang
Nama : NOERMAYANTI NIM : 0610313126

4. Yang bersangkutan agar mengisi formulir surat pernyataan terlampir, rangkap
2 (dua ) disertai dengan 2 ( dua ) pas foto ukuran 3 x 4 Cm dan dilaporkan ke
PT. PLN ( Persero ) Area Madiun Up. SDM & Keuangan

Demikian untuk diketahui dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih
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Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. SUJIANTO,SE.MM.

NID : 6485165

Jabatan : Asman Pelayanan & Adm

Unit : PT PLN (Persero) AREA MADIUN

Menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama :  NOERMAYANTI

NIM : 0610313126

Jurusan :  ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
AKADEMI ¢ " UNIVERSITAS BRAWIJAYA ”

Menerangkan bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan Penelitian
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mestinya.




INTERVIEW GUIDE

» Petugas pelayanan PPOB

. Apatujuan dari system pelayanan PPOB?

. Bagaimana proses perencanaan system pelayanan PPOB?

Bagaimana strategi pencapai an tujuan system pelayanan PPOB?

. Menurut bapak, bagai mana mekanisme pelaksanaan system pelayanan PPOB?

g~ W N R

. Menurut bapak, berapa estimas waktu yang dibutuhkan dalam system pelayanan

PPOB?

6. bagaimana produktifitas PT PLN dan KUD dilihat dari target obyek pelanggan yang
memanfaatkan system pelayanan PPOB?

7. Apasajajob description petugas |oket PPOB PT PLN dan KUD?

8. Menurut bapak, apakah sarana penunjang maupun fasilitas pelayanan dalam
pelaksanaan system PPOB sudah tersedia dan sesua dengan pelaksanaan yang
diharapkan?

9. Apakah petugas bisa memanfaatkan fasilitas yang ada dengan baik?

10. Bagaimanakah hubungan antar petugas yang satu dengan yang lain? Apakah
koordinasi sudah berjalan dengan baik?

11. Apafaktor pendukung dan faktor penghambat dari system pelayanan PPOB ini?

12. Bagaimana sosidlisasi yang sudah dilakukan oleh PT PLN kota madiun?

> Pelanggan pembayaran rekening listrik yang memanfaatkan system PPOB?
1. Apapendapat bapak mengena system PPOB?
2. Apa pendapat bapak mengenai petugas PPOB? Apakah sudah menjalankan tugas
dengan baik?
3. Apamanfaat yang didapat dengan adanya penerapan system PPOB ini?





